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KATA SAMBUTAN 

Prof. Dr. H.M. Hasballah Thaib, M.A. 
 

 
Dalam konteks muamalah telah berkembang alternatif 

penyelesian sengketa dan yang demikian dikenal dalam hukum 
Islam yaitu dengan cara sulhu (pedamaian) dan cara Tahkim 

(Arbitrase) 

Perintah melakukan sulhu terdapat dalam Al-Quran di Surat 

An Nisa’ ayat 26, demikian juga dengan Tahkim . Kedua cara ini 

sudah dikenal di kalangan bangsa Arab melalui masa pra Islam. 
Pada waktu itu meskipun belu mterdapat sistem peradilan yang 
terorganisir,setiap ada persengketaan mengenai hak seseorang 
sering kali diselesaikan melalui wasith (juru damai) yang ditunjuk 

oleh orang yang bersangkutan. Lembaga ini terus dikembangkan 
sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi 
yang pernah berlaku ada masa pra Islam. Tujuan dari dua cara 

penyelesaian sengketa ini adalah agar tidak terjadi putusnya 
silaturrahmi di antara mereka yang bersengketa. 

Tahkim  (Arbitrase) berlaku juga dalam masalah harta 

benda qisas, hudud, nikah, lian dan lain-lain baik yang menyangkut 

hak Allah atau hak manusia. Pemikiran tentang kebutuhan 
lembaga perdamaian pada masa kini menjadi kenyataan dengan 

populernya Alternatif Dispute Resolution (ADR). Unutk Konteks 

Indonesia perdamaian telah didukung keberadaannya dalam 
hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelsaian Sengketa. 

Disamping BANI di Indonesia dikenal juga dengan 
BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Adapun dasar 
hukum pembentukan lembaga BASYARNAS adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrsase 
dan Alternatif Penyelesian Sengketa. 

2. SK Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep.09/MUI/XII/2003 

tanggal 24 Desember 2003 
3. Fatwa DSN-MUI 
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Disamping ada yang penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan dalam hukum Islam, juga dijumpai hal serupa dalam 
pengadilan Adat, demikian juga di negara-negara non muslim. 

Di Jepang pada zaman Tohugawa telah menerapkan 
konsilasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa 
altrnatif. Demikian juga  di Cina, banyak sengketa yang 
diselesaikan dengan cara mediasi yang sejalan dengan cultur Cina. 

Apa yang berlaku dalam Hukum Islam,Adat, Cina dan 
Jepang juga berlaku di Eropa dan Amerika hanya saja filosofi bagi 
bangsa Aerika dan Eropa adalah didasarkan pada efisensi, 
sedangkan dalam Islam didasarkan agar tidak terputus 

silatuhrahmi antara mereka yang bersengketa. 

Buku yang ditulis oleh saudara Dr. Iman Jauhari, S.H., 
M.Hum dengan Judul “Penyelesaian Sengketa Di Luar 
Pengadilan Menurut Hukum Islam”, cukup menarik untuk dibaca 

bagi mahasisiwa yang sedang mendalami Hukum Islam. 

Buku yang sedang berada di tangan pembaca ini ditulis 
dengan bahasa yang mudah dipahami dan dikuatkan dengan 
berbagai dalil Naqli dan Aqli. 

Semoga Allah Merahmati Kita semua. 

 
 

Medan,  Maret 2017 

 
 
 
 

Prof. Dr. H. M., HasballahThaib,M.A. 
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KATA PENGANTAR EDITOR 

 

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena 
berkat rahmat, taufik dan hidayah-NYA, saya diberi kesempatan 

untuk dapat menyelesaikan pengeditan buku dengan judul 
“Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum 
Islam“. 

Adapun yang menjadi dasar dalam penulisan buku ini 

adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrsase 
dan Alternatif Penyelesian Sengketa, SK Majelis Ulama Indonesia 
Nomor Kep.09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 dan 
Fatwa DSN-MUI. 

Buku ini terbagi ke dalam Sebelas BAB pertama 
Pendahuluan, BAB kedua berkaitan dengan Musyawarah menurut 
Al-Quran, BAB ke tiga berkaitan dengan Adil  menurut Al-Quran, 
BAB ke empat berisi tentang beberapa kasus diputuskan para 

Ulama dengan Menggunakan Kaidah-Kaidah Fiqiyah, BAB ke 
lima berisi tentang  tajdid dan Mujaddid dalam Hukum Islam, 
BAB ke enam mengenai Al-Islah menurut Al-Quran, BAB ke 
tujuh membahas mengenai  Al-Sulh, Tahkim dan Hakam, BAB 

kedelapan berisi tentang Sumber Hukum dalam menyelesaikan 
Sengketa Ekonomi Syari’ah, BAB ke sembilan berisi tentang 
Penyelesaian sengketa perbankan syaria’ah menurut Hukum 
Islam, BAB kesepuluh berisi tentang Pilihan forum dalam 

penyelesaian sengketa perbankan syari’ah dan BAB ke sebelas 
rangkuman dari seluruh isi buku ini.  

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan 
oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang 

didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan 
penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Setiap orang atau 
pihak manapun  tidak menginginkan adanya sengketa namun 

dalam hidup ini tidak mungkin tidak ada masalah. Dan masalah 
atau sengketa bisa diselesaikan didalam pengadilan maupun di 
luar pengdilan (non litigsi). Penyelesaian sengketa yang 
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diselesaikan diluar pengadilan di Indonesia bisa diselesaikan di 
BANI dan juga di BASYARNAS. Penyelesaian sengketa  yang 
bisa diselesaikan dalam  dalam BANI atau BASYARNAS bisa 

meliputi dalam bidang apapun sebagai contoh eksekusi nasabah 
bank yang masih mempunyai kewajiban utang tetapi nasabah 
tersebut telah meninggal dunia dan lain-lain.  

Semoga buku ini dapat memberikan perspektif dan 

pengetahuan yang berbeda dari yang berkembang saat ini. Titik 
tekan pada uraian tiap bab dan bagiannya adalah pada kontribusi 
akademik dalam memberikan sumbangsih atas diskursus yang 
berkembang, agar pada titik akhirnya berguna bagi kalangan yang 

membutuhkan  mahasiswa maupun di kalangan akademisi. 

 

Editor 

 

 

Dr. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc. , MA 
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KATA PENGANTAR PENULIS 

 

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT bahwa 
dengan rahmat-Nyalah penulisan buku yang berjudul 
“Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum 

Islam” , dapat diselesaikan dengan baik, walaupun isinya masih 
sangat sederhana dan belum lengkap sebagaimana yang 
diharapkan. Buku Ini ditulis atas pemenuhan buku ajar mata 
kuliah “Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan pada pasca 

sarjana Ilmu Hukum.  

Selanjutnya substansi yang diuraikan dalam buku ini antara 
lain Musyawarah menurut Al-Quran, Adil menurut Al-Quran, 
Kaidah-Kaidah Fiqiyah, tajdid dan mujaddid dalam hukum Islam, 

Al-Islah menurut Al-Quran, As-Sulh dan tahkim, sumber hukum 
dalam menyelesaikan  sengketa ekonomi syari’ah, penyelesaian 
sengketa perbankan syar’iah menurut Hukum Islam dan pilihan 
forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syari’ah. 

Kajian pembahasan buku ini ditinjau dari pandangan hukum 
Islam, bukan dari hukum positif Indonesia. Mudah-Mudahan 
buku ini dapat bermanfaat bagi para yuris dan mahasiswa yang 
mendalami hukum perdata Islam. 

 

 

Binjai,    Maret 2017 

Penulis, 

 

 

Dr.Iman Jauhari, S.H., M. Hum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Pendekatan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Undang-

Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama. 

Sebagai hal berkenaan dengan filosofi pengaturan ekonomi 

Islam dan keberadaan Hukum Islam (Syariah Islam) di tengah -

tengah hukum yang berkembang sekarang ini, misalnya 

berkenaan dengan muamalah, munculnya lembaga mediasi dalam 

transaksi bisnis. Para ulama sepakat menyatakan bahwa Hukum 

Islam adalah hukum yang sarat dengan nuansa, dan prinsip 

pokok yang dapat dikembangkan sesuai dengan koadisi dan 

tuntutan zaman, yang merupakan ciri dan kedinamisan dan 

keluwesannya, terutama hukum-hukum yang berkaitan  dengan 

Muamalah. 

Dalam konteks muamalah, seperti praktek transaksi 

bisnis telah berkembang alternatif penyelesaian sengketa 

(alternative dispute resolution) bagi  pelaku-pelaku bisnis, salah 

satunya cara penyelesaian sengketa tersebut adalah melalui 

mediasi, yaitu proses untuk menyelesaikan sengketa dengan 

bantuan pihak netral, yakni mediator untuk mencapai perjanjian 

yang disepakati bersama. Berkenaan dengan mediasi ini telah 

ditetapkan dalam Syariah Islam. 

Kebutuhan akan mediasi untuk penyelesaian sengketa para 

pihak misalnya, Pihak-pihak yang bertikai yang tidak mampu 

menyelesaikan  konflik  akan menggunakan  jasa  pihak  ketiga 

yang bersikap netral untuk membantu mereka dalam mencapai 

suatu kesepakatan. Tidak  seperti  proses adjudikasi  dimana pihak 

ketiga menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ada untuk 

mencapai suatu hasil, dalam mediasi, pihak ketiga akan 
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membantu pihak-pihak yang bertikai dalam menerapkan nilai- 

nilainya terhadap fakta-fakta untuk  mencapai  hasil  akhir. Nilai-

nilai ini dapat meliputi hukum, rasa keadilan, kepercayaan 

agama, moral dan masalah-masalah etik. Sifat pembeda dan 

mediasi adalah bahwa pihak-pihak yang bertikai selain sebagai 

pihak  ketiga   yang  bersifat   netral, akan memilih norma-norma 

yang akan mempengaruhi  hasil pertikaian  mereka. 

Seperti di Jepang pada zaman Tokugawa, telah menerapkan 

konsiliasi (chotei) sebagai penyelesaian sengketa alternatif. 

Sementara itu, di Cina mediasi sejalan  dengan kultur masyarakat 

Cina tidak suka kepada Pengadilan sebagai tempat penyelesaian 

sengketa. Di sini sengketa-sengketa perdata diselesaikan  melalui 

mediator. Untuk  periode  yang  cukup panjang  di zaman  Cina 

kuno terdapat  kontroversi antara kaum Confucius dan Legalis 

mengenai bagaimana mengatur masyarakat. Di satu pihak, kaum  

Confucius menekankan pentingnya ditegakkan prinsip-prinsip 

berdasarkan moral (LI). Sedangkan kaum Legalist memandang 

perlunya  aturan aturan hukum tertulis yang pasti (FA). Rakyat 

kebanyakan sadar dan menerima ikatan-ikatan moral yang 

berlaku lebih banyak akibat pengaruh sanksi sosial dari pada 

dipaksakan oleh hukum yang berlaku. Oleh karenanya clan,  gilda, 

dan kelompok golongan terkemuka (gentry) menjadi institusi 

hukum yang informal dalam menyelesaikan sengketa-sengketa 

dalam  masyarakat  Cina tradisional. Kepala clan, gilda  dan  tokoh 

masyarakat menjadi penengah (mediator) dalam sengketa-sengketa 

yang timbul dan bila perlu mengenakan sanksi disipliner dan 

denda. Confuciusnisme yang mengartikan FA sebagai hukuman 

(HSING), bukan merupakan cara yang baik untuk menjaga 

ketertiban  sosial.1 

Dapat dipahami bahwa filosofi mediasi di Cina dan Jepang 

didasarkan pada budaya masyarakatnya. Hal ini berbeda  dengan 

filosofi mediasi bagi masyarakat Eropa dan Amerika yang 

                                                             
1 Bismar Nasution, 2006, "Dialog Hasballah Thaib Menambah Nalar dan 

Membuat Sunyi dari Sifat Salah", dalam Biograft M Hasballah Thaib: Pemikiran 

dan Karya Monumentalnya, Medan: Wali Sembilan, halaman 229-231. 
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didasarkan pada. Namun, bila diamati  kacamata Islam, tersebut 

adalah agar tidak terputus  silaturahim  di antara para pihak yang 

bersengketa. 

Bila terjadi sengketa para pihak dalam suatu keluarga, maka 

Qur'an menetapkan keluarga kedua belah pihak yang bersengketa 

mengambil inisiatif untuk menyelesaikan sengketa tersebut, 

dimana ditunjuk  hakam (mediator) sebagai wakil-wakil kedua 

belah pihak. Allah SWT berfirman, "Bila kalian khawatir 

perpecahan diantara mereka berdua, maka utuslah seorang hakam 

(wasit) dari pihak keluarga pria dan seorang hakam dari pihak 

keluarga wanita. Bila keduanya menginginkan perdamaian, maka 

Allah akan memberikan taufik kepada mereka  berdua. Allah itu 

sesungguhnya  Maha Tahu, Maha Ahli" (an-Nisa  35). Hukum 

Islam yang biasa disebut dengan Syariah Islam adalah hukum 

yang abadi. Pada masa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, 

mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan cara 

hidup mereka sesuai dengan hukum Islam itu, karena meyakini  

dengan kebenaran hukum tersebut adalah sebagian dari iman." 

Berdasarkan  itu menarik untuk diamati sikap Umar bin Khattab 

yang menyuruh menunjuk seseorang untuk menjadi Hakam yang 

akan bertindak sebagai mediator di antara dirinya dengan penjual 

kuda  yang bersengketa dengan dirinya. Bila diamati  pula sikap 

Uznar bin Khattab itu terlihat filosofi tindakannya adalah untuk 

berdamai agar tidak muncul rasa benci diantara para pihak yang 

bersengketa.2 

Ada dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan Hukum 

Islam, yakni: 

a. Syariat,  yaitu  segala  sesuatu  ketentuan  hukum  yang  

disebut langsung oleh Al-Qur 'an dan Hadist. 

b. Fikih, yaitu segala ketentuan hukum yang dihasilkan oleh 

lftihad para Fuqaha (ahli Fikih).3 

                                                             
2 Ibid., halaman  232. 
3 M. Yasir Nasution, 2004, Istilah Jurnal Hukum Islam, Medan: Fakultas 

Syari'ah IAIN  Sumatera Utara, halaman  8 
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Keduanya berhubungan erat satu sama lain. Dasar-dasar 

hukum yang terdapat dalam AI-Qur'an dan Hadist Nabi yang 

merupakan syariat dirumuskan pemahamannya oleh para ahli 

fikih dan dituangkan ke dalam kitab-kitab fikih yang kemudian 

disebut sebagai hukum fikih. Jadi, syariat adalah landasan fikih 

dan fikih adalah pemahaman tentang syariat. Syariat bersifat 

absolut dan f ikih bersifat relatif.4 

Hak  milik orang Islam adalah hak  atau harta benda yang 

dimiliki oleh orang Islam yang diperoleh dari adanya peristiwa 

hukum, perbuatan hukum, dan atau hubungan hukum. Hak milik 

dapat diperoleh melalui upah, gaji, jual beli, hibah, dan 

sebagainya, dan terhadap hak milik ini berlakulah  Hukum Islam.5 

Demikian pula terhadap status badan Hukum Islam, 

perbuatan hukum badan Hukum Islam, peristiwa hukum yang 

menimpa badan hukum Islam, hubungan hukum badan Hukum 

Islam dengan orang atau badan hukum lain, dan hak milik badan 

Hukum Islam sepanjang bertalian dengan prinsip-prinsip syari'ah 

berlaku Hukum Islam dan jika terjadi pelanggaran atau sengketa 

diselesaikan menurut Hukum Islam oleh Peradilan Agama 

Islam. 

Syari'ah menurut timologis berarti "jalan ke tempat 

pengairan atau  jalan  yang  harus  diikuti   atau  tempat  lalu air 

di sungai".6 Menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia, Syari'ah 

adalah "hukum. agama yang bertalian dengan agama Islam", 7 

Dengan demikian bahwa  setiap kata yang menyebutkan syari' ah 

berarti sama dengan penerapan khusus terhadap semua aturan 

Islam, hal tersebut terlihat dari sejak penyebutan syari'ah dalam 

                                                             
4  H. M.Daud Ali, 1983, Azas-azas  Hukum Islam, Jakarta: Bulan 

intang, halaman  74. 
5  A. Mukti, 2006, "Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan 

Pengadilan Negeri Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar 
Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama", dalam Majalah Hukum Varia 

Peradilan, Edisi XXI No. 253, Desember 2006, halaman  23 
6 Amir Syarifuddin, 1997, Ushul Fiqh (Jilid I), Jakarta: Logos, halaman 

1. 
7 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia  (Edisi Kedua),  Jakarta: Balai pustaka, halaman 984. 
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Piagam Jakarta dan sampai saat sekarang penyebutan Prinsip 

Syari'ah dalam perbankan.  

Ekonomi  syari’ah merupakan bagian dari sistem Islam yang 

memiliki hubungan sempuma dengan  agama Islam, yaitu adanya 

hubungan antara ekonomi Islam dengan akidah dan syari'ah. 

Hubungan ini menyebabkan ekonomi Islam memiliki sifat ibadah 

dan cita-cita luhur serta memiliki p engawasan atas pelaksanaan 

kegiatannya dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan 

individu dan masyarakat dalam berekonomi. 

Perkembangan ekonomi syari’ah di dunia praktis sangat 

menggembirakan.Lembaga keuangan syari'ah  terus berkembang.8 

Penerapan system perekonomian dengan nilai-nilai dan 

prinsipprinsip syari'ah yang disebut juga dengan fiqih muamalah di 

negara yang mayoritas muslim ini merupakan sudah seharusnya 

dan bukan dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme 

yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. 

Perkembangan pola transaksi dan bisnis syari' ah yang 

demikian cepat  dan sudah jauh berubah  dibanding  kondisi  di 

masa lampau, maka dalam hal ini ekonomi syari'ah tersebut 

harus rnenerapkan kaedah, yaitu: memelihara warisan intelektual 

klasik yang masih rel evan  dan  membiarkan terus  praktek  yang 

telah ada di zaman modern selama tidak ada petunjuk yang 

mengharamkannya, karena pada dasarnya semua praktek 

muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain 

itu ekonomi syari'ah juga harus berpegang kepada prinsip-prinsip 

utama muamalah seperti bebas riba, bebas gharrar (ketidakjelasan 

dan ketidakpastian), bebas maysir (spekulatif), bebas produk haram 

dan bebas dari praktek akad yang fasid. 

Dengan demikian bank syari'ah dapat memberikan 

keuntungan bagi para nasabah, tanpa timbu perasaan memperoleh 

keuntungan haram bagi para nasabah tersebut dan bagi 

                                                             
8 Muhammad Syafii Antonio,  2006,  "Membangun  Ekonomi  Islam di 

Indonesia", Maja/ah Hukum Varia Peradilan, Tahun  XXI, Nomor  245,  April 

2006, halaman 25. 
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perekonomian. Dana-dana penabung tersebut dapat meningkatkan  

kegiatan yang produktif, mengingat penggunaan dana-dana 

tersebut berdasarkan prinsip prinsip syari'ah harus digunakan 

untuk kegiatan-kegiatan produktif di sektor riil, dan bukannya 

ditempatkan pada spekulatif. Hal tersebut pada akhimya 

diharapkan akan turut meningkatkan perekonomian  nasional. 

Perbankan merupakan salah satu bagian aktivitas  ekonomi  

dan sebagai suatu sistem yang dibutuhkan dalam suatu Negara 

modern, tak luput juga Negara Indonesia yang mayoritas muslim. 

Di dalam syari' ah Islam aturan yang berhubungan dengan 

aktivitas ekonomi khususnya sistem perbankan, juga ada aturan 

baik secara  eksplisit maupun yang membutuhkan ijtihad para 

mujtahid. Aturan dalam AI Qur'an  dan Sunnah tersebut sebagai 

umat muslim sudah menjadi kewajiban  untuk dijadikan acuan 

dan imam dalam sistem perbankan. 

Adapun yang melatarbelakangi didirikannya perbankan 

syari' ah antara lain: Pertama, adanya  keinginan umat Islam untuk 

menghindari riba dan gharrar dalam kegiatan bisnisnya. Kedua, 

ada keinginan  umat  Islam  untuk  memperoleh  kesejahteraan  

lahir  dan bathin melalui kegiatan bisnis yang  sesuai dengan 

perintah agamanya. Ketiga, adanya keinginan umat Islam untuk 

mempunyai alternatif  pilihan  dalam mempergunakan  jasa-jasa 

perbankan  yang dirasakan  lebih sesuai.9. 

Pada saat ini sistem perbankan Indonesia telah 

memberlakukan dual banking system, yaitu di samping sistem 

konvensionai juga menerapkan  sistem syari' ah yang sudah ada, 

walaupun baru seumur jagung. Tetapi perkembangan yang positif 

ini secara tidak langsung menunjukkan jati diri sistem keuangan 

Islam untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan 

sistem konvensional bukanlah suatu hal yang mustahil dan sukar 

untuk dicapai, karena tergantung terhadap pengelolaannya secara 

professional dan tetap berpegang pada rambu-rambu yang 

                                                             
9 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad  Syafi'i  Antonio, 1992, Apa 

dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 

halaman  5. 
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ditetapkan oleh Allah. Hanya saja dalam konteks ke Indonesia 

hukum positif tentang perbankan syari' ah tersebut belum ada, 

sehingga penerapan dalam operasional perbankan syari'ah  

berdasarkan  pada prinsip-prinsip atau asas-asas yang ada dalam 

AI-Qur'an dan Sunnah, yang masih terdapat perbedaan-perbedaan 

dalam penafsiran prinsip tersebut. 

Institusi keuangan mempunyai peranan penting terhadap 

perkembangan ekonomi sebuah negara modern khususnya pada 

sektor perbankan.Tidak dapat dipungkiri, bahwa bank memang 

menyediakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat. Melalui sektor  keuangan ini, dana atau potensi yang 

ada dalam masyarakat dapat dikembangkan epada kegiatan yang 

bersifat produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat 

diwujudkan. Selain itu institusi perbankan juga merupakan 

elemen penting  dari sistem pembayaran. Karena tanpa sistem 

perbankan yang baik, kehidupan modem tidak mungkin  akan 

tercipta.10 

Perekonomian berbasis syari'ah telah mengalami 

perkembangan yang pesat. kontribusi keuangan syari' ah memang 

masih kecil dibanding dengan  dominasi konvensional. Namun 

tidak dapat dipungkiri tingkat pertumbuhannya amat pesat bukan 

hanya di bidang perbankan, bisnis berbasis ekonomi syari'ah juga 

telah memasuki wilayah  asuransi, pegadaian,  reksa  dana  dan 

lain-lain. Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis 

syari'ah maka aspek perlindungan hukumnya menjadi penting 

diupayakan keberadaannya. 

Istilah  ekonomi  syari' ah juga  dikenal dengan ekonomi  

Islam. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional 

yang berkembang di dunia dewasa ini, karena yang pertama  

terikat kepada nilai-nilai Islam dan yang kedua memisahkan diri 

dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada 

sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi. 11  Ekonomi 

                                                             
10 Afzalur Rahman, 1992, Doktrin Ekonomi Islam,  Jilid V, Jakarta: Dana 

Bhakti  Wakaf, halaman  380. 
11 Khursyid Ahmad, 1983, Studies in lslamic Economics. Leicester: The 
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Islam berbeda dengan ekonomi konvensional yang berkembang 

dewasa ini, karena ekonomi Islam terikat  kepada nilai Islam. 

Tidak  ada  ekonomi  yang  terpisah  dad nilai atau  tingkah laku 

manusia, akan tetapi dalam ekonomi konvensional nilai yang 

digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata. Secara umum 

kajian ilmu ekonomi menyangkut  sikap tingkah laku manusia 

terhadap masalah  produksi, distribusi,  konsumsi  barang barang 

komoditi dan pelayanan.  Kajian ilmu ekonomi Islam tidak jauh 

berbeda dengan kajian ekonomi konvensional hanya saja ia terkait  

dengan nilai-nilai Islam atau dengan kata lain terikat dengan 

ketentuan halal haram.12 Kajian  tentang  hukum ekonomi banyak 

mendapat perhatian fuqaha dari dahulu sampai sekarang. Yang 

dimaksud dengan syari'ah dalam ekonomi syari'ah adalah fikih 

para fuqaha. Hal itu karena salah satu pengertian syari'ah yang 

berkembang dalam sejarah adalah fikih dan bukan ayat-ayat  atau 

hadist-hadist semata  sebagai  inti agama Islam. Pemakaian kata 

syari'ah sebagai fikih tampak secara khusus pada pencantuman 

syari' ah Islam misalnya perbankan syari'ah, asuransi syari' ah, 

ekonomi atau keuangan syari'ah serta Pengadilan Syari'ah 

(Mahkamah Syari'ah di Provinsi Nanggroe A ceh Darussalam). 

Inilah yang diistilahkan dalam  bahasa Barat sebagai  Islamic Law, 

de Mohammaden wet/recht, la loi Islamique dan lain-lain.13 

Berbagai definisi telah diberikan mengenai ekonomi Islam, 

yang satu dan lainnya pada prinsipnya tidak berbeda. Salah satu 

diantaranya yaitu: Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar 

dasar umum dan merupakan bangunan perekonomian yang 

dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap 

lingkungan dan masa.14  

                                                                                                                                               
Islamic Foundation, halaman xiii-xvii. 

12  Rifyal Ka'bah,"Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai 
Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama", Majalah Hukum Varia Peradilan, 

Edisi XXI, Nomor  245, April 2006, Jakarta, halaman  12. 
13  Rifyai Ka'bah, "Hukurn Islam di Indonesia", Buletin Dakwah, DKI 

Jakarta, Mei 2006. 
14 Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdui Karim,  1980, 

Sistem Ekonomi Islam. Prtnsip-prinsip dan Tujuannya,Surabaya: PT. Bina Ilmu, 

halaman 11. 
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M. Dawam Rahardjo yang secara serius dan tekun 

berkesimpulan bahwa apa yang disebut ekonomi Islam yang 

bersifat tersendiri tidak ada, yang ada hanya etika ekonomi Islam 

berikut beberapa lembaga khas  dalam Islam seperti zakat, hukum 

waris, battul mal, dan sebagainya seperti yang tercantum dalam 

hukum fikih. 15  Ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar 

umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Hadist yang 

ada  hubungannya dengan urusan ekonomi.16 

Ekonomi Syari'ah menurut Muhammad Baqir adalah 

mazhab ekonomi Islam yang terjelma di dalamnya, bagaimana 

cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang 

dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini tentang ketelitian cara 

berfikir yang terdiri dari moral-moral  Islam dan nilai-nilai ilmu 

ekonomi, atau nilai-nilai sejarah yang ada hubungannya dengan 

masalah-masalah siasah perekonomian maupun yang ada 

hubungannya dengan uraian sejarah masyarakat.17 

Ekonomi Syari'ah menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi 

adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang 

disimpulkan dari Al-Qur'an dan As Sunnah dan merupakan 

bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar- 

dasar  tersebut sesuai dengan tiap lingkungan  dan masa.18 

Ekonomi Syari'ah menurut Muhammad Syauqi AI-Fanjari 

adalah ilmu yang mengarahkan ekonomi dan mengatumya sesuai 

dengan dasar-dasar  dan siasat ekonomi Islam.19 

Menurut Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Syari'ah 

adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

                                                             
15 M.Dawan Rahardjo, 1998, Perspektif Deklarasi Mekkah,  Menuju Ekonomi  

Islam,  Bandung: Mizan, halaman  104 
16 Mohammad  Daud  Ali, 1988, Sistem  Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, 

Jakarta: UI Press, halaman 3 
17 Muhammad Baqir  As Shodr, 1968, Ekonomi Kita, Beirut, Darul Fikir, 

halaman  9. 
18 Muhammad Abdullah Al-Arabi, Himpunan Kebudayaan Kedua  untuk 

Kuliah, Tala Usaha Umum Kebudayaan  Is/am,  Al-Azhar,  halaman 21 
19 Ibrahim  Lubis, 1994, Ekonomi Islam, Suatu Pengantar, Jakarta:Kalam 

Mulia, halaman 55-56 
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masalah ekonomi rakyat yang diilhami  oleh nilai -nilai Islam.20 

Pelaku dan pengguna ekonomi syari'ah harus menjalankan 

kegiatannya berdasarkan syari'ah. Bila terjadi perselisihan 

pendapat baik  dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi 

perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan 

secara musyawarah, meski demikian masih ada kemungkinan 

perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. 

Kemungkinan seperti ini  kian besar, terlebih dalam kehidupan  

dunia ekonomi syari' ah yang kian beragam 

Secara teoritis Bank Islam baru dirintis sejak tahun 1940-an 

dan secara  kelembagaan baru dapat dibentuk pada tahun 1960-an. 

Di Indonesia kenyataannya baik secara teoritis maupun 

kelembagaan, perkembangan Bank Islam malah lebih maju 

dibandingkan Bank Konvensional. Bank Syari' ah atau Bank 

Islam, dalam dunia perbankan Indonesia saat ini sudah tidak lagi 

dianggap menjadi barang asing, akan tetapi sudah menjadi bagian 

dalam sistem perbankan Indonesia, dengan penerapan dual 

banking system, karena prinsip syari'at Islam dalam perbankan 

telah membuktikarr bahwa bukan hanya sekedar wacana ilmiah 

dan teoritis, akan tetapi sudah membuktikan menjadi sebuah 

praktik yang secara empiris telah memberikan kontribusi dalam 

sistem perbankan  Indonesia.21 

Eksistensi Bank Islam secara hukum positif dimungkinkan 

pertama kali melalui Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf m beserta 

penjelasannya tidak mempergunakan sarana sekali istilah Bank 

Islam atau Bank Syari'ah sebagaimana  dipergunakan  kemudian  

sebagai istilah resmi dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia, 

namun hanya menyebutkan "menyediakan pembiayaan bagi 

                                                             
20 Muhammad Abdul Manan, diterjemahkan oleh Potan Arif Harahap,  

1992, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek; Jakarta:PT.Intemasa, Jakarta, halaman  

19 
21  Achjar lljas, 2002, Sistem Perbankan Syar'iah Dalam Undang-undang 

Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perbankan  dan Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 

1999 tentang Bank Indonesia,(Editor Azhari Akmal Tarigan), Ekonomi dan Bank 

Syari'ah Pada Millenium Ketiga,  Medan: IAIN Press, halaman  80 
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nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan  dalam Peraturan Pemerintah". 

Fungsi  Bank Syari'ah   atau  Bank  Islam secara garis  besar 

tidak berbeda dengan Bank Konvensional, yakni sebagai lembaga 

intermediasi (intermediary institution) yang mengerahkan dana dari 

masyarakat dan menyalurkan  kembali dana-dana tersebut kepada 

masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas 

pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis 

keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang 

dilakukannya. 

Di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 

Tahun 1992 Tentang Bank Umum pun hanya disebutkan frasa 

"Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil". 

Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 1992 Tentang Bank Prekreditan Rakyat hanya 

menyebutkan frasa "Bank Perkreditan Rakyat yang akan 

melakukan  kegiatan usaha berdasarkan  prinsi p bagi hasil". 

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, 

dijelaskan bahwa arti frasa tersebut adalah "Bank Perkreditan 

Rakyat yang berdasarkan  bagi hasil". 

Kesimpulan bahwa “bank berdasarkan prinsip bagi hasil" 

merupakan istilah bagi Bank Islam atau Bank Syari'ah baru dapat 

ditarik dari Penjelasan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun  1992  Tentang  Bank  Berdasarkan Prinsip 

Bagi Hasil. Dalam penjelasan ayat tersebut ditetapkan bahwa 

yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip 

muamalat berdasarkan Syari'at  dalam melakukan kegiatan usaha 

bank. 

Bank. Islam dalam melakukan aktivitas usahanya tidak 

berdasarkan kepada bunga, tetapi berdasarkan prinsip syari'ah, 

yaitu dengan sistem pola bagi hasil terhadap keuntungan atau 
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kerugian.22Dengan sistem pola bagi hasil terhadap untung dan 

rugi, pihak-pihak yang berkaitan mesti melakukan aktivitas yang 

bertanggung jawab serta bersungguh-sungguh dalam menjalankan 

amanah  yang diberikan. Hal tersebut merupakan karakteristik 

dasar dalam melahirkan  suatu sistem hukum ekonomi yang stabil 

dengan sistem pembagian hasil yang bebas dari bunga atau riba. 

Dalam Islam,hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, 

bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, 

yang pada gilirannya membawa terjalinnya hubungan 

persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah). Dalam perbankan 

syari'ah, sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang 

tepat digunakan, disebabkan dua hal: Pertama, pinjaman 

merupakan salah satu metode hubungan finansial, dalam Islam 

masih banyak metode yang diajarkan oleh syariat Islam selain 

pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan sebagainya. 

Kedua, dalam Islam, pinjarn-meminjam adalah akad sosial, bukan 

akad komersial. Artinya, bila seorang meminjam sesuatu, ia tidak 

boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok 

pinjamannya.  

Melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, keleluasaan untuk 

mempraktekkan  gagasan perbankan berdasarkan syariat Isiam 

terbuka seluas-luasnya, terutama berkenaan dengan jenis transaksi 

yang dapat dilakukan. rembatasan   hanya diberikan dalam hal: 

1. Larangan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan 

prinsip bagi hasil (maksudnya kegiatan usaha berdasarkan 

perhitungan bunga) bagi Bank  Umum atau Bank Prekreditan 

Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan 

prinsip bagi hasil. Begitu pula Bank Umum atau Bank 

Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan  

prinsip  bagi hasil dilarang melakukan  kegiatan usaha  yang   

berdasarkan prinsip  bagi  basil. 

                                                             
22 Agustianto, 2002, Percikan Pemikiran Ekonomi islam, Respon Terhadap 

Persoalan  Ekonomi Kontemporer, Bandung, Cipta Pustaka Media, halaman 105 
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2. Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas 

melakukan pengawasan atas produk perbankan baik dana 

maupun pembiayaan agar berjalan sesuai dengan prinsip  

Syari'at, dimana pembentukannya dilakukan oleh bank  

berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI). 

Pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1992, selain dan ketiga Peraturan Pemerintah tersebut di atas, 

tidak ada lagi peraturan perundangan yang  berkenaan dengan 

Bank Islam. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama hanya membatasi kewenangan Peradilan Agama 

yang hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang 

menyangkut perkawinan, wasiat, wakaf, hibah dan sedekah. 23 

Artinya, Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara di luar kelima bidang tersebut. Di sisi lain, 

Pengadilan Negeri juga tidak tepat untuk menangani dan 

mengadili kasus sengketa ekonomi syari'ah karena bagaimanapun 

lembaga ini memiliki dasar-dasar hukum penyelesaian  perkara 

yang berbeda dengan yang dikehendaki pihak-pihak yang terkait 

dalam akad syariah. Pengadilan Negeri tidak menggunakan 

syari'ah sebagai landasan hokum bagi penyelesaian sebuah 

perkara. Selama ini sebelum amandemen Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 memang ada lembaga yang menangani  sengketa 

perekonomian  syariah yakni Badan Arbitrase Syari'ah Nasional 

(BASYARNAS). Namun ini pun harus melalui kesepakatan 

kedua belah pihak terlebih  dahulu, jika  nasabah tidak sepakat 

tentu  sengketa itu tidak  bisa dibawa ke BASYARNAS. Sebelum 

amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terjadi 

kebingungan, dibawa ke lembaga peradilan umum tidak tepat, 

dibawa ke Peradilan Agama juga tidak berwenang, akan tetapi 

setelah  adanya  Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang memperluas kewenangan peradilan 

                                                             
23 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan   

Agama 



 
 

[14] 
 

Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 

ekonomi syari'ah   maka jika  terjadi  sengketa dapat  dibawa  ke 

Pengadilan Agama. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 menyebutkan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di 

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di 

bidang: 1) Perkawinan, 2)  Waris, 3) Wasiat,  4) Hibah, 5) Wakaf, 

6) Zakat,7) Infaq, 8) Shadaqah, dan 9) Ekonomi Syari'ah. 

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha 

yang dilaksanakan lain meliputi:1) Bank syari'ah, 2) Lembaga 

keuangan mikro syari'ah, 3) Asuransi syari' ah, 4) Reasuransi 

syari' ah, 5) Reksa dana syari' ah, 6) Obligasi syari' ah dan surat 

berharga berjangka menengah syari' ah, 7) Sekuritas syari'ah, 8) 

Pembiayaan syari'ah, 9) Pegadaian syari'ah,10) Dana pensiun 

lembaga keuangan syari'ah, dan 11) Bisnis syari'ah. 

Perluasan kewenangan itu tentunya menjadi tantangan 

tersendiri bagi aparatur Peradilan Agama terutama Hakim. Para 

Hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi  

kompetensinya. Hal ini sesuai dengan adagium hukum  ius curia 

novit sehingga Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa  

perkara dengan dalil hukumnya yang tidak atau kurang jelas. 

Kewenangan di bidang ekonomi syari'ah tersebut relative 

arn, praktis masih mengandalkan kitab-kitab fikih klasik para 

Imam Mazhab, padahal cakupan hokum dalam kitab-kitab 

tersebut bukan merupakan undang-undang. Sedangkan putusan 

Hakim selalu dianggap benar. Sejalan dengan itu setiap Hakim 

Pengadilan Agama dituntut untuk lebih mendalami dan 

menguasai perekonomian syari'ah dalam bingkai regulasi  

Indonesia  dan  aktualisasi fikih Islam.  

Perkembangan lain yang patut  dicatat  berkaitan dengan 

perbankan syari'ah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah berdirinya Badan 

Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI berdiri secara 

resmi tanggal 21 Oktober 1993 dengan pemrakarsa MUI dengan 
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tujuan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat 

dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-

lain di kalangan umat Islam di Indonesia. Dengan demikian 

dalam transaksi-transaksi atau perjanjian-perjanjian bidang 

perbankan syari'ah lembaga BAMUI dapat menjadi salah satu 

choice of forum bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan 

atau sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan transaksi 

atau perjanjian tersebut. Perkembangan kemudian berkenaan 

dengan BAMUI, melalui Surat Keputusan Majelis Ulama 

Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 

2003 menetapkan diantaranya perubahan nama BAMUI menjadi 

Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) dan 

mengubah bentuk badan hukumnya  yang semula merupakan 

yayasan menjadi 'badan' yang berada di bawah MUI dan 

merupakan perangkat organisasi MUI. Arbitrase syari'ah 

mempunyai dasar-dasar hukum antara lain sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa (dahulu dalam Rv. 

Pasal 615 sid 651).  Dalam  Pasal  56 ayat  (2) bahwa para 

pihak berhak menentukanpilihan hukum yang akan berlaku 

terhadap sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para 

pihak. Dalam ayat ini termasuk dibenarkan memilih 

Hukum/Syari'at Islam sebagai dasar penyelesaian sengketanya. 

2. Surat Al-Hujarat, ayat 9:Apabila dua golongan orang yang 

beriman bertengkar, maka damaikanlah mereka. Tetapi jika salah 

satu  dari  kedua  golongan   itu  berlaku  aniaya/dholim terhadap 

yang lain, maka perangilah orang yang menganiaya itu sampai 

kembali ke jalan Allah, Tetapi jika ia telah kembali damaikanlah 

keduanya dengan adil, dan bertindaklah dengan benar, 

sesungguhnya Allah itu cinta keapda orang-orang yang berlaku adil. 

3. Hadits  taqriri  dalam  riwayat An Nasa'i, tentang dialog Nabi 

Muhammad dengan Abu Syureich  mengapa ia dikenal juga sebagai 

Abul Hakam, yang ternyata Abu Syureich adalah orang yang 

dihormati/disegani oleh kaumnya dan ditaati putusannya 

dikarenakan piawainya dalam mengislahkanl mendamaikan 

dan/atau memutus perselisihan yang terjadi  diantara  orang orang 
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yang  bersengketa. 

Mengacu pada konsideran  Dekrit Presiden  tanggal 5 Juli 

1959 yang menyatakan kita kembali ke U UD 1945 dan Piagam 

Jakarta menjiwai serta merupakan rangkaian kesatuan tak 

terpisahkan dengan konstitusi ini. Dengan demikian UUD 1945 

yang diberlakukan  kembali atas dasar dekrit presiden tersebut 

(meskipun telah diamandemen beberapa kali) berbeda dengan 

UUD1945 yang sebelumnya. Konsekuensinya berarti untuk 

kepentingan pelaksanaan syariat Islam harus diakomodir / 

diimpelementasikan melalui peraturan perundang-undangan, 

sebagaimana telah diwujudkan misalnya Undang-undang tentang 

zakat, tentang waqaf, haji dan terakhir  ini tentang  Bank Syari'ah 

dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tertanggal 27 

Agustus 2008. Hal ini semakin membuktikan bahwa 

Hukum/Syariat Islam merupakan hukum positif yang dapat 

dijadikan pilihan bagi penyelesaian sengketa keperdataan melalui 

sistem arbitrase sebagaimana dimaksudkan oleh Pasa1 56 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sementara itu 

penyelesaian sengketa keperdataan melalui Pengadilan Negeri 

tidak  ada pilihan hukum. 

Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf c yang dimana 

dengan "penyelesaian sengketa sesuai engan akad” adalah 

penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syari'ah atau lembaga 

arbitrase  lain. 

Pasal 55 ayat (2) tersebut sesuai dengan prinsip keberlakuan 

sistem arbitrase yang barus didasarkan pada perjanjian akad 

tertulis oleh para pihaknya sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tabun 1999. Oleh 

karenanya dalam akad-akad/perjanjian baik untuk perbankan 

syari'at maupun yang lainnya, pencantuman klausula untuk 

penyelesaian sengketanya harus jelas, yakni apabila terjadi 

sengketa atas perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui 

lembaga peradilan mana? apakah melalui Pengadilan Agama atau 

melalui Badan Arbirase Syari'ah. Penentuan pilihan ini tergantung 

pada kesepakatan para  pihak yang membuat akad. Apabila tidak 
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dicantumkan klausula demikian, jika terjadi sengketa bisa  saja 

pihak yang dirugikan langsung menggugat melalui Pengadilan 

Agama, namun jika diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah 

Nasional (BASYARNAS) keduanya harus sepakat secara tertulis 

terlebih dahulu bahwa penyelesaian sengketa mereka akan 

diselesaikan  melalui  BASYARNAS. 

 

B. Konsepsi 

As-Sulh adalah akad untuk menyelesaikan suatu pertengkaran 

atau persesilihan menjadi perdarnaian. 24  Aqad Tahkim adalah 

akad atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang yang sedang 

berselisih, di mana masing-masing dari mereka telah bersedia jika 

ada orang atau pihak lain yang menengahi dan menyelesaikan 

perselisihan di antara mereka.25 Hakam adalah orang yang diserahi 

beban  untuk memberikan pertimbangannya dalam suatu urusan 

atau perkara. Orang yang memutuskan perkara yang dialami oleh 

dua orang yang sedang berselisih. Hakam dinamakan pula 

Muhakim26 Muhakim adalah sebutan lain untuk Hakam, yakni orang 

yang memutuskan perkara yang aialami oleh dua orang yang 

sedang berselisih. 27  Muhtakim adalah orang-orang atau masing-

masing pihak yang tengah berselisih, di mana perselisihan mereka 

tengah diupayakan penyelesaiannya oleh Hakam atau Muhakim. 

Orang-orang yang meminta  putusan  hukuman.28 

Ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang 

dilaksanakan menurut prinsip syari'ah. Bank syari'ah adalah 

lembaga keuangan yang  usaha pokoknya memberikan kredit dan 

jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang 

yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Islam. 

                                                             
24 Abdul Azis Dahlan et. Al (editor), 2001, Ensiklopedi Hukum  Islam, Jilid 

5, Jakarta: PT. Ichtiar  Baru van Hoeve, halaman  1653 
25  Gamal Komandoko, 2009, Ensiklopedi Istilah Islam, Yogyakarta: 

Cakrawala, halaman  88. 
26 Ibid., halaman 160 
27 Ibid., halaman 248 
28 Ibid., halaman 249. 
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Lembaga keuangan syari'ah. Adalah korporasi yang melakukan 

penghimpunan dana pihak ketiga dan memberikan  pembiayaan 

kepada nasabah baik bank maupun non bank. Basyarnas adalah 

suatu lembaga permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan 

kemungkinan terjadinya sengketa di antara bank-bank syari'ah 

dengan para nasabahnya atau khususnya menggunakan jasa 

mereka dan umumnya sesama umat Islam yang melakukan 

hubungan-hubungan keperdataan yang menjadi syariat Islam 

sebagai dasarnya. 29  Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu 

sengketa perdata di Iuar pengadilan umum yang didasarkan pada 

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak 

yang bersengketa.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29  Utary Maharani Barus, 2006, Penerapan Hukum Perjanjian Islam 

Bersama-sama dengan Hukum Perjanjian Menurut KUHPerdata, Siudi Mengenai 

Akad Perjanjian Amara BankSyari'ah dan Nasabahnya di Indonesia, Disertasi, 

Universitas Sumatera  Utara, Medan,  halaman  42. 
30Pasal butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase 

dan Alterenatif Penyelesaian Sengketa 
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BAB II 

MUSYAWARAH MENURUT AL-QUR'AN 

 

 

Hanya dua ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang 

musyawarah yaitu: 

Firman Allah:  

         

Artinya :"Dan  urusan  mereka, mereka  musyawarahkan diantara 

mereka".  (Qs. Asy Syura 38). 

 

dan Firman Allah: 

         

Artinya: "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan 

tertentu"  (Qs. Ali Imran  159). 

 

Adapun ayat dalam surat Al-Baqarah  233 yang berbunyi: 

 

                      

Artinya: "Apabila keduanya (suami,isteri) ingin menyapih anak 

mereka (sebelum dua tahun) atas dasar  kerelaan  dan permusyawaratan 

an tara mereka maka tidak ada dosa atas keduanya". (QS.Al Baqarah:  

233). 

Ayat di atas menjelaskan bagaimana seharusnya 

hubungan suami isteri saat mengambil keputusan yang berkaitan 

dengan rumah tangga dan anak-anak  seperti menyapih anak. 
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A. Pengertian Musyawarah31 

Kata musyawarah terambil dari akar kata      yang pada 

mulanya diartikan mengambil madu dari sarang lebah. Pengertian 

ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu 

yang diambil dari orang termasuk pendapat. 

Madu  yang  diambil dari  sarang  lebah  bukan  saja  manis 

melainkan juga obat untuk berbagai penyakit. Untuk mengambil 

madu kadang-kadang mendapat resiko bila tidak pandai 

mengambil karena akan disengat lebah. Untuk itu untuk 

mendapat hasil musyawarah yang baik diperlukan keahlian agar 

tidak  terjadi pertikaian dalam bermusyawarah. 

Ada tiga sikap Nabi Muhammad dalam bermusyawarah 

yang harus ditiru yaitu: 

1) Sikap Lemah Lembut 

   Allah berfirman  di Surat Ali lmran ayat 159: 

                        

     

Artinya: "Maka  disebabkan   rahmat   darl  Allah,   maka  kamu 

(Muhammad) bersikap lemah lembut terhadap mereka, sekiranya 

kamu bersikap kasar dan berhati keras niscaya mereka akan 

menjauhkan  diri dari sekeliling  kamu'' 

2) Memberi maaf dan membuka lembaran baru. Jangan 

mengulangi lagi kesalahan yang lama. 

                   

Artinya:  "Maka  maajkan  mereka,  mohonkanlah   ampun  bagi 

mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan 

tertentu ". 

Maksud ayat ini orang yang bermusyawarah harus siap 

                                                             
31 H.M. Hasballah Thaib dan H. Zamakhsyari Hasballah, 2007, Tafsir 

Tematik AI-Qur' an, Jilid III, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 26-27 
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mental untuk menerima pendapat orang lain walaupun ia 

lawan politik. 

3) Bila sudah tekad bulat hasil musyawarah melaksanakan 

dengan menyerah diri kepada A
.
llah. 

               

Artinya: "Apabila telah tekad bulat (laksanakanlah) dan berserah  

dirt kepada Allah" 

Para ulama menyatakan: 

خار ت س  دم  من ا شار وما ن ت س  ما خاب من ا ا

Artinya: "Takkan kecewa orang yang melakukan musyawarah dan 

tidak akan menyesal orang yang telah beristikharah" 

 

 

B. Dalam Hal Apa Kita Bermusyawarah32 

Tidak semua hal boleh dimusyawarahkan misalnya 

bermusyawarah untuk menghalalkan sesuatu yang telah 

diharamkan Allah. Diantara hal-hal yang tidak boleh kita 

musyawarahkan  adalah: 

Pertama: Hal-hal yang tidak boleh campur tangan manusia, 

misalnya masalah Ruh. Allah berfirman: 

                     

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Ruh, 

katckanlab Ruh adalah urusanku"  (Qs Al Isra'  85). 

Kedua: Hal-hal  yang telah  ditetapkan  caranya dan hukumnya  

oleh Allah.  

                          

     

                                                             
32 Ibid., halaman 28-29 
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Artinya:    "Tidak   sepantasnya   bagi  seorang   mukmin   (laki dan 

perempuan) apabila Allah  dan Rasulnya  telah  menetapkan  suatu 

hukum, akan ada lagi pilihan  bagi mereka"  (Qs, Al Ahzab 36). 

Ketiga: Bermusyawarah untuk menghalalkan yang haram atau 

mengharamkan  yang halal. 

Keempat: Bermusyawarah untuk melakukan dosa dan 

pemecahan. 

                         

Artinya: "Bertolong-tolonglah untuk berbuat kebaikan, dan jangan 

kamu bertolong-tolongan   untuk berbuat dosa dan permusuhan" 

 

 

C. Siapa  yang  boleh  diajak   bermusyawarah33 

Ayat Al-Quran hanya memerintahkan kaum muslimin untuk 

bermusyawarah, tapi tidak pernah menjelaskan dengan siapa kita 

harus bermusyawarah. Hadis-hadis berikut menjelaskan kepada 

kita dengan siapa kita harus bermusyawarah. 

Rasul berpesan kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib yang 

isinya: "Wahai Ali, janganlah kamu bermusyawarah dengan 

orang penakut, karena dia mempersempit jalan keluar, jangan 

juga dengan orang yang kikir karena ia menghambat kamu dari 

tujuanmu. Jangan pula dengan orang yang sangat ambisi, karena 

ia akan memperindah untukmu keburukan sesuatu. Ketahuilah, 

wahai Ali, bahwa takut, kikir, dan ambisi, merupakan bawaan 

yang sama, kesemuannya bermuara pada prasangka buruk kepada 

Allah". 

Imam Ja’far As Shadiq berpesan: 

ربِةٌَ، وَنصُْحٌ، وَتقَْوَى ، وَتََْ سُ خِصَالٍ: عَقْلٌ، وَحِلٌْْ  شَاوِرْ فِِْ أُمُوْرِكَ مَنْ فِيْهِ خََْ

Artinya: "Bermusyawarahkanlah  dalam persoalan-persoalanmu dengan  

seseorang yang memiliki lima sifat yaitu: cerdas, lapang dada, 

                                                             
33 Ibid., halaman  30-31. 
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pengalaman  (dalam hal yang dimusyawarahkan) perhatian dan taqwa  

Al-Quran  disurat An Nisa   ayat 59 menyatakan: 

                              

                            

          

Artinya:  "Wahai  orang-orang  yang  beriman, patuhilah  Allah  dan 

patuhilah  Rasul dan pimpinan  diantara kamu. Kemudianjika   kamu 

berbeda pendapat  mengenai suatu hal, kembalikanlah kepada (jiwa 

jiwa ajaran) Allah (Al-Quran) dan (jiwa ajaran) Rasul (Sunah) yang 

demikian  itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". 

Dapat disimpulkan dari ayat di atas bahwa tidak semua 

orang dapat diajak bermusyawarah. Hanya orang-orang yang ahli 

dalam bidangnya (ahlu asy syura) Para penguasa pemerintah dapat 

meminta pertimbangan dan saran dari mereka 

Ulama fiqih menyatakan yang dapat diajak  bermusyawarah 

adalah Ahlu Al Huh wal aqdi orang-orang itulah yang memiliki 

pengaruh  dalam masyarakat. 

Pertanyaan selalu timbul di masyarakat kita apakah semua 

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

layak disebut dengan Ahlu As Syura? 

Rasulullah sering bermusyawarah dengan para sahabat 

dalam hal-hal  keduniawian misalnya persoalan strategi dan taktik 

peperangan sebagai contoh: Ketika Rasul memilih satu lokasi 

untuk pasukan Islam menjelang terjadi perang Badar, sahabatnya 

yang bernama: Al Khubbab bin Al Munzir yang memiliki 

pandangan berbeda dengan Rasul bertanya kepada Rasul, Apakah 

pilihan Mu Ya rasul berdasarkan nalarmuYa Rasulullah atau 

berdasarkan wahyu? Rasul menjawab: 

أْيُ والمكَِيْدَةُ   بلَْ هُوَ الحرَْبُ والرَّ

Artinya:  "Tempat  ini berdasarkan  pikiranku,  strategi  perang  dan 
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tipu muslihat  bukan dasar wahyu" 

Mendengar jawaban  Rasul, AI Khubbah mengajukan usul  

untuk memilih lokasi  lain di dekat sumber  air, kemudian Rasul 

menyetujuinya.  (HR. Hakim). 

Ini menunjukkan  dalam hal-hal yang tidak ada dasar dan 

wahyu, Rasul sering juga  menerima  pendapat sahabatnya yang 

ahli tentang itu. 

Hal yang sama terjadi pada perundingan Hudaibiyah, 

sebagian besar sahabat Rasul terutama Umar bin Khattab, sangat 

berat untuk menerima pendapat Nabi, tetapi karena Nabi 

menyatakan: Aku adalah Rasulullah, maka mereka tidak membantah  

lagi. 

Persoalan yang sering dibicarakan dan dipertanyakan 

ummat Islam adalah bagaimana cara bermusyawarah  memilih 

kepala Negara atau kepala Daerah menurut Islam. 

Tidak satu ayat pun dan tidak pula satu hadispun yang 

menjelaskan tata cara memilih pemimpin karena dianggap itu 

adalah urusan dunia, hanya Islam menjelaskan tentang syarat-

syarat  calon Pemimpin. 

Ayat di bawah ini larangan Allah agar tidak memilih 

Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin walaupun hasil 

musyawarah. 

                               

                            

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi  pemimpin kamu, 

sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagaian yang lain. Barang 

siapa  dian tara  kamu  yang   mengambil   mereka menjadi pemimpin, 

maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. 

Sesungguhnya  Allah  tidak memberi petunjuk  kepada  orang-orang 

yang  dhalim ". (Qs. AI Maidah 51). 
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Oleh karena tidak ada petunjuk yang jelas tentang tata cara 

pemilihan pemimpin, maka ditemui tata cara yang berbeda  

dalam memilih  khalafaur Rasyidtn  setelah Rasulullah wafat. 

Mengenai suksesi kepemirnpinan yang berbeda satu dengan 

lainnya dapat dij elaskan sebagai berikut: 

a. Pemilihan bebas dan terbuka melalui forum musyawarah 

tanpa ada seorang calon sebelumnya. Cara ini terjadi pada 

saat terpilihnya Abu Bakar menjadi khatifah di pertemuan  

Thaqifah Bani Saidah. 

b. Pemilihan dengan cara pencalonan atau penunjukkan oleh 

khalifah sebelumnya: dengan terlebih dahulu mengadakan 

konsultasi dengan para sahabat terkemuka dan kemudian 

diberitahukan kepada umat Islam, dan mereka 

menyetujuinya. Penunjukkan itu bukan karena ada hubungan 

keluarga antara khalifah yang mencalonkan dan calon yang 

ditunjuk. Cara ini terjadi pada terpilihnya Umar lbnu 

Khattab. 

c. Pemilihan team atau Majelis Syura yang dibentuk oleh 

khalifah. Anggota team bertugas memilih salah seorang dari 

mereka untuk menjadi khalifah. Cara ini terjadi pada 

terpilihnya  Uthman Ibnu Affan. 

d. Pengangkatan spontanitas ditengah-tengah situasi yang kacau 

akibat pemberontakan sekelompok masyarakat muslim yang 

membunuh khalifah. Cara ini terjadi pada terpilihnya Ali 

Ibnu Abi Thalib. 

Pemerintahan Khulafa' al-Rashidun tidak membuat 

konstitusi secara  khusus. Undang-undangnya adalah Al-Quran 

dan Sunnah Rasul ditambah dengan hasil ljtihad kalifah dan 

keputusan Majelis Syura. Pemerintahan Khulafa' al-Rashidun 

tidak menentukan mengenai masa jabatan khalifah. OIeh 

karenanya mereka tetap masih memegang  jabatannya selama 

masih setia kepada  syari'at  Islam. Kenyataan  ini menyebabkan 

tidak ada ketentuan mengenai pertanggung jawaban khalifah 

kepada rakyat (meskipun mereka dipilih oleh rakyat), akan tetapi 
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justru rakyat diberi hak penuh untuk mengoreksi langsung 

apabila ternyata khalifah menyimpang dari garis syari'at. Dengan 

demikian pertanggungjawaban  khalifah adalah langsung  kepada 

Allah. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Khulafa'al-Rashidun 

merealisasikan prinsip musyawarah, prinsip persamaan bagi 

semua lapisan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, 

prinsip kebebasan berpendapat, prinsip keadilan sosial dan 

kesejahteraan sosial dan tidak pernah bertentangan dengan 

keinginan  Allah  dan Rasul. 

 

D. Demokrasi   Bukan  Musyawarah34 

Dalam Pancasila yang menjadi  dasar dan falsafah Negara 

Indonesia tidak  pemah disebut demokrasi yang ada adalah 

permusyawaratan yang , berasal dari kata musyawarah. 

Dalam hal menetapkan keputusan tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan masyarakat kita menemukan  tiga cara sebagai 

berikut: 

a. Keputusan  yang ditetapkan oleh penguasa. 

b. Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan 

mayoritas, inilah yang biasa disebut dengan demokrasi. 

c. Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan 

minoritas tapi mereka kuat. 

Cara yang pertama tidak sesuai dengan Islam, karena cara 

yang demikian dapat memutuskan  hubungan  dengan pihak 

yang berada dibawah. 

Cara yang kedua pun tidak sejalan dengan Islam karena 

belum tentu yang mayoritas itu adalah Ahlu Syura. Syura  

(musyawarah) diambil putusannya oleh orang-orang pilihan yang 

memiliki sifat-sifat terpuji bukan untuk kepentingan golongan 

tertentu atau kelompok tertentu. 

                                                             
34 Ibid., halaman  38-39. 
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Cara yang ketiga pun tidak sejalan dengan Islam, karena 

timbul pertanyaan apakah keistimewaan pendapat minoritas 

yang memiliki kekuatan  dan yang lain yang mayoritas. 

Sistem syura selalu berubah dari masa ke masa setiap 

masyarakat memiliki budaya yang berbeda dengan yang lain. 

lnilah yang dimaksud dengan firman Allah: 

             

Artinya:  "Setiap  ummat (masyarakat)   diantara  kamu kami berikan 

aturan dan jalan yang  terang"  (Qs. Al Maidah 48). 

Janganlah dipaksa istem yang bertentangan dengan 

budaya dan keyakinan masyarakat dengan alasan globalisasi dan 

sebagainya. 
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BAB III 

ADIL MENURUT AL-QURAN 

 

 

Salah satu nama Allah yang terdapat  dalam Asma Ul-Husna 

adalah Al-Adil. Pada  biasanya dalam bahasa Arab adil  diartikan 

dengan lurus, lawan  bengkok.  Orang  yang  adil harus berjalan 

lurus  dan sikapnya harus menggunakan ukuran yang saran 

bukan ganda. Bila dia seorang Hakim, maka baru disebut dia 

dengan Adil, bila ia tidak berpihak kepada salah seorang yang 

berselisih / berperkara.35 

Ada sebagian ulama mendefinisikan Adil dengan 

menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, memberikan 

sesuatu yang berhak menerimanya, menyerahkan  suatu  jabatan 

kepada yang professional 

لََ غيَِْْ أَهْلِِِ فاَنتظَِرِ السّاَعةََ 
ِ
ذَا وُسِدَ الَأمْرُ ا

ِ
 ا

Artinya: "Bila diserahkan (suatu   urusan)  kepada  yang bukan ahlinya,  

maka tunggulah  kehancuran.  (HR. Muslim). 

Menunda hak orang juga tidak adil. Dari itu Rasul 

mengatakan: Orang kaya yang melambat-lambatkan bayar 

hutang adalah dhalim. Dhalim adalah lawan  Adil. Di dalam Al-

Quran dijumpai beberapa kata yang mirip dengan adil 

misalnya Almizan AI-Qisthi,  misalnya  Firman Allah: 

ذَا قُلتُُْْ فاًعدِْلوُْا وَلوَْ كََنَ ذَا قُرْبَ 
ِ

 وَا

Artinya:  "Tegakkan   timbangan  dengan  Adil  dan jangan rugi 

timbangan ". 

Orang yang adil adalah orang yang lahir dari dia perbuatan 

keadilan.  Tidak diketahui seseorang itu adil  kecuali dengan 

mengetahui keadilannya. Sifat adil sangat dekat  dengan  taqwa. 

                                                             
35 H. M. Hasballah  Thaib dan Zamakhsyari  Hasballah,  2007, Tafsir 

Tematik  Al-Qur'an,  Jilid II, Medan, Pustaka  Bangsa  Press, halaman  239 
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Artinya:   "Berlaku Adillah, karena adil itu lebih dekat dengan Taqwa 

(QS. Al Maidah ayat 8). 

Keadilan yang dituntut oleh Al-Qur'an bukan saja dalam 

proses hukum, tetapi mencakup  adil terhadap diri sendiri. 

Firman Allah di Surat Al-Anam ayat 152. 

                  

Artinya: "Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku 

adil walaupun  terhadap  keluargamu". 

Sebagai seorang Notaris, Notaris Akuntan dan penulis-

penulis lain Allah memerintahkan: 

 وَليَْكْتُبْ بيَْنكَُُْ كََتِبٌ بِِلعَدْلِ 

Artinya: "Dan hendaklah  ada dian tara kamu seorang penulis yang 

adil (Q.S. 2 : 282). 

Kata adil dalam berbagai bentuk dijumpai  28 kali  dalam  

Al Qur'an dalam berbagai peristiwa. lni menunjukkan antara  satu 

peristiwa dengan peristiwa  lain berbeda arti adil. Adil yang 

memiliki arti relatif menurut manusia diperintahkan Allah untuk 

ditegakkan. 

          

Artinya:  "Sesungguhnya   Allah  memerintahkan   berlaku  adit- dan 

berbuaf ihsan (kebaikan)"  (QS. An Nahl ayat 90). 

Firman Allah:  

         

Artinya: "Katakanlah,  Tuhanku memerintahkan  agar menjalankan 

keadilan".  (QS. 7:29). 

 

 

Setiap kita mengikuti  Khutbah  Jum'at,  para Khatib membaca 
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ayat yang berbunyi: 

             

Artinya: "Sesungguhnya   Allah  memerintahkan   berlaku  Adil  dan 

berbuat kebaikan".  (QS. An Nahl  16:90) 

Dua puluh delapan kali kata adil dalam Al-Quran, tidak 

satupun yang dinisbahkan kepada Allah menjadi sifatnya. Ini 

menunjukan keadilan Allah tidak mampu dan tidak boleh dinilai 

oleh manusia. 

Keadilan hakiki tidak mampu dilakukan manusia. Hal 

ini terjadi pada berlaku adil terhadap para isteri yang dipoligami  

oleh suami. Firman Allah di Surat An Nisa'  ayat 129. 

                              

         

Artinya:  "Dan  kamu pasti  tidak akan dapat  berlaku adil dian tara 

wanita-wanita (isteri-isteri dalam cinta). Walaupun kamu berusaha 

sekuat  tenaga ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah  kamu 

terlalu cenderung  (kepada yang kamu cintai) dan membiarkan yang 

lain terkatung-katung. 

Dari itu ulama Fiqih (ahli  Hukum)  sepakat  mengutarakan 

bahwa adil yang dituntut  bagi para suami yang berpoligami  

adalah adil pada lahir (nafkah) karena adil pada hal-hal yang 

bathin tidak seorangpun  mampu.  

Disamping  itu  manusia  juga  tidak  akan mampu  berlaku  

adil terhadap diri sendiri  dan kedua orang tuanya dan 

saudara-saudara dekat, Hal ini juga  dijelaskan  Allah dalam 

surat An Nisa' 135 
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Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak 

keadilan, menjadi saksi  karena  Allah, biarpun  terhadap dirimu sendiri  

atau  ibu  bapa, kerabatmu.  Jika  fa  (yang  tergugat atau terdakwa)  

kaya atau miskin maka Allah lebih utama dari keduanya. 

Karena itulah uIama Fiqih mengatakan bila yang berperkara  

di pengadilan  tidak boleh anak atau saudara yang menjadi hakim 

dalam kasus orang tua/saudaranya.  

Diantara  lawan Adil adalah Dzalim. 

Rasul bersabda: 

َّقُوْا دَعْوَةَ المظَْلوُْمِ وَلوَْ كََنَ كََفِراً، فلَيَْسَ بيَْنهَُ وَبيََْْ اِلله حِجَابٌ   اِت

Artinya: "Hati-hatilah terhadap doa orang yang teraniaya walaupun 

dia kafir, karena tidak ada pemisah antara doanya drigan Allah. 

Sulit seseorang berlaku adil bila dia tidak cerdas hati 

sanubarinya bersama  kecerdasan  lntelektualnya, 

Bila seseorang bertanya  apa arti adil? Lain ulama lain arti 

adil menurut dia tergantung  kepada peristiwa, kondisi dan 

dalarn situasi bagaimana  peristiwa  itu terjadi. 

Sebagai pegangan dapat dikatakan bahwa defenisi tidak keluar 

dari 4 (empat) arti: 

1. Adil dalam arti sama; artinya tidak membedakan antara yang 

satu dengan yang lain sebagai contoh Hakim di pengadilan 

harus memandang sama, menempatkan tempat yang  sama  

antara penggugat dan tergugat. Maksudnya penggugat dan 

tergugat memiliki hak yang sama.36 

Allah  berfirman  di Surat An-Nisa'  ayat 58: 

                  

Artinya:  "Apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia, 

maka hendaklah  kamu memutuskannya  dengan adil. 

Ayat  ini memberi  petunjuk  hakim untuk  menernpatkan  

pihak pihak  yang  bersengketa   dalam  posisi  yang  sarna,  

                                                             
36 Ibid.,  halaman  245. 
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misalnya, tempat duduk, cara memanggil  dengan gelar, 

keceriaan. Dalam hal ini sulit ditemui terutama hila dalam 

kasus-kasus politik, baik di  Indonesia   atau  dunia  Iainnya.  

Dan itu Hakim  tidak  boleh menjadi  milik  satu  golongan  

partai, tapi  hakim  harus  berdiri di atas dan untuk semua 

golongan. 

2. Adil artinya  seimbang dalam arti proporsional 

                       

Artinya:  "Wahai  manusia, apakah yang  memperdayakan   kamu 

(berbuat   durhaka) terhadap Tuhanmu yang maha  pemurah? Yang 

menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan 

menjadikan kamu (menjadikan) susunan tubuhmu seimbang.). (QS. 

Infithaar  6-7). 

 

Arti keadilan kedua ini biasanya diperlukan pada hukurn 

waris Islam. Misalnya hak anak laki-laki 2 kali bahagian anak 

perempuan karena tanggung jawab anak  laki-laki lebih berat. 

Anak laki-laki bakal jadi ayah, bakal jadi suami, tentu saja 

kewajiban mengeluarkan harta lebih banyak dibanding anak 

perempuan yang  bakal menjadi isteri atau ibu yang selalu 

mendapatkan haknya dari calon suami  atau anak anaknya.37  

3. Adil dalam arti hak-hak individu 

Artinya setiap orang memiliki haknya masing-masing. Arti 

ketiga ini biasa disebut dengan  "Menempatkan sesuatu pada 

tempatnya38 

Hal ini dapat dianalogikan sama dengan menempatkan 

seseorang pada jabatan  yang tepat. 

ذَا وُ 
ِ
اعةََ ا لََ غيَِْْ أَهْلِِِ فاَنتظَِرِ السَّ

ِ
 سِدَ الَأمْرُ ا

Artinya:  "Apabila diserahkan suatu urusan bukan pada  ahlinya 

(yang profesional)  tungguhlab kehancuran  (HR. Muslim). 

                                                             
37 Ibid., halaman 247. 
38 Ibid.,  halaman 248. 
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Adil dalam arti ini lawannya dhalim, yaitu pelanggaran 

terhadap hak orang lain. Berapa banyak pemimpin kita yang 

dhalim karena menempatkan  seseorang dalam jabatan  yang 

tidak dimengertinya karena pengaruh Nepotisme. 

4. Keadilan yang keempat adalah keadilan Allah yang tidak 

mampu akal manusia untuk memahaminya.  Keadilan  Allah 

pada hakikatnya  merupakan  rahmat dan kebaikannya.39 

           

Artinya : "Dan Tuhanmu  tidak  berlaku  aniaya  kepada  hamba 

hambanya"  (QS. Fussilat 46). 

Allah yang Maha  Qadir,  berhak  menentukan  sesuatu  

terhadap hambanya . 

Dialah Allah yang mensifati zat-Nya dengan  ِقاَئِماً بِلقِسْط yang 

menegakkan keadilan terhadap makhluknya”. 

Disaat kita bicara tentang keadilan, jangan sampai kita 

menyatakan  tidak adil dengan ukuran akal kita yang juga  

Allah telah menciptakannya. 

Salah satu sila dari Pancasila (dasar Negara kita) 

adalah Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa 

yang dimaksud dengan keadilan Sosial itu? Didalam .Al-

Qur'an dirangkaikan kata Adil dan kebaikan misalnya  

Firman Allah di surat An Nahl ayat 90 yang artinya:  

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu benlaku adil dan berbuat 

kebaikan. Adil lebih utarna dari kebaikan,  dan itu AI-Qur'an  

menyebutkan kata adil dulu barn kebaikan yang dalam 

bahasa  Arabnya disebut  Ihsan. lhsan menurut  hadis Rasul:  

memperlakukan   orang lain  dengan yang lebih baik. 

Imam Ali bin Abi Thalib mendefinisikan adil dengan 

menempatkan sesuatu pada tempatnya sedangkan lhsan 

adalah menempatkan sesuatu bukan pada  tempatnya  karena  

mernang harus dernikian. Sebagai contoh rasul menolak  

                                                             
39 H.M. Hasballah  Thaib dan H. Zamakhsyari  Hasballak,  Loc. cit. 
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perrnohonan sahabat agar tidak  memotong tangan pencuri 

itu, karena si pemilik harta yang dicuri telah memaafkannya,   

Rasul rnengatakan: Hukum potong tangan adalah hak Allah, 

bukan hak manusia seperti hukum Qisas. 

Allah rnemerintahkan manusia  untuk  berlomba-lomba 

berbuat kebaikan (QS. An Nisa' ayat 95), namun hak 

seseorang selalu berbeda sesuai dengan kemampuan dalam 

berlomba.  

Tidak sama orang yang mengetahui  dengan orang 

yang tidak mengetahui  (QS. Az-Zumar ayat 9). 

                

Keadilan sosial seperti ini bukanlah mempersamakan 

semua anggota masyarakat, tetapi mempersamakan mereka 

dalam kesempatan  bekerja  dan berprestasi. 

Perubahan keadilan lebih mengarah kepada nilai-nilai 

filosofis dibanding teknis. Sering kali dalam kehidupan sehari-hari 

banyak orang yang tidak menyadari dengan Keadilan Allah, 

bahkan banyak perempuan yang meragukan keadilan  Allah 

terhadap perempuan. Misalnya perempuan tidak boleh 

berpoliandri, mendapat pusaka setengah  dan  laki-laki,  tidak 

boleh bepergian  tanpa  ada wali  dan sebagainya.  
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BAB IV 

BEBERAPA KASUS DIPUTUSKAN PARA ULAMA 

DENGAN MENGGUNAKAN KAIDAH-KAIDAH FIQIYAH 

 

 

A. Pengertian  dan Pentingnya Kaidah Fiqhiyah 

Kalau kaidah berasal dari bahasa Arab "Qa'idah" ( (قاَعِدَةٌ  oleh 

karena itu, kaidah-kaidah dalam bahasa Arab "Qawa'id" ( ُقوََاعِد) 

Kaidah-kaidah  hukum Islam merupakan  terjemahan dari istilah 

bahasa Arab ( ُقوََاعِد) Qawa 'id dalam bahasa Arab sehari-hari  

berarti  fondasi atau landasan  suatu bangunan.40
 

Pengertian kaidah menurut ahli Ushul Fiqh : Kaidah  

berarti  "sesuatu  yang biasa  atau ghalibnya  begitu, maksudnya  

ketentuan peraturan itu biasanya  atau ghalibnya  begitu, sehingga  

menurut mereka ungkapan  kaidah  ialah: 

 علَََ مُعْظَمِ جُزْئِيَّاتِهِ حُكٌُْ أَغْلبٌَِِّ ينَْطَبِقُ 

Artinya: "Hukum (aturan) yang kebanyakannya  bersesuaian dengan 

sebagian  besar bagian bagiannya  ".41 

Kaidah Fiqhiyah sebagai  nama dari suatu cabang ilmu 

pengetahuan,  oleh Mushtafa  Ahmad Az-Zarqa  dita'rifkan: 

ةٍ فِِْ الحوََادِثِ أَصُوْلٌ فِقْ  نُ أَحْكََماً تشَْْيِعِْيَّةٍ عاَمَّ َّةٍ تتََضَمَّ تُوْرِي يةٌّ فِِْ نصُُوْصٍ مُوْجَزَةٍ دُس ْ التِِْ تدَْخُلُ هِيَّةٌ كُِّ

تَ مَوْضُوءعِهَا  تََْ

Artinya; "Dasar-dasar yang bertalian dengan hukum syara' yang 

bersifat mencakup (sebagian besar bagian-bagiannya) dalam bentuk teks-

teks perundang-undangan yang ringkas (singkat padat) yang 

mengandung penetapan  hukum-hukum yang umum pada peristiwa 

peristiwa  yang dapat dimasukkan pada permasalahannya  ".42 

                                                             
40 Yahya S. Praja, 1995, Filsafat  Hukum Islam,  Bandung: Universitas  

Islam Bandung,  halaman  118. 
41 H.A. Mu'in Umar, et-al., 1986, Ushul Fiqh II, Jakarta: Dirjen  Binbaga 

Departemen  Agama R.I., halaman  181 
42 Ibid., halaman 182 
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Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, kaidah fiqhiyah  ialah: 

"Qaidah-qaidah yang bersifat kully yang diambil dari dalil-dalil 

kully dan dari maksud-maksud syarat' menetapkan hukum 

(maqashidusy Syar'iyyah) pada mukallaf serta dari memahami 

rahasia tasyri'  dan hikmah-hikmahnya"  . 

Dari uraian di atas, jadi kaidah fiqhiyah ialah kaidah-kaidah 

hukum yang bersifat kulliyah yang diambil dari dalil-dali kully, 

yaitu ayat dan Hadist yang menjadi pokok kaidah-kaidah 

kulliyah yang dapat disesuaikan dengan beberapa/berbagai  jus'iyah  

dan  dari maksud syari'  dalam menempatkan  mukallaf di bawah 

beban taklif dari memahamkan rahasia-rahasia tasyri' dan 

hikmahnya. 

Rahasia-rahasia tasyri' itu ialah kaidah-kaidah yang  

menerangkan maksud s y a r i ’ dalam menempatkan para mukallaf  

di bawah beban taklif dan menerangkan bahwa syari' 

memperhatikan pelaksanaan  hukum, kemashlahatan hamba, dan 

menerangkan bahwa tujuan menetapkan  hukum (aturan-aturan) 

ialah untuk memelihara: "Agama, Jiwa, Akal, Keturunan  dan 

Harta".43 

Mengenai  pentingnya  mengetahui  kaidah-kaidah  Fiqhiyah  

Al Qarafi menyatakan: "Qaqa'id Fiqhiyah ini penting sekali dalam 

fiqih dan besar manfaatnya. Dan menguasai Qawa 'id Fiqhiyah 

menjadi besar dan mulia kedudukan seorang Faqih. Barang siapa 

mengambil hukum-hukum furu' (berdasarkan persesuaiannya)  

dengan juz'iyah tanpa menggunakan Qawa'id kulliyah, maka 

hasilnya akan saling bertentangan dan berbeda-beda diantara 

furu', maka hasilnya akan saling bertentangan dan berbeda-beda  

diantara furu' itu, disamping akan goncang perhatiannya dan 

selalu kabur serta merasa sempit dan putus asa. Dan menghafal  

masalah juz'iyah  yang tidak terbatas  itu dia  perlu  menghabiskan   

umumya,  sedangkan yang digarap  tidak akan  tercapai.  Adapun 

yang orang  dapat mengikat Fiqh dengan kaidah-kaidahnya, maka 

ia tidak perIu menghapalkan masalah juz'iyah yang banyak 

                                                             
43 Ibid., halaman 115 
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jumlahnya, karena masalah-maslah juz’iyah itu sudah masuk 

dalam kaidah-kaidah kulliyah. Dan ia dapat bersatulah padanya 

apa atau pada pada orang lain dan bersesuaianlah dia".44 

T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey berpendapat: "Oleh karena 

pentingnya qaidah-qaidah itu dan besar manfaatnya serta 

mendalam pengaruhnya dalam mernberi petunjuk-petunjuk 

hukum-hukum furu' bila kita memerlukan hujjah dan dalil-dalil 

serta mengistinbathkan hikmah, para- fuqaha dari segala mazhab 

memperhatikan sungguhsungguh kaidah-kaidah" .45 

Dad kutipan di atas, maka jelaslah  bahwa kaidah fiqhiyah 

mempunyai  peranan  yang penting  dan pengaruh yang besar  

dalam bidang  tasyri' yang  oleh  karenanya  fuqaha  dan berbagai  

mazhab benar-benar mencurahkan perhatiannya dalam hal 

merumuskan  dan mengumpulkan  kaidah-kaidah  itu. 

 

B. Kaidah-Kaidah Kulliyah Fiqiyah46 

1) Kaedah: 

وْرَاتُ تبُِيْحُ المحَْظُوْرَات  الضََُ

“Keadaan yang dharurat (genting) membolehkan hal-hal yang 

terlarang” 

2)   Kaedah: 

رُ بِقَدْرهَِا  وْرَةِ تقُدََّ  مَا أ بِيْحَ للضََُ

“Apa yang dibolehkan karena dharurat, harus diukur  

menurut ukuran dharurat itu” 

 

2) Kaedah: 

مٌ علَََ جَلْبِ المصََالِحِ   دَرْءُ المفََاسِدِ مُقَدَّ

“Menolak kerusakan, didahulukan atas menarik 

kemaslahatan” 

                                                             
44 Ibid., halaman  122-123 
45 Ibid., halaman  124. 
46

 Salih bin Ghanim Sadlan, al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma 

tafarra’a minha, Riyadh: Daar Balensiyah, 1417 H. 
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3) Kaedah: 

لِبُ التيَْسِيَْْ   المشََقَّةُ تََْ

“Kesukaran menarik kemudahan” 

 

4) Kaedah: 

وْرَةِ  لَََ الضََُ  الحاَجَةُ تنَِْْلُ مَنِْْ

“Hajat kebutuhan ditempatkan di tempat dharurat” 

 

5) Kaedah: 

ةٌَ   العَادَةُ مُحَكََّّ

“Adat (kebiasaan) adalah sesuatu yang dikuatkan” 

 

6) Kaedah: 

بَِحَةُ 
ِ
يَاءِ الإ  الَأصْلُ فِِ الَأش ْ

“Hukum pokok terhadap sesuatu itu adalah kebolehan 

 

7) Kaedah: 

ِّبَاعُ الَأصْلُ فِِ العبَادَةِ التوََقُّفُ   والإت

“Hukum Pokok terhadap ibadah, menunggu perintah dan 

mengkuti sesuatu dengan yang dikerjakan Nabi” 

 

8) Kaedah: 

لِيْلُ بِِلأ مْرِ   الَأصْلُ فِِ العِبَادَةِ البُطْلَانُ حَتّّ يقُوْمُ الدَّ

“Hukum pokok terhadap ibadat, kebathalan (tidak boleh 

dikerjakan) sehingga ada dalil memerintahkan” 

 

9) Kaedah: 

 الَأصْلُ فِِ العَادَةِ العَفْوُ 

“Hukum pokok dalam soal kebiasaan (muamalat) ialah 
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kebolehan” 

 

10) Kaedah: 

ةُ حَتَّّ يقَُوْمُ الدَّ عُ الَأصْلُ فِ الُ  حَّ  يِْ لِيْلُ علَََ البُطْلَانِ والتَّحْرِ قُوْدِ وَالمعَُامَلََِ الصِّ

“Hukum pokok terhadap ‘aqad dan mu’amalat ialah sah 

sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya 

 

11) Kaedah: 

ِ وُجُوْداً وَ عدََماً   الحكُُُْ يدَُوْرُ مَعَ العِلََّ

“Hukum itu berkisar bersama illatnya tentang adanya dan 

tiadanya” 

 

12) Kaedah: 

رِ الَأخَفِّ الضَََ   رُ الَأشَدُّ يزَُالُ بِِلضَََ

“Kemudharatan yang lebih besar dihilangkan dengan 

mengerjakan kemudharatan yang lebih ringan” 

 

13) Kaedah: 

عْطَاؤُهُ 
ِ
 مَا حُرّمَِ أَخْذُهُ حُرّمَِ ا

“Apa yang diharamkan dipergunakan, haram mengambilnya, 

haramm pula memberikannya” 

 

14) Kaedah: 

َاذُهُ  تِعْمَالُُُ حُرّمَِ اتِّّ  مَا حُرّمَِ اس ْ

“Apa yang diharamkan dipergunakan, haram pula 

mendapatkannya” 

 

15) Kaedah: 

 مَا حُرّمَِ فِعْلُُِ حُرّمَِ طَلبَُهُ 

“Apa  yang haram mengerjakannya, haram pula memintanya: 
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16) Kaedah: 

 ليَقِيِْْ لَإ يزَُوْلُ بِِلشَِِّّ مَا ثبَتََ بِِ 

“Sesuatu yang adanya dengan yakin, maka tidak bisa lenyap 

karena ragu” 

 

17) Kaedah: 

 الَأصْلُ بقَاَءُ مَا كََنَ علَََ مَا كََنَ 

“Pada dasarnya meneruskan apa yang ada menurut 

keadaannya semula” 

 

18) Kaedah: 

ةِ ا مَّ اءَةُ الأ صْلُ فِِ الِّ  لبَََ

“Pada dasarnya dalam tanggungan/beban  tanggung jawab itu 

tidak ada (bebas) 

 

19) Kaedah: 

ِ الَأزْمِنةَِ وَالأ مْكِنةَِ وَالأ حْوَالِ  ُ الَأحْكََمِ بِتغََيُّْ  تغََيُّْ

“Perubahan hukum karena perubahan zaman, waktu dan 

keadaan” 

 

20) Kaedah: 

طِئَ ا طِئَ فِِ العُقُوْبةَِ لِأَنْ يُُْ مَامُ فِِ العَفْوِ خَيٌْْ مِنْ أَنْ يُُْ
ِ
 لإ

“Sesungguhnya pemimpin (hakim) bersalah memaafkan orang 

itu lebih baik dari pada bersalah menghukum” 

 

21) Kaedah: 

لُ أَخَفَّهُمَا رَانِ يفَُضَّ ذَا تعََارَضَ الضَََ
ِ
 ا

“Jika ada dua macam bahaya (ringan dan berat), maka 

didahulukan bahaya yang ringan/lebih ringan 

 

22) Kaedah: 
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 الُأمُوْرُ بِمَقاَصِدِهَا

“Segala sesuatu itu tergantung pada maksudnya” 

 

23) Kaedah: 

 الَأصْلُ فِِ الكََلَمِ الحقَِيْقَةُ 

“Pada dasarnya ucapan itu diartikan menurut arti yang hakiki 

(arti yang sebenarnya) 

 

24) Kaedah:  

رِ مِثلِِْ  رُ لَإ يزَُالُ بِِلضََََ  الضَََ

“Bahaya itu tidak boleh dilenyapkan dengan bahaya” 

 

25) Kaedah: 

رِ العَامِ  فْعِ الضَََ رُ الخاَصُ لِدَ لُ الضَََ  يتُحََمَّ

“Ditangguhkan bahaya khusus demi menolak bahaya umum” 

 

26) Kaedah: 

 لُ فِِ كُِّ حَادِثٍ تقَْدِيرُْهُ بِأقَْرَبِ زَمَنِهِ الَأصْ 

“Asal setiap peristiwa penetapannya menurut masa yang 

terdekat dengan kejadiannya” 

 

27) Kaedah: 

رُ يزَُالُ   الضَََ

“Kemudharatan itu harus dilenyapkan” 

 

28) Kaedah: 

يَاءِ التَّحْرِيُْ   الَأصْلُ فِِ الَأش ْ

“Hukum Pokok sesuatu itu adalah haram” 

 

29) Kaedah: 
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لإَّ بهِ فهَوَُ وَاجِبٌ 
ِ
 مَا لَإ يتَُُِّ الوَاجِبُ ا

“Kewajiban tidak terlaksana tanpa dia, maka dia itu 

dihukumkan wajib” 

 

30) Kaedah: 

تِ   حُرْمَةُ الحيَِّ أَفضَْلُ مِنْ حُرْمَةِ الميَِّ

“Menghormati orang hidup lebih diutamakan dan 

penghormatan terhadap orang yang telah mati” 

 

 

C. Peristiwa-peristiwa Hukum (Kasus-kasus) 

Hubungannya Dengan  Kaidah-Kaidah Hukum47 

1. Kaedah: 

بَِحَةِ المحَْظُوْرَاتِ 
ِ
وْرَاتِ فِِ ا لَََ الضََُ  الحاَجَةُ تنَِْْلُ مَنِْْ

"Kebutuhan itu bisa menduduki tingkatan keterpaksaan dalam 

kebolehan memperoieh  sesuatu  yang haram.48 

Dari kaidah ini ada beberapa kasus yang diperbolehkan 

dalam hukum Islam,  yaitu meringankan harga dalam kontrak, 

pesanan (salm), jual secara wafa', pesanan pada pengrajin, 

jaminan didapatkannya sesuatu, kebolehan  meminjam  dengan 

bunga  bagi orang yang hajat, dan  muamalah-muamalah lain 

yang termasuk dalam akad atau pengelolaan  terhadap benda 

yang tidak tampak dan tiada, tetapi kebutuhan  manusia 

menghendaki  hal itu.49 

2. Kaedah: 

 اليَقيُْْ لَإ يزَُوْلُ بِلشَِِّّ 

                                                             
47

 Izzat Ubaid Da’as, al-Qawa’id al-Fiqhiyyah ma’a as-Syarh al-Mujaz, 

Kairo: Daar Tirmidzi, cet ke-3, 1989 
48 Iman  Jauhari,  2007,  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam,  Banda  Aceh:  

FH Unsyiah,  halaman  39-43 
49 Abdul Wahhab Khallaf, 1996, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Jakarta: 

Raja Grafindo  Persada,  halaman  350. 
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"Keyakinan  tidak dapat dihapuskan  dengan keraguan" 

a. Seorang manusia yakin telah berhadats. Tiba-tiba ia ragu-

ragu apakah  tadi  sudah  bersuci atau belum. Dalam hal  ini 

ia tetap (ditetapkan) berbadats seperti  keadaan  semula, 

karena hal  ini yang diyakini.  Bukan keadaan suci yang 

diragukan  itu. 

b. Seorang meragukan sedikit atau banyaknya sesuatu zat yang 

menjadikan air berubah warna, rasa dan baunya, 

sesuai.dengan kaidah  zat yang mengubah  air itu ditetapkan 

sedikit hingga  ia tetap dalam keadaan  suci seperti dasar 

semula. 

c. Seorang makan sahur di akhir malam dengan dicekam rasa 

raguragu,  jangan-jangan  waktu  fajar sudah terbit. Puasa  

orang tersebut  pada pagi harinya dihukumi sah. Sebab 

menurut  dasar yang asli diberlakukan  keadaan  waktunya 

masih malam  bukan waktu faj ar. 

d. Sepasang  suami isteri dalam berumah tangga sudah cukup 

lama tiba-tiba si isteri menggugat bahwa ia tidak pernah 

diberi nafkah oleh suaminya. Gugatan itu dimenangkan 

sebab menurut keadaan semula sebelum terjadinya akad 

perkawinan, kewajiban memberi nafkah  itu tidak ada bagi 

laki-Iaki. 

3. Kaedah: 

ريِمِْهِ  لِيْلُ علَََ تََْ بَِحَةُ حَتَّّ يدَُلَّ الدَّ
ِ
يَاءِ الإ  الأ صْلُ فِِ الأ ش ْ

"Asal sesuatu  adalah boleh, sampai ada dali! yang menunjuk 

keharamannya" 

Kaidah ini berhubungan dengan kasus segala macam 

binatang yang  sukar  untuk  ditentukan keharamannya lantaran 

tidak didapatkan sifat-sifat dan ciri-ciri yang dapat diklasifikasikan 

kepada binatang  haram,  adalah halal dimakan. 

 

4. Kaedah: 
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رُ بِقَدَرهَِا  وْرَةِ تقُدََّ  مَا أُبِيْحَ للضَََُ

"Sesuatu  yang   diperbolehkan   karena  dharurat   ditetapkan 

hanya sekedar  kedharuratannya" 

a. Seorang yang dalam keadaan kelaparan hanya  diperkenankan 

makan daging (yang diharamkan) hanya sekedar menutup 

kelaparannya  saja, tidak boleh sampai berlebih-Iebihan  dan 

terus menerus. Sebab pada saat ia  sudah  kenyang  pada  saat  

itulah keadaan  menjadi normal. 

b. Seorang dokter laki-Iaki yang karena dharurat harus 

mengobati sebagian anggota seorang wanita tidak 

diperkenankan  meneli. anggota tubuh lainnya yang tidak 

perlu diobati. 

 

5. Kaedah: 

ارَ  رَ وَلَإ ضََِ  لَإ ضَََ

"Tidak  boleh membikin  mudharat pada  dirinya sendiri  dan tidak 

boleh membuat mudharat pada orang lain" 

Sehubungan dengan kaidah ini seorang muslim tidak boleh 

mengganggu, menyakiti, merugikan atau bahaya orang lain. 

Karena itu agama tidak membolehkan seseorang memaksa 

dirinya melakukan pekerjaan yang diluar kemampuannya,  

minuman minuman  keras, ganja, narkotika. Demikian pula  

mengambil  hak orang lain, menyuap,  menipu dan sebagainya. 

6. Kaedah: 

ِ وُ   جُوْداً وَعدََماً الحكُُُْ يدَُوْرُ مَعَ العِلََّ

"Hukum  itu berputar  bersama  illat hukumnya. Jika  illatnya 

ada, hukumnya  tetap, dan jika  illatnya sudah tidak ada maka 

hukumnya pun tidak ada" 

 

Contoh kasus yang menyangkut dengan kaidah ini adalah 

Ulama Hanafiah semula melarang guru-guru Al-Qur'an dan guru-

guru agama menerima upah mengajarnya. Fatwa ini karena  



 
 

[45] 
 

dahulunya kebutuhan para guru agama telah dicukupi sepenuhnya 

oleh pemerintah  lewat baitul mal. Kemudian keadaan berubah, 

baitul mal tidak lagi m encukupi kebutuhan hidup para guru 

agama itu, karena itu,  Ulama Hanafiyah membolehkan para guru, 

agama untuk menerima upah dari usahanya mengajarkan  

pelajaran  agama. 

 

7. Kaedah: 

طِئَ فِِ العُقُوْبةَِ  مَامُ فِِ العَفْوِ خَيٌْْ مِنْ أَنْ يُُْ
ِ
طِئَ الإ  لِأَنْ يُُْ

"Sungguh pemimpin  (Hakim) yang salah memaafkan orang itu 

lebih baik daripada  bersalah menghukum" 

Kasus yang berhubungan dengan kaidah ini adalah seorang hakim 

tidak boleh menjatuhkan hukum had apalagi hukuman qiyas, 

kalau tidak ada bukti yang sah dan kuat lagi meyakinkan.  

Apakah tidak terdapat bukti-bukti yang sah, kuat dan  meyakinkan   

maka hakim  harus  membebaskan tersangka atau terdakwa  atau 

menjatuhkan  hukum ta 'zir. 
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BAB V 

TAJDID DAN MUJADDID DALAM HUKUM ISLAM 

 

 

A. Pendekatan 

Dasar yang dijadikan adanya tajdid (pembaharuan dalam  hukum 

Islam) adalah Hadis Rasul yang diriwayatkan dan Abi 

Hurayrah: 

دُ لهَاَ دِيْنََاَ دِّ نةٍَ مَنْ يَُُ ةِ علَََ رَأْسِ كُِّ مِائةَِ س َ نَّ اَلله يبَْعَثُ لِهذِهِ الأ مَّ
ِ
 ا

Artinya: "Sesungguhnya Allah akan membangkitkan bagi umat ini 

pada setiap awal seratus tahun orang-orang yang menjadikan 

agamanya. ". 

Hadis ini disebutkan  oleh Imam Abu Daud pada awal bab 

al Malaahim,  pasal Maa yudzkaru ft al-Qarnil Mi 'ah. Status hadis 

ini mauqaf namun asli hadis seperti Imam aI-Munzir   mengatakan 

perawi-perawinya tsiqah. 

Sebagian ulama menyatakan bahwa kata mi'ah sanah 

(seratus tahun) maksudnya dalam setiap seratus tahun pasti 

banyak terjadi penyimpangan  dalam ajaran Islam, maka Allah 

mengutus orang yang memperbaharui kembali/memurnikan 

kembali  ajaran  Islam  yang sudah lari dari aslinya. 

Bila demikian pengertian  hadis di atas, maka tajdid di sini 

lebih diarahkan kepada usaha  pemumian ajaran Islam seperti 

yang dilakukan oleh Muhammad  Ibn Abdul Wahab di Saudi 

Arabia dan KH Ahmad Dahlan dengan organisasinya 

Muhammadiyah  di Indonesia. 

Bagi ulama yang rnengartikan tajdid dengan pemumian 

ajaran Islam, maka menurut mereka tujuan hadis di atas adalah 

untuk membangkitkan rasa optimis pada jiwa kaum muslimin 

bahwa agama Islam  tidak  akan mati  karena  setiap  satu  abad  
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sekali Allah akan mengutus para mujaddin pembaharuan  

untuk/menghidupkan  kembali syari'at-Nya.  

Tajdid dalam hahasa Arab artinya memperbaharui. Kalau 

kita memberi contoh yang konkrit dengan memperbaharui satu 

rumah tua berarti  kita  membiarkan substansi, ciri-ciri, bentuk 

dan karakter rumah tersebut. Kita hanya memperbaiki yang rusak 

saja, menghiasi kembali dengan tanpa merusak karaktemya tapi 

harus menjadi indah. Dengan demikian usaha memperbaharui / 

reaktualisasi hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan 

karakter  hukum  Islam dan Maqashid  al-Syar 'iyah.50 

Pembaharuan yang dikernukakan di atas berbeda dengan 

pernbaharuan yang dikemukakan oleh Harun Nasution yang 

lebih menekankan kepada penyesuaian pemahaman  Islam sesuai  

dengan perkembangan  baru yang ditimbulkan  akibat kemajuan 

ilmu pengetahuan  dan teknologi  modern.51 

Menurut penulis pembaharuan  yang dimaksudkan  dalam 

hadis di atas bukanlah berarti meninggalkan nash karena 

bertentangan dengan yang ada, tetapi mengernbalikan 

pemahaman agama yang benar yang tertutup oleh debu zaman 

kepada pemahaman asH seperti yang diajarkan  dan dipahami 

oleh Rasulullah  SAW. 

Hukum Islam sebagai satu pranata  sosial memiliki  dua 

fungsi, pertama sebagai  kontrol  sosial dan kedua sebagai nilai baru 

dan proses perubahan sosial. Jika yang pertama hukum Islam 

ditempatkan sebagai keinginan Allah sebagai social engineering 

terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat, sementara 

fungsi kedua hukum Islam lebih  merupakan produk sejarah  yang 

dalam batas-batas  tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap 

tuntutan perubahan sosial dan politik. Oleh karena itu dalam 

konteks ini hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan 

umat  tanpa Islam akan mengalami kemandegan fungsi dan 

                                                             
50  H.M. Hasballah Thaib, editor Iman Jauhari, 2002, Tajdid 

Reaktualitasi dan Elastisitas Hukum Islam, Medan: PPs-USU, halaman 11-13. 
51 Harun Nasution, 1986, Pembaharuan  Dalam Islam,  Sejarah,  Pemtkiran 

dan Gerakan,  Jakarta: Bulan Bintang,  halaman 11-12. 
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aktualitasnya. 

Pembaharuan hukum Islam dalam arti seperti ini agak 

lambat dibanding dengan negara  Islam  Pakistan, dan beberapa   

negara muslim di Afrika. 

Kelambatan  pembaharuan  hukum Islam di Indonesia disebabkan  

beberapa  faktor, yaitu: 

1. Masih kuat anggapan bahwa taqlid (mengikuti pendapat  

ulama terdahulu)   masih  cukup  untuk  menjawab  persoalan-

persoalan kontemporer, di samping banyak ulama merasa  

lebih aman mengikuti ulama terdahulu dari pada diikuti 

orang banyak tapi was-was untuk salah. 

2. Hukum Islam di Indonesia dalam konteks sosial politik masa 

kini selalu mengundang polemik tentang hukum Islam berada 

pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma 

negara. Bila dianggap sebagai paradigma negara maka hukum 

Islam  harus siap menghadapi  masyarakat  yang plural. 

3. Persepsi sebahagian  masyarakat yang  mengindentikkan fiqh 

sebagai hasil kerja intelektual agama yang kebenarannya  

relatif dengan syari' at  yang merupakan  produk  Allah  dan  

bersifat absolut.52 

Produk pemikiran Islam di Indonesia tidaklah hanya 

meliputi pemahaman  para ulama  (fiqh)  tetapi juga  keputusan 

Pengadilan Agama dan perundang-undangan nasional yang 

terpengaruh dari hukum Islam seperti sebagian dari Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang  Zakat,  dan 

undang-undang  yang berkaitan dengan sistem perbankan  syari' 

ah.  

Sebenarnya  gagasan  pembaharuan  hukum  Islam  di 

Indonesia pada  dasamya telah dirintis  dalam waktu yang cukup 

lama sering dengan keberhasilan perjuangan fisik bangsa  

Indonesia  melawan penjajahan belanda. Dalam persfektif historis 

ketika dirumuskan dan disahkan piagam jakarta, kemudian 

                                                             
52 H.M. Hasballah Thaib dan H. Zamakhsyari, 2008, Tafsir Tematik Al-

Quran, Jilid VI, Medan, Pustaka Bangsa, halaman 215 
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termanifestasikan ke dalam Pembukaan UUD 1945, adalah 

rentetan perjalanan sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia 

untuk mengakhiri Teori Iblis yang dicanangkan pleh pemerintah 

kolonial Belanda. 

Proses pembaharuan hukum Islam di Indonesia menuntut 

keseriusan untuk  mendamaikan perbedaan pendapat yang masih 

tajam antara kalangan ulama tradisional/konservatif dan 

kelompok modernis, akibatnya karena belum mendapat titik temu 

antara kedua kelompok di atas maka pembaharuan yang 

diinginkan oleh pembuat UU Hukum Islam tidak  dapat  berjalan   

sesuai  dengan  politik  negara. 

Pada sebagian  isi Kompilasi  Hukum Islam di Indonesia  masih 

terdapat beberapa pasal yang belum dapat diterima oleh ulama 

tradisional seperti Wasiat Wajibah, walaupun KHI tersebut  hasil 

Inpres dan Keputusan Menteri Agama sebagai hasil consensus 

sebagian  ulama. 

 

B. Mujaddid 

Berbicara tentang mujaddid  akan timbul beberapa pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Siapa Mujaddid? 

2. Berapa  orang Mujaddid? 

3. Apa yang di-tajdid-kan? 

Kata man dalam hadis di atas menunjukkan bahwa 

mujaddid itu hanya  satu  orang.  Namun  para  ulama  seperti. al-

Hafis  ibn  Hajar mengatakan  bahwa  kata man dalam hadis di 

atas tidak hanya  satu orang saja, tetapi  dapat berarti beberapa  

orang. Hal ini seperti yang disebutkan  oleh Imam Nawawi  

tentang  hadis. 

تِِْ ظَاهِريِْنَ علَََ الحقَِّ   لإ تزََالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّ

Artinya: "Akan ada senantiasa sekelompok dari ummatku orangorang 

yang  mempublikasikan al haq (kebenaran)". 

Pengertian beberapa orang mencakup dalam berbagai  
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bidang misalnya  bidang figh, akhlaq,  strategi,  bahkan bidang-

bidang  yang lain seperti pendidikan,  pemikiran  dan jihad.  

Mujaddid adalah tokoh atau pernimpin umat yang 

dibangkitkan Allah untuk menghidupkan    kembali hal-hal yang 

telah mati dan mengangkatnya  kembali setelah lama terpendam. 

Para ulama seperti Yusuf Qardhawi, mufti negara Qatar 

menyebutkan  beberapa mujaddid sebagai berikut : 53 

1. Umar ibn al-Khattab, sahabat terkemuka pada masa 

Rasulullah SAW. 

2. Umar  ibn  Abdul  Aziz  (wafat  101 H) yang  hidup  pada  

abad pertama  Hijriyah. 

3. Imam Abul Hasan al-Asy'ari  (wafat 324 H) dalam bidang  

ilmu Kalam dan Imam   an-Nasai (wafat 303 H) dalam 

bidang hadis. 

4. Imam Muhammad  ibn Idris al-Syafi'i  (wafat 204 H) yang 

hidup di abad kedua Hijriyah. 

5. Abu   Hamid  a1  Ghazali   (waf at   505   H)   yang   hidup  

di abad ke 5 H 

6. Imam al-Rafi’i   (wafat 623 H) yang hidup pada abad ke 6 

H Ibn Daqiqi1 'Id  (wafat 703 H) yang hidup pada abad ke 7 

H. 

Dan  beberapa  ulama  lain  yang hidup  pada  abad  ke  

delapan Hijriyah   seperti  al  Hafiz  Zainuddin  al-Iraqi  (wafat  

808 H) dan Sirajuddin  Bulqini (wafat  805 H), sedang pada 

abad ke sembilan Hijriyah  adalah Imam Suyuthi (wafat 911 H) 

Di Indonesia juga dikenal beberapa orang mujaddid dalam 

bidangnya  masing-masing,  seperti: 

1. KH.  Ahmad  Dahlan, pendiri  organisasi  Muhammadiyah 

yang lebih banyak berusaha da.am pemumian ajaran Islam di 

Yogyakarta. Sedang dalam ilmu  kalam  beliau  lebih  banyak 

meniru  faham Wahabiyah dari Saudi Arabia. 

                                                             
53 Yusuf' Qardhawi,  2000, Min Ajli Sahwatin Rasyidah, Tajaddudud Din 

wa Tanhazu bid Dunya, Arab Qatar, halaman  42 



 
 

[51] 
 

2. TM. Hasbi Assidiqie, pembaharu dalam bidang hukum Islam, 

bahkan penggagas  untuk melahirkan hukum  figh Indonesia. 

3. A. Hassan dari Bangil, ahli  tafsir  yang  sangat  kritis  dengan 

pemikiran  ulama mazhab. 

4. T. Mohd. Daud Beureueh dari Aceh, pencetus gerakan  Darul 

Islam di Aceh. 

5. Mohammad Natsir, mantan Perdana Menteri RI dan 

pimpinan Partai Masyumi, pembaharu  dalam bidang politik. 

6. Harun Nasution, yang melakukan pembaharuan dalam 

bidang pemikiran di IAIN seluruh Indonesia. Penulis 

berpandangan sekiranya tidak ada almarhum Harun N 

asution, mungkin sampai saat ini lAIN belum mampu 

melahirkan  Doktor. 

7. Nurcholish  Madjid peneliti  LIPI 

8. H. Munawwir  Syadzali  penggagas  dan pelopor  untuk  

lahimya UU Peradilan  Agama di Indonesia serta Kompilasi  

Hukum Islam  di Indonesia. 

Sebenamya cukup  banyak  pemikir  dan pembaharu yang 

lain yang tidak menonjol karena pemikiran-pemikiran tidak 

sempat dipublikasikan atau tidak ada institusi pendidikan yang 

mempopulerkannya. Gerakan tajdid akan lebih cepat mencapai 

sasaran bila mujaddid memiliki sarana untuk menggerakkan 

pemikirannya, apakah ia menjadi  pejabat  negara atau pimpinan 

suatu lembaga pendidikan 

Untuk lebih cepat tercapai sasaran dari tajdid, maka 

umatharus membantu dalam usaha merealisasikan cita-cita 

mujaddid. Para mujaddid harus memiliki  Kader yang militan  

dalam. merealisasikan tujuan yang ingin dicapai. 

 

C. Kapan Terjadinya Tajdid? 

Bila diperhatikan hadis di atas, Rasul  membatasi waktunya  yaitu 

pada awal setiap abad  (100 tahun). Para ulama mempertanyakan 

kapan awal tersebut? Imam an Nawawi mengatakan:  

"Kemungkinan terhitung sejak  kelahiran  Rasulullah  SA W dan tahun  
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kebangkitan Rasul,  atau sejak hijrahnya  atau setelah wafat beliau", 

Hal ini lebih mendekat kalau dihitung sejak beliau wafat, 

walaupun Imam al-Subki mengatakan terhitung dari tahun 

hijrahnya Rasul ke Madinah.54 

Pada biasanya  setiap datang. qurun  (abad)  yang baru sering 

membawa  faj ar baru,  harapan baru bahkan kebangkitan baru. 

Di Indonesia, setelah  lahirnya abad  ke XV H, terbukti lahir 

beberapa gerakan Islam yang tidak diperhitungkan sebelumnya, 

seperti Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia. Sistem Perbankan 

Islam, pemikiran-pemikiran nasional sampai kepada pengakuan 

Pengadilan Agama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989, lebih dari itu banyaknya  aspek  hukum Islam  yang 

menjadi  perundang undangan nasional seperti Undang-Undang  

Zakat, Undang-Uadang Nomor 7 Tahun  1989, sebagian dari 

pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, hal yang 

sangat dinantikan oleh umat Islam adalah undang-undang yang 

dapat memberikan perlindungan hukum bagi harta waqaf, 

mengingat  banyaknya harta waqaf yang dikelola oleh pribadi-

pribadi  umat Islam atau organisasi  Islam. 

 

D. Siapa  yang menerima   Tajdid? 

Penerima  tajdid  menurut  hadis di atas adalah umat Muhammad 

RasuluUah SAW. Karena pengertian urnat Islam dalam hadis di 

atas adalah  umat  yang  diutus  kepada  mereka  seorang Rasul. 

Mereka disebut dengan Umat  Dakwah atau  Ummat al-Ijabah,  

Hadzihi  al ummah  dalam hadis  adalah umat Islam  yang 

menjangkau  seluruh kurun dan generasinya. 

Allah berfirman  di Surah Ali Imran ayat 110. 

            

 

                                                             
54  Al-Subki,-Faidhul Qadir, Maktabah Arabiyah, Juz I, Mesir, tt, 

halaman 10. 
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Artinya: "Kamu adalah sebaik-baik  ummat yang ditampilkan  untuk 

segenap  ummat manusia" 

Tajdid (pembaharuan)  yang  dimaksud mencakup ilmu dan 

amal dan mempengaruhi kebanyakan Negara Islam seperti  

pemikiran  al Ghazali,  al-Shafi'i  dan beberapa  ulama lainnya. 

Sulitnya menerima tajdid adalah karena memang merubah 

suatu kebiasaan  adalah pekerjaan yang paling berat.  Sifat taqlid 

dan itba' (mengikut) paling menonjol pada umat Islam di 

Indonesia. 

Perlu diingat bahwa sudah menjadi sunnah Allah, 

masyarakat manusia selalu mengalami perubahan dan 

perkembangan dalam berbagai bidang dan aspek. Kehidupan di 

zaman modem sekarang ini sudah jauh berbeda dengan zaman  

Rasulullah. Perubahan sosial dalam berbagai aspek, selalu  

melahirkan tuntutan agar perangkat hukum yang menata  

masyarakat  itu  haruslah  berkembang bersamanya. 

Perubahan sosial dalam berbagai faktor dan akibatnya 

memberikan  pengaruh terhadap hukum dalam arti menuntut 

adanya pentajdidan hukum dalam rangka menanggapi  problema  

dimaksud. 

Pada priode sahabat pembahasan hukum Islam dapat 

dilihat dari banyaknya  kegiatan ijtihad  dilakukan oleh para 

mujtahid yang mujaddid   dalam  merespons perkembangan yang 

terjadi sejalan den.tan ekspansi wilayah pada abad pertama  dan 

kedua hijriyah. Di saat pemikiran para mujaddid mulai tampak 

berbeda antara yang satu dengan yang lain dan dapat 

membingungkan ummat, maka pembaharuan yang timbul 

selanjutnya adalah usaha penyeragaman dan kodifikasi hukum 

seperti lahimya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Khalifah 

al-Manshur pernah mengusulkan agar kitab alMuwattha' 

diberlakukan sebagai kitab hukum pada seluruh wilayah, tetapi 

ditolak oleh Imam Malik yang menulis kitab al-Muwattha'   itu 
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sendiri.55  

Sehubungan dengan keragaman pendapat akibat banyak 

kebebasan ijtihad dalam usaha mentajdidkan hukum Islam yang 

cenderung   tidak   terkendali,  upaya  Imam   al-Syafi'i menyusun 

kaedah-kaedah  ijtihad secara sistematis dalam ilmu Ushul Figh 

yang tentu  dapat  dianggap  pula  sebagai  tajdid  (pembaharuan)  

dalam hukum Islam. 

Pada masa sekarang, bentuk tajdid dalam bidang hukum 

adalah dibuatnya  Kodifikasi Hukum Islam yang mungkin  suatu 

saat akan menjadi undang-undang  keperdataan  dalam Islam. 

Gejala yang merusak integritas hukum Islam itu sebenarnya 

telah timbul sejak abad pertengahan. Dengan memanfaatkan 

prinsip kebutuhan sosial dan kemaslahatan umum yang pada 

dasarnya dialami oleh ulama fiqh, para penguasa mengundangkan 

hukum-hukum negara  yang  tidak  Islami, tetapi  juga belum  

sekuler. Sepanjang aplikasinya  masih didasarkan atas alasan 

syari'ah, tindakan seperti ini tidak  dianggap  sebagai  kesalahan 

inheren. Akan tetapi  setelah penguasa   merasa   bebas   menata  

hukum sendiri   sesuai   dengan kebutuhan   dan  kemaslahatan  

sosial, maka  hasilnya akan sangat merugikan hukum  Islam  

karena   pembaharuannya    bertentangan dengan tajdid Islam. 

Suatu hal yang pasti dan tidak dapat diingkari bahwa 

perkembangan yang begitu cepat di zaman globalisasi ini 

senantiasa menuntut respons hukum terhadap berbagai 

perubahan sosial, kebutuhan ijtihad untuk mendapatkan yang 

baru harus selalu  ada. Perbendaharaan fatwa mazhab mungkin 

saja tidak cukup lagi untuk merespons perubahan tersebut  

sehingga  derajat  ijtihad  dan tajdid pun diperlukan meningkat. 

Sepanjang sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan selalu 

terkait dan saling mempengaruhi  dengan kemajuan  politik, 

sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Ketika kekuatan politik 

umat Islam mengalami disintegrasi,  maka kegiatan ilmiah dan 

                                                             
55 Muhammad  Ali al-Sayis,  1990, Tarikh al-Figh  al-Islami,  Beirut:  Dar 

al Kutub  al-Ilmiyyah,  halaman 113. 
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ijtihad pun tidak terlepas dari pengaruhnya.  

Tidak dapat diingkari bahwa proses  pencapaian  kepada 

pembahasan  dalam bidang hukurn tidaklah mudah karena batas-

batas yang dibenarkan tajdid  tidak  boleh  bertentangan dengan 

tujuan syari'at Islam. Demikian apakah si mujaddid sudah 

memenuhi syarat-syarat  mujtahid? 

Ijtihad  Jama'iy sangat  dibutuhkan  pada  masa sekarang  

agar perrnasalahan yang kompleks dapat ditangani secara  

terbuka  dan maksimal. 

 

 

E. Masalah   yang  Perlu  Ditajdidkan 

Persoalan yang perIu diperbaharui/ditajdidkan adalah hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Manhaj  Ilahi,  baik tentang  aqidah,  syari'ah   atau  akhlak  

untuk mengatur hubungan urnat manusia dengan Tuhannya 

(Hablun min Allah) dan hubungan antar sesama. Suatu manhaj 

yang dilukiskan ibn Khaldun sebagai "Undang-undang  Ilahi 

yang selaras dengan keinginan manusia demi untuk 

mewujudkan  kemaslahatan  hidup di dunia dan akhirat" 

2. Fikrah pemikiran  dan syakhshiyyah  yang terus maju bukan 

dien Allah yang ditajdidkan  menurut  hadis,  tapi dien 

manusia,  agar manusia tetap bertambah kokoh iman dan 

pengamalannya.  Iman dan  Islamnya  yang  telah  usang  

menjadi baru kembali sesuai dengan perkembangan  zaman. 

Dalam melakukan perubahan dalam hukum Islam penulis 

menyarankan agar konvensi (kesepakatan) yang diperhatikan oleh 

pembuat  undang-undang  adalah: 

1. Menjauhi hal-hal yang qath’iy karena obyek ijtihad adalah 

Masalah-masalah  yang zhanniy,  Jauhkan diri dari membuat 

yang qath'iy  menjadi  zhanniy  atau  merubah  yang  muhkam  

menjadi mutasyabihat. 

2. Hal-hal yang menjadi  ikhtilaf juga   dijadikan  hal yang di-
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ijma' kan.  Sebagaimana  yang diperbuat oleh  ulama-ulama  

masa  ibn Taymiyyah, mereka  mengatakan sudah   ijma'  

padahal kasus tersebut belum ijma 'menurut  Imam Ahmad 

ibn Hambal. Dan itu pernah Ahmad ibn Hambal 

mengatakan siapa yang mendakwakan ijma' maka dia adalah 

bohong. 

3. Jauhkan  diri  dari sifat jumud yang mendukung  status quo 

yang ingin bertahan dengan fatwa-fatwa ulama mazhab 

terdahulu, padahal hukum-hukum tersebut tidak efektif    lagi   

dalam masyarakat. 

Tujuan  fiqh adalah untuk mewujudkan  kesejahteraan  di 

dunia dan kebahagiaan di akhirat bagi umat manusia. Maka 

prinsip pembaharuan/ltajdid hukum adalah mengedepankan 

kemaslahatan umat yang  berasaskan keadilan dan kemanfaatan  

serta mencegah timbul kerusakan. Karena itu jika ada suatu 

ketetapan fiqih yang menimbulkan kesempitan, maka tidak  sesuai  

lagi  dengan  tujuan fiqih. 

Pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan manusia bukan 

sesuatu yang tetap, ia selalu  berubah sejalan dengan peningkatan 

tuntutan kebutuhan. Untuk itu tajdid/pembaharuan dalam segala 

aspek kehidupan  selalu dibutuhkan. 
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BAB VI 

AL-ISLAH MENURUT AL-QURAN 

 

 

Perintah Islah dalam AI-Qur'an terdapat pada ayat-ayat  berikut: 

 

                      

                         

                

Artinya: "Wanita-wanita yang diceraikan (thalaq) suaminya, 

hendaklah  menahan  diri mereka  (menunggu)  tiga kali quru'  tidak 

boleh  mereka  menyembunyikan   apa yang  diciptakan  Allah  dalam 

rahimnya, jika  mereka beriman kepada.Allah  dan hari akhirat. Dan 

suami-suami   mereka   berhaklmerujui'    mereka   dalam  masa  jika 

mereka  (suami) menghendaki  Islah"  (QS.Al-Baqarah  228). 

 

Fiman Allah di Q.S. An Nisa'  ayat 35: 
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Artinya: "Dan jika mereka 'khawatir ada persengketaan antara 

keduanya,  maka kirimlah seorang hakam dan keluarga laki-laki dan 

seorang  hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 

bermaksud mengadukan niscaya Allah memberi Taufiq kepada 

suam/isteri. Sesungguhnya  Allah maha mengetahui  dan maha ahli. 

 

Firman Allah di Q.S. Al-Anfal  ayat  1: 

 

                        

                  

Artinya:   "Mereka   menanyakan   kepadamu   (Muhammad)   tentang 

pembahagiqn harta rampasan.  Katakanlah  harta rampasan perang itu 

kepunyaan Allah dan Rasul sebab itu bertaqwalah  kepada Allah dan. 

perbaikilah  hubungan (Islah) diantara sesamamu dan taatilah kepada  

Allah  dan Rasulnya jika  kamu adalah  orang-orang  yang berim an. 

 

Islah dalam  bentuk perintah terdapat di Surat Al-A'raaf 

ayat  142: 

                       

                      

          

Artinya:  "Dan kami telah janjikan  Musa (memberi Taurat) seteiah 

berlalu waktu 30 malam dan kami sempurnakan jumlah  malam itu 

10 malam lagi maka sempurnalah  waktu yang  telah ditentukan  40 

malam.  Musa  berkata  kepada  muridnya  Harun  gantikanlah  Aku 

dalam   (memimpin)    karenaku   dan   islahlah   (perbaikilah)    dan 

janganlah  kamu mengikuti jalan  orang-orang yang membuat 

kerusakan -. 
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ISLAH56 

(al-islah = memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan 

sengketa atau kerusakan). Berusaha menciptakan perdamaian; 

membawa keharmonisan;  menganjurkan  orang untuk berdamai 

antara satu dan lainnya;  melakukan  perbuatan  baik; berprilaku  

sebagai  orang  suci (baik). Pengertian  yang beragam itu berasal 

dari makna islah yang disebut dalam AI-Qur'an, yaitu dalam 

surah aI-Baqarah (2) ayat 220 dan 228, an Nisa'  (4) ayat 35 dan 

11, 85. Sementara  dalam bentuk perintah,  kata ini disebutkan  

lima kali; di dalam surah al-A’raaf (7) ayat 42, al-Anfal (8) ayat 

1, al-Hujurat (49) ayat 9 dua kali, dan dalam ayat 10. Dalam  

bahasa  Arab  modern,  istilah  ini  digunakan  untuk pengertian  

pembaruan  (tajdid). 

lslah merupakan  kewajiban  umat Islam,  baik  secara  

personal maupun  sosial. Penekanan  islah ini lebih terfokus  

pada hubungan antara  sesama umat manusia  dalam  rangka  

pemenuhan  kewajiban kepada Allah SWT. 

Ruang Lingkup  Bahasan  lslah,  sangat  luas, mencakup  

aspek aspek kehidupan manusia baik pribadi maupun  sosial. 

Dalam hadis Nabi  Muhammad  SAW yang diriwayatkan  Abu 

Dawud  at- Tirmizi lbnu  Majah,  al-Hakim,  dan  Ibnu Hibban, 

dijelaskan  bahwa islah yang dilarang adalah menghalalkan  

yang diharamkan Allah SWT atau mengharamkan yang 

dihalalkanNya. 

Di antara  islah yang diperintahkan  Allah  SWT adalah  

dalam masalah  rumah  tangga.  Untuk  mengatasi kemelut   dan 

sengketa dalam rumah tangga (syiqaq  dan nusyus)  dalam surah 

                                                             
56 H.  M. Hasballah  Thaib  dan  H.  Zamakhsyari Hasballah,   2008,  

Tafsir Tematik Al-Qur 'an, Jilid Y, Medan: Pustaka Bangsa  Press, halaman  

143-154. 
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an Nisa' (4) ayat 35 Allah SWT memerintahkan untuk  mengutus 

pihak ketiga (hakam) dan pihak suami dan istri untuk 

mendamaikan mereka. Dalam hal ini, ulama fikih sepakat 

menyatakan  bahwa kalau hakam (juru  damai  dan pihak  suami  

dan  istri) berbeda pendapat, maka putusannya harus dijalankan  

tanpa minta kuasa (izin) mereka. 

Menurut Imam Malik beserta pengikutnya dan Imam 

Ahmad bin Hanbal, hakam  boleh  memisahkan  suami  dan istri 

tanpa  meminta kuasa dari mereka, karena hakam mempunyai 

wewenang untuk mendamaikan  atau memisahkan suami dan 

istri tersebut, seperti yang diriwayatkan  oleh Ali bin  Abi Talib.  

Mereka  berpendapat   bahwa pemerintahjuga   berhak untuk 

menjadi hakam dan putusannya  harus dilaksanakan.  Sementara  

Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafii dan sahabat-sahabat  

mereka  menyatakan bahwa tindakan untuk memisahkan mereka 

harus seizin suami, karena pemisahan atau perceraian terse but 

adalah  sepenuhnya  hak suami  atau orang yang diberi hak 

untuk mewakilinya. Disamping itu, Allah SWT mengembalikan   

islah ini atas usaha  dan keinginan suami, sebagaimana yang 

diisyaratkan  daIam surah al-Baqarah (2) ayat 228. 

Apabila akhirnya terjadi juga perceraian, Allah  SWT  tidak 

menutup  kemungkinan  bagi suami istri  untuk bersatu   kembali 

(rujuk).  Apabila perceraian   yang  terjadi  termasuk talak  raj'i  

(talak) dan istri masih dalam masa idah maka suami boleh 

kembali kepada istrinya asalkan dengan mat untuk 

memperbaiki  hubungan mereka, sebagaimana  dijelaskan dalam 

surah al Baqarah (2) ayat 228 di atas. Adanya keinginan suami 

untuk menggauli istrinya kembali, menurut Imam  Abu  Hanifah  

dan imam Malik, menunjukkan hasrat suami untuk 

mengadakan  islah dengan istrinya. 

Dalam bidang politik,  Allah SWT juga  memerintahkan 

islah, Dalam hubungan   antara  sesama  kelompok  masyarakat  

dan  satu kclompok masyarakat dengan pemerintah terkadang    

terjadi perselisihan, yang oleh para ahli fikih disebut al bagy. 

Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan islah bila terjadi hal 
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tersebut, seperti dijelaskan dalam surat al-Hujurat (49) ayat 9 

yang artinya "Danjika ada  dua  golongan dari orang-orang  mukmin   

berperang  maka damaikanlah  antara keduanya. Jika salah satu dart 

kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan  yang  lain 

maka perangilab golongan yang  berbuat aniaya itu sehingga  

golongan  itu kembali, kepada perintah  Allah. .. " 

Dalam ayat ini terdapat dua perintah islah: Pertama, 

melakukan islah  (perdamaian)   terhadap  dua  kelompok  yang 

berperang dan kedua, melakukan islan terhadap pembangkang 

pemerintah yang sah. Islah yang pertama adalah dengan mengajak 

kedua belah pihak agar kembali  kepada  kitab  Allah SWT dan 

membawa mereka ke meja perundingan serta menghentikan 

peperangan.Sementara dalam masalah kedua, pemerintah   

terlebih   dahulu  wajib  mengadakan langkah persuasif   untuk   

menyadarkan mereka kembali. Kalau mereka masih 

memberontak,  maka pemerintah  diizinkan 'tmtuk memerangi 

mereka hingga tunduk. Pemerintah juga boleh menangguhkan  

hukuman terhadap  mereka jika temyata pelaksanaannya  akan 

menimbulkan  gejolak dalam masyarakat. 

Pada masa Khalifah Abu Bakar as-Siddiq, terdapat  dua 

bentuk pembangkangan  sebagian umat Islam. Sebagian mereka  

keluar dari agama  Islam  (murtad), sedangkan yang  lain  masih  

Islam  tetapi menolak membayar zakat dan tidak patuh kepada 

khalifah. k eduanya diperangi Abu Bakar as-Siddiq setelah   

dilakukan  pendekatan terhudap mereka. 

Allah  SWT juga  memerintahkan islah dalam  masalah 

wasiatPada dasamya, mengubah wasiat adalah haram. Namun,  

kalau tidak sesuai dengan ketentuan,  hukumnya  bias berubah.  

Dalam surah al Baqarah (2) ayat 182, Allah SWT 

memerintahkan umat Islam agar jika melihat pelaksanaan wasiat 

yang  menyimpang  dan mengakibatkan pembuatnya terjatuh  ke 

dalam  dosa untuk segera mengadakan islah. Penyimpangan ini  

menyebabkan berubahnya hukum wasiat menjadi makruh atau 

bahkan haram. 
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BAB VII 

AS-SULH, TAHKIM DAN HAKAM 

 

 

A. As-Sulh 

As-sulh aalah akad untuk menyelesaikan suatu pertengkaran Atau 

perselisihan menjadi perdamaian. Istilah as-sulh dibahas ulama 

fikih dalam persoalan transaksi/akad, perkawinan, peperangan, 

dan pemberontakan. Misalnya, dalam kasus sewa-menyewa. 

Penyewa rumah tidak merawat rumah yang disewanya dengan 

baik sehingga ketika masa sewa berakhir pemilik rumah 

mendapati rumahnya kotor dan rusak. Untuk menghindarkan 

pertengkaran, penyewa dan pemilik rumah melakukan as-sulh 

tanpa menyelesaikannya melalui jalur hukum.  Kerusakan rumah 

diganti atau diperbaiki  oleh penyewa rumah atau ia memberikan  

biaya penggantian  atau perbaikan kepada pemilik rumah. Contoh 

lain, seorang istri tidak tahan lagi menghadapi sikap kasar 

suaminya. Kemudian istri meminta khuIuk dengan kesediaannya  

mengembalikan  mas kawin yang diterimanya dahulu. Apabila 

suami rela dengan khuluk yang diminta istrinya tersebut, berarti 

mereka telah melakukan as-sulh. Perdamaian seperti kasus-kasus  

di atas dibolehkan  dan bahkan dianjurkan  dalam Islam. 

 

1. Dasar Hukum As-Sulh 

Menurut ulama fikih, dibolehkannya  melakukan as-sulh dalam 

suatu kasus tanpa melalui jalur hukum didasarkan  kepada ayat 

Al Qur'an dan sunah Rasulullah  SAW. Di antara ayat-ayat  as-

sulh itu adalah surah an-Nisa'  (4) ayat 128 yang artinya: "Dan 

jika  seorang wan ita khawatir akan nusyus (sikap kasar dan suami 
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yang tidak mau menggauli  istri atau tidak mau menunaikan  hak-hak  

istrinya) atau sikap tidak acuh dan suaminya, maka tidak mengapa 

bagi keduanya mengadakan perdamaian  yang sebenar-benarnya,  dan 

perdamaian itu  lebih  baik  (bagi  mereka}... " Ayat   ini   berkaitan  

dengan perdamaian dalam masalah. perkawinan. Dalam masalah 

pemberontakan Allah SWT berfirman:  "Dan jika ada dua golongan 

dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara 

keduanya... " (QS. 49:9). 

Landasan as-sulh dalam sabda Rasulullah  SAW diantaranya 

riwayat Abu Hurairah yang mengatakan: "Perdamaian boleh 

dilakukan umat Islam, kecuali perdamaian yang mengacu kepada 

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal" (HR. Ibnu 

Hibban,  Abu Dawud,  al-Hakim,  dan at- Tirmizi).  Perdamaian 

yang dikandung  oleh sabda Rasulullah SAW ini bersifat umum, 

baik mengenai  hubungan suami istri, transaksi, maupun  politik. 

Selama tidak  melanggar hak-hak  Allah  SWT dan Rasul-Nya, 

perdamaian. Hukumnya boleh. Contoh perdamaian yang 

melanggar hak-hak Allah SWT dan Rasulullah SAW adalah 

seseorang menyogok seorang direktur pada sebuah  instansi agar 

a diterima bekerja di instansi tersebut. Perdamaian seperti ini 

tidak dapat diterima, karena perbuatan  sogok itu sendiri  dilarang 

oleh Islam. 

 

2. Rukun  dan  Syarat  as-Sulh 

Ulama Mazhab/Hanafi  mengatakan  bahwa rukun as-sulh itu 

hanya ijab (ungkapan penawaran  as-sulh) dan kabul (ungkapan 

penerimaan as-sulh).  Hal-hal  lain selain ijab dan kabul tennasuk 

syarat as-sulh. Menurut jumhur  ulama,  rukun  as-sulh itu ada 

empat,  yaitu  kedua belah pihak yang melakukan  as-sulh, lafal 

ijab dan kabul, ada kasus yang dipersengketakan, dan 

perdamaian yang disepakati kedua belah pihak.57 

Syarat as-sulh menurut  ulama fikih adalah sebagai  berikut: 

                                                             
57 Abdul Azis Dahlau,  et.al.,  1996, Loc.  Cit. 
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1) Syarat yang terkait  dengan  kedua belah pihak  yang 

melakukan perdamaian. (a)  Kedua  belah  pihak  adalah  

orang  yang  cakapbertindak  hukum,  Jika salah satu pihak 

yang melakukan  as sulh  itu adalah anak kecil, baik sebagai 

tergugat maupun penggugat,   maka  disyaratkan  perdamaian 

yang  dilakukan  itu tidak membawa mudarat baginya. (c) 

Orang yang bertindak atas nama anak kecil dalam 

perdamaian adalah orang yang memiliki hak untuk 

mengelola  hartanya,  seperti  ayah  atau  kakek. (d) Menurut 

Imam Abu Hanifah, salah satu pihak yang melakukan 

perdamaian itu bukan orang yang murtad. Akan tetapi, 

syarat terakhir ini tidak disepakati oleh jumhur ulama, 

termasuk dua orang sahabat Imam Abu Hanifah, yaitu 

Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-

Syaibani. 

2) Syarat yang terkait dengan objek as-sulh. (a) Objek itu 

adalah sesuatu  yang  bemilai harta, baik berupa materi dan 

utang, maupun manfaat. (b) Harta itu bemilai bagi umat 

Islam. Dengan demikian, khamar, bangkai, babi, dan darah 

tidak boleh dijadikan objek  perdamaian, karena benda-benda 

tersebut tidak bernilai harta bagi muslim. (c) Objek as-sulh 

itujelas. (d) Harta itu milik orang yang digugat dan berada 

di bawah penguasaannya. 

3) Syarat yang terkait denganpersengketaan yang didamaikan. 

(a) Objek  perscngketaan   merupakan  hak pribadi semata-

mata, bukan hak Allah SWT. Oleh karenanya tidak boleh ada 

perdamaian dalam hukuman zina, (pencurian), dan 

meminum minuman  keras. (b) Yang dipersengketakan  itu 

merupakan hak penggugat. Misalnya, perdamaian tentang 

nasab. Seorang wanita (penggugat) yang dicerai suaminya 

ingin mengadakan perdamaian dengan suaminya dan 

menuntut agar nasab anak mereka yang lahir selama 

perkawinan  digugurkan  dari  suami. Perdamaian seeprti ini 

hukumnya batal, karena nasab anak tidak boleh diubah. 

Gugatan istri itu bukan haknya, tetapi merupakanhak anak, 

dan istri tidak boleh menggugat hak orang lain (anak). 
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4) Syarat yang terkait  dengan  ijab dan kabul adalah bahwa 

kabul harus sejalan dengan ijab. Apabila kabul berbeda dari 

ijab, maka perdarnaian tidak sah. Misalnya, dalam suatu 

pertengkaran mengenai ganti rugi  tanah yang  terpakai  oleh 

tetangga. Pemilik tanah mengatakan: "Anda  bayar saja ganti 

rugi Rp. 10.000,00 per meter, lalu dijawab oleh tergugat: 

"Saya terima dengan harga Rp. 5.000,00 per meter," maka 

perdamaian itu tidak sah, karena hal ini menunjukkan bahwa 

kesepakatan mengenai harga tanah yang dipersengketakan 

belum  tuntas.58 

 

3. Macam-Macam as-Sulh 

Menurut ulama fikih, as-sulh bisa ditinjau dari berbagai  

subjeknya, sebagai berikut: 

1) Perdamaian antara suami dan istri dalam sengketa rumah 

tangga. Istri yang senantiasa mendapatkan perlakuan kasar 

atau tidak menerima hak-haknya  sebagai  istri, baik nafkah 

lahir maupun nafkah batin, boleh melakukan perdamaian   

dengan suaminya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 

Cara yang ditempuh bisa melalui khuluk atau dengan 

mendatangkan juru damai dari masing-masing pihak, 

sebagaimana  yang dinyatakan  Allah SWT dalam  surah an-

Nisa'(4)  ayat 35 yang artinya: "Dan jika kamu khawatirkan  

ada persengketaan  antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam 

(juru pendamai)   dari  keluarga  laki-laki   dan orang  hakam  dari  

keluarga  perempuan.   Jika  kedua  orang hakam  itu  bermaksud   

mengadakan  perbaikan,   niscaya  Allah memberi  taufik kepada 

suami-istri  itu... " 

2) Perdamaian antara umat Islam dan ahi alharb (orang-orang  

kafir yang memerangi umat Islam), seperti Perjanjian  

Hudaibiyah yang dilakukan Rasulullah SAW dan pengikutnya 

dengan kafir Kuraisy pada tahun ke-6 Hijriab. Hasilnya 

adalah terciptanya akad perdamaian  di antara kedua belah 

                                                             
58 Ibid., halaman 1654. 
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pihak, baik bersifat sementara maupun  selamanya.  

3) Perdamaian dalam masalah hukuman antara pembunuh  

dan ahli waris terbunuh dalam tindak pidana kisas 

(Pembunuhan). Perdamaian dalam masalah pembunuhan ini 

boleh dilaksanakan, yaitu dengan cara menggugurkan  

hukuman  qisas  sama  sekali tanpa ganti rugi dan bisa juga 

dengan kewajiban membayar diat (ganti  rugi). Hal ini 

didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah 

(2) ayat 178yang artinya: "...Maka barang siapa yang  mendapat  

suatu  pemaafan  dari  saudaranya,   hendaklah (yang  memaafkan)   

mengikuti   dengan   cara  yang  balk,  dan hendaklah   (yang  diberi  

maaj)  membayar  (diat)  kepada  yang memberi maaf dengan cara 

yang baik (pula) ... " 

4) Perdamaian antara pihak yang berkuasa (pemerintah) dan 

pemberontak  dalam suatu negara. asarnya adalah firman 

Allah SWT dalam surah al-Hujurat  (49) ayat 9 yang artinya:  

"Dan jika ada dua golongan  dari orang-orang  mukmin berperang,  

maka damaikanlah    antara   keduanya ... ", Perdamaian seperti 

ini biasanya  berakhir  dengan  adanya  konsesi  hak  dan  

kewajiban antara kedua belah pihak. 

5) Perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

persengketaan harta benda. Umpamanya seseorang (A) 

berutang sejumlah uang kepada orang lain (B). Sebelum 

sempat membayar A telah meninggal dunia. Ia tidak 

meninggalkan  uang yang cukup untuk membayar utangnya.  

Ahli warisnya juga tidak mempunyai  uang tunai untuk 

membayar  utang tersebut. Harta satu-satunya  yang tersedia 

adalah sebuah kendaraan penumpang umum yang menopang 

kehidupan rumah tangga ahli waris tersebut. Apabila 

kendaraan ini dijual untuk pembayar utang tersebut maka 

perekonomian keluarga itu menurun drastis. Ahli waris yang 

bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut berdamai 

dengan pemberi utang dan meminta agar utang itu dapat 

d;cicil dari  hasil  sewa  kendaraan yang  beroperasi setiap  

hari  atau pemberi   utang  memberi   tenggang  waktu kepada   

ahli  waris tersebut  agar  mereka  dapat  membayar  utang  
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itu.  Perdamaian seperti itu sangat dianjurkan dalam islam 

karena Allah SWT sendiri rnengatakan  jika  seseorang  dalarn  

kesulitan  maka tunggulah keadaan  mereka  sampai mampu 

(QS.2:280). Di samping itu, menurut ulama fikih, kasus 

seperti ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Jabir bin 

Abdullah I(W. 78 H/698  M; seorang sahabat  yang  banyak  

meriwayatkan hadis dari Nabi SAW) dituntut oleh seseorang  

dalam persoalan  utang  ayahnya yang telah  wafat  ketika  

Perang Uhud. Jabir  tidak  mempunyai uang tunai untuk 

membayar utang tersebut. Harta satu-satunya yang 

dimilikinya  adalah kebun kurma. Ia berharap  agar utang itu 

dapat dibayar dengan buah kurma basil kebun itu. Tetapi, 

pihak pemberi utang tetap menagih utang agar segera 

dibayar. Jabir lalu menemui Rasulullah SAW untuk 

mencarikan  jalan keluar yang harus ditempuhnya. Rasulullah 

SAW  meminta  pihak  pemberi utang  agar menerima  buah 

kurma  itu  sebagai  pembayar  utang ayah  Jabir. Akan 

tetapi, pemberi utang itu tetap menolak permintaanV 

Rasulullah SAW tersebut. Akhimya Rasul ullah SAW 

menyuruh orang yang mempunyai piutang itu untuk kembali 

menemui Jabir keesokan harinya. Pagi-pagi sekali Rasulullah 

SAW  berkeliling di kebun kurma  Jabir,  melihat-lihat  seraya 

berdoa agar pohon kurma itu diberkati Allah SWT. Pohon-

pohon kurma itu lantas berbuah lebat, sehingga Jabir dapat 

mernetik dan menjualnya. Dengan basil penjualan kurma 

itulah Jabir kemudian membayar utang ayahnya (HR. al-

Bukhari).59 

Ulama  fikih  sepakat  menyatakan   bahwa  piutang  uang 

dapat dibayar dengan benda senilai uang itu. Perdamaian  seperti 

ini boleh dilakukan, karena dalam hadis di atas dengan jelas 

Rasulullah SAW menawarkan kepada pihak  pemberi  utang  agar  

ia mau menerima buah kunna sebagai pengganti utang uang 

tersebut, sekalipun dalam kasus tersebut yang terjadi adalah 

pembayaran  utang  uang dengan uang pula. 

                                                             
59 Ibld.,  halaman  1655. 



 
 

[68] 
 

Di samping itu, dalam kasus yang berhubungan dengan harta 

benda,menurut ulama fikih, perdamaian  dapat dilakukan  dalam 

dua bentuk.Pertama, perdamaian antara penggugat dengan 

tergugat dan kedua, perdamaian  antara   seseorang  dengan  

orang  lain,  bukan tergugat. Perdamaian dalam bentuk pertama, 

misalnya, adalah dalam kasus  Jabir  bin Abdullah  di atas. Jabir 

bin Abdullah  sebagai  ahli waris sebagai tergugat  dan orang 

yang mempunyai piutang sebagai penggugat. Perdamaian  antara 

seseorang dan orang lain, bukan tergugat, misalnya adalah dalam  

perkara  sewa-menyewa  (ijarah) yang tidak memerlukan adanya 

gugatan secara hukum. Dalam kaitan ini posisi orang lain itu 

bertindak sebagai penengah atau juru  damai. 

Menurut ulama fikih, posisi juru damai adakalanya  

mendapat izin dari pihak tergugat dalam adakalanya tidak. 

Apabila penengah itu mendapat izin tergugat, maka  ulama  fikih  

sepakat  menyatakan bahwa perdamaian  yang diupayakannya 

itu adalah sah dan posisi penengah/juru damai ketika itu 

menjadi wakil tergugat. 

Apabila perdamaian yang dilakukan juru  damai itu tanpa 

seizin tergugat,  maka  ulama  fikih mengemukakan lima hal bisa 

terjadi. (a) Segala bentuk ganti r ugi menjadi jaminan juru  

damai. (b) Harta yang dipersengketakan diakadkan atas nama 

dirinya  sendiri  juru damai. (c) Juru damai  menyatakan ganti 

rugi akan dibayar, sekalipun tidak dijelaskan  bahwa ganti rugi 

itu berasal dari dirinya sendiri. (d) Juru damai menyerahkan 

ganti rugi yang digugat kepada penggugat. Keempat bentuk 

perdamaian ini dianggap sah bendasarkan firman Allah SWT 

dalam surah al-Hujurat (49) ayat 10 yang artinya: "Sesungguhnya 

orang-orang mukmin adalah bersaudana,  karena  itu damaikanlah  

antara  kedua saudaramu ... " Menurut ulama fikih, juru damai 

dalam perdamaian seperti  ini bertindak secara sukarela dalam 

membayar dan menggugurkan utang yang dipersengketakan. (e) 

Apabila perdamaian yang dilakukan juru damai ini menyatakan 

bahwa persoalan yang dipersengketakan akan dibayar oleh orang 

yang diwakilinya (tergugat), maka ulama fikih sepakat 
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menyatakan bahwa perdamaian seperti ini belum dianggap sah  

sebelum mendapat persetujuan dari pihak tergugat. Apabila 

tergugat tidak menyetujui  cara yang  ditempuh  juru   damai dan 

penggugat, maka perdamaian itu batal. Misalnya, dalam kasus 

khuluk. Apabila  seseorang mendapat  izin untuk menjadi juru 

damai dalam masalah khuluk seorang istri terhadap suaminya, 

maka khuluk itu belum sah sebelum mendapat persetujuan  dari 

wanita tersebut, karena juru damai dalam kasus itu hanya 

berstatus wakil yang belum disetujui wanita  tersebut.  Oleh  sebab 

itu, apabila wanita itu membayar  ganti rugi  khuluk, maka  khuluk 

itu  sah.  Apabila  juru damai  itu  tidak  mendapat izin  dari 

pihak  wanita dalam masalah khuluk tersebut, lalu juru damai 

mengatakan kepada suami: "Khuluklah istrimu itu. Saya akan 

membayar ganti rugi khuluk pada Anda ", maka ulama fikih sepakat 

menyatakan bahwa khuluk ini sah, sekalipun  tanpa  seizin  istri.  

Juru  damai tersebut  wajib  membayar ganti  rugi  dan  ia  tidak  

boleh  menuntut  ganti  kepada  wanita  itu, karena  dalam  status 

seperti  ini ia dianggap  melakukan  perdamaian dan membayar  

ganti  rugi  secara  sukarela.  Apabila juru  damai  itu mengatakan 

pada suami: "Khuluklah istrimu dengan ganti rugi sekian", tanpa  

menyebutkan siapa yang akan membayamya,  maka hukum 

khuluk ini belum  sah sebelum  mendapat  persetujuan  istri. 

Apabila istri  menyetujui,  istri wajib  membayar  ganti  rugi sesuai 

dengan yang diucapkan dalam akad khuluk dan apabila istri tidak 

menyetujuinya maka khuluk batal dan tidak ada perceraian. 

Ulama fikih mengemukakan tiga bentuk as-sulh dalam 

mengakhiri suatu persengkataan,  yaitu sebagai berikut: 

1) As-sulh dalam suatu persengketaan di mana gugatan 

penggugat diakui oleh tergugat Misalnya, seseorarig 

menggugat bahwa tetangganya berutang sejumlah uang 

kepadanya dan tetangga tersebut mengakuinya. Kerelaan 

membayar utang  dari tetangga tersebut  termasuk  as-sulh. 

2) As-sulh  dalam suatu persengkataan di mana gugatan 

penggugat tidak diakui oleh  tergugat. Misalnya, penggugat 

menyatakan kepada tetangganya bahwa dalam membangun 
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rumahnya, tetangga tersebut telah memakai satu meter 

tanahnya.  Tetangga tersebut tidak mengetahui bahwa tanah 

penggugat telah dipakainya,  lalu ia mengingkari gugatan  

tersebut. Kemudian, agar persengketaan tidak terlanjut terus, 

tetangga ini mengadakan perdamaian dengan penggugat 

bahwa tergugat bersedia  membayar ganti rugi separo harga 

tanah  tersebut. Menurut jumhur  ulama,  perdamaian  seperti 

ini bo1eh dilakukan dan  hukumnya sah,  karena  kasus 

seperti   ini  banyak   terjadi   di tengah   masyarakat. Alasan 

umhur  ulama adalah  firman Allah SWT  dalam   surah   an-

Nisa'  (4)  ayat  128 yang  artinya: "... dan perdamaian   itu 

lebih  baik ... ". Menurut jumhur  u1ama, ayat ini 

mengandung   hukum  umum  dan berlaku  untuk  seluruh 

bentuk perdamaian,  kecuali  apabila   ada  nas  lain  yang 

membatasi keumuman ayat ini, maka hukumnya jadi 

terbatas. Di samping itu, Rasulullah SAW dalam 

sebuahabdanya mengatakan: "Perdamaian  antara sesama  

umat Islam adalah boleh, kecuali perdamaian dalam rangka   

menghalalkan   yang   haram   atau mengharamkan  yang halal"  

(HR. Abu Dawud, at- Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, 

dan al-Hakim). Akan tetapi, ulama Mazhab Syafi'i  dan 

lbnu Abi Laila (74 H/693 M-148 H1765 M), ahli fikih dan  

kalangan tabiin berpendapat bahwa perdamaian dalam 

persengketaan yang diingkari tergugat Hukumnya tidak  

boleh. Alasan  mereka  adalah  apabila  as-sulh  dalam kasus  

seperti ini dibolehkan  maka  setiap  orang bisa mengklaim  

hak orang lain. Menurut mereka, hal seperti ini akan 

bermuara kepada menghalalkan yang haram atau 

mengharamkan yang halal, seperti yang  dinyatakan hadis  

di  atas. Di samping  itu,  mereka  juga menganalogikan 

hukum perdamaian seperti ini dengan  kasus khuluk. Menurut 

mereka, apabila seorang suami mengingkari khuluk yang 

diajukan istrinya, kemudian mereka berdamai dengan syarat-

syarat tertentu, maka khuluk ini tidak sah dan perceraian 

tidak terjadi. 

3) As-sulh dalampersengketaan di mana gugatan penggugat tidak 
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. ditanggapi oleh tergugat. Maksudnya, tergugat tidak 

mengakui dan tidak pula mengingkari gugatan itu. Tujuan  

gugatan  itusebenarnya adalah agar kedua belah pihak 

melakukan perdamaian Dalarn kasus seperti ini  terjadi    

pula perbedaan pendapatularna fikih. Jumhur ulama 

berpendapat bahwa perdamaian dalam kasus seperti ini  

dibolehkan.  Alasan yang mereka   kemukakan   adalah  ayat  

dan hadis yang telah disebutkan di atas. Menurut 

mereka,erdarnaian dalam kasus seperti ini sama hukumnya  

dengan perdamaian  bentuk kedua di atas. Akan tetapi,  

ulama  Mazhab  Syafi'i  dan lbnu  Abi Laila  berpendapat 

bahwa perdarnaian seperti ini tidak boleh dilakukan, karena 

sikap diam atau tidak memberikan  tanggapan dan tergugat 

menunjukkan sikap pengingkaran. Dengan demikian, 

menurut mereka,  jenis  as-sulh  seperti  ini pun termasuk 

dalam kategori menghalalkan yang haram dan 

mengharamkan  yang halal.60 

 

4. Akibat  Hukum  as-Sulh 

Menurut ulama fikih, apabila suatu perdamaian telah 

memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya antara 

lain sebagai berikut:  (a)  Berakhirnya   persengketaan dan  tidak  

boleh ada  lagi gugatan  dalam  objek yang  sarna setelah  itu. 

(b) Apabila  objek as sulh itu adalah rumah dan ganti ruginya 

bukan rumah maka tetangga rumah itu memiliki hak syuf'ah 

(hak istimewa yang dimiliki tetangga terhadap benda tidak 

bergerak untuk membeli bend a itu apabila akan dijual  oleh 

perniliknya)  yang harus  diperhitungkan, karena  dalam kasus 

seperti ini akad as-sulh telah menyerupai jual beli, yaitu tukar 

menukar harta. (c) Apabila objek perdamaian itu ada cacatnya 

maka terhadap  perdamaian itu  diberlakukan  hak  khiyar  (hak  

pilih  untuk menerirna  ganti rugi  atau  tidak). (d) Tidak  

dibenarkan  bertindak hukum  pada  ganti  rugi  as-sulh  itu  

sebelum  dikuasai  oleh  pihak penggugat.  

                                                             
60 Ibid.,  halaman  1656 



 
 

[72] 
 

 

5. Yang  Membatalkan  Akad  as-Sulh 

Ulama  fikih mengemukakan akad as-sulh bisa batal dalam hal-

hal berikut: (a) Apabila objek as-sulh itu bukan qisas, orang yang 

mengadakan  as-sulh bisa mencabut penjanjian damai itu. Namun 

apabila objek as-sulh adalah qisas maka adanya as-sulh merupakan 

pengguguran hukuman, karenanya  tidak  boleh  dicabut. (b) 

Orang murtad,  sebagai salah satu pihak yang melakukan  as-

sulh,  lari ke negeri  orang yang sedang berperang  dengan negeri 

muslim (darul harbi)atau ia meninggal  dunia dalam  keadaan 

murtad,  maka menurut Imam Abu Hanifah, tindakan  hukumnya  

tidak  berlaku sampai  Ia masuk  Islam kembali, tetapi jumhur  

ulama mengatakan tindakan hukum mereka tetap berlaku. (c) 

Ganti rugi dalam as-sulh dikembalikan Karena cacat  atau 

berbeda  dengan  yang  disepakati, karena  pengembalian itu  

sendiri  membatalkan  akad. (d) Apabila ganti rugi as-sulh itu 

berbentuk manfaat maka hilangnya manfaat itu sebelurn  

berakhirnya akad as-sulh menyebabkan   batalnya  akad as-sulh. 

Apabila  akad as-sulh itu batal dan as-sulh itu termasuk  

dalam kategori yang  diingkari tergugat  maka pihak penggugat 

kembali kepada gugatannya semula. Apabila as-sulh tersebut 

termasuk dalam kategori yang diakui tergugat maka keadaan 

kembali kepada keadaan semula sebelum adanya gugatan. 

Apabila as-sulh itu dalam persoalan qisas,  maka penggugat hanya  

berhak  menuntut  dial,  bukan lagi qisas, karena qisas telah 

digugurkan ketika mereka melakukan perdamaian. 

Kasus lain dalam masalah as-sulh adalah as-sulh dalam 

masalah harta warisan.  Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa 

apabila salah seorang menggugurkan  hak waris yang mesti 

diterimanya sebagai konsesi terhadap harta lain yang  

didapatkannya, baik  dari  harta warisan itu sendiri maupun dari 

harta lainnya, maka as-sulh seperti ini hukumnya  boleh. 

 

B. Takkim 
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Tahkim (Ar.: tahkim = menjadikan sebagai hakim). 

Berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang 

mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusannya 

untuk menyelesaikan persengketaan mereka; berlindungnya  dua 

pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk 

(sebagai penengah) untuk memutuskan/menyelesaikan 

perselisihan yang terjadi di antara mereka.61 

Kedua definisi  tersebut  menunjukkan  bahwa  pernilihan  

dan pengangkatan  seorangjuru damai (hakam) dilakukan secara 

sukarela oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan. 

Lembaga tahkim telah dikenal sejak jauh sebelum masa 

Islam. Orang-orang   Nasrani apabila mengalami perselisihan di 

antara rnereka rnengajukan perselisihan tersebut kepada Paus 

untuk diselesaikan  secara damai.  

Lembaga tahkim juga dilakukan oleh orang-orang Arab 

sebelum datangnya  agama  Islam.  Pertikaian yang terjadi di 

antara mereka biasanya diselesaikan dengan menggunakan 

lembaga  tahkim. Pada umumnya apabila  terjadi  perselisihan  

antar  anggota   suku  maka kepala suku yang bersangkutan 

yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai hakamnya. 

Namun.jika perselisihan  terjadi antarsuku maka kepala suku lain 

yang tidak terlibat dalam perselisihan  yang rnereka minta untuk 

menjadi hakam. 

Ada beberapa peristiwa perselisihan yang tercatat dalam 

sejarah yang diselesaikan  dengan menggunakan  lembaga 

tahkim. Peristiwaperistiwa  terse but antara lain: 

1) Perselisihan yang terjadi di antara Alqamah dan Amr bin 

Tufail yang mernperebutkan  posisi jabatan sebagai kepala 

suku. Untuk menyelesaikan perselisihannya mereka meminta 

kepala suku lain untuk diangkat sebagai hakam. Peristiwa    

ini   terjadi   pada tahun 620. 

2) Peristiwa tahkim pada waktu  pelaksanaan   renovasi Ka'bah. 

                                                             
61 Ibid, halaman  1750 
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Ketika itu  terjadi perselisihan antara  masyarakat Arab  

untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya 

semula. Mereka semua merasa dirinya berhak dan 

merupakan  kehormatan bagi mereka untuk mengangkat 

Hajar Aswad tersebut. Pada mulanya mereka sepakat  bahwa  

siapa  yang paling  cepat  bangun  pada keesokan  harinya, 

maka dialah yang berhak mengangkat  Hajar Aswad  dan 

meletakkannya  ke tempat  semula. Ternyata  mereka secara 

serentak bangun pada pagi itu, sehingga tidak ada seorang 

pun di antara mereka yang lebih berhak atas yang lainnya. 

Lalu mereka meminta kepada Muhammad, yang pada 

waktu itu belum diangkat menjadi rasul. Untuk memutuskan 

persoalan mereka. Dengan bijaksana Muhammad 

membentangkan selendangnya dan meletakkan  Hajar Aswad  

di atasnya, lalu meminta wakil-wakil dari masing-masing 

suku untuk mengangkat pinggir selendang tersebut. 

Kebijakan Muhammad tersebut disambut dan diterima baik  

oleh  masing-masing   orang  yang  ikut  berselisih  pendapat 

pada waktu itu. 

3) Peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Talib dengan 

Mu'awiyah  bin Abu  Sufyan  dalam  penyelesaian  Perang  

Siffin  (657).  Sebagai hakam Juru runding) dan pihak Ali 

bin Abi Talib ditunjuk Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dan 

pihak Mu'awiyah  ditunjuk Amr bin Ash. Pada mulanya 

kedua hakam  ini  bersepakat   untuk menurunkan  Ali bin 

Abi Talib dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan sebagai 

khalifah.Tetapi, sejarah mencatat tahkim  tersebut berjalan 

pincang, sehingga Ali bin Abi Talib turun dari jabatan 

kekhalifahannya, sementara Mu'awiyah dikukuhkan sebagai 

khalifah. 

 

1. Dasar Hukum dan Hukum Bertahkim 

Dasar hukum  tahkim terdapat  dalam AI-Qur'an,  hadis,  dan 

ijmak ulama. AI-Qur' an yang melandasi tahkim ialah: 1) Surah 

al-Ma 'idah (5)  ayat  95.  Di  dalam  ayat  tersebut dijelaskan    
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bahwa   orang yang membunuh binatang buruan dengan   sengaja   

ketika berihram maka dia harus membayar hadyu (yakni  binatang  

ternak) yang senilai dengan yang dibunuh dan untuk  

menentukan  jumlah  nilai  hadyu adalah orang yang adil. 2) 

Surah an-Nisa'  (4) ayat 35. Dalam ayat tersebut Allah SWT 

memberikan petunjuk cara dan langkah penyelesaian perselisihan 

antara suami istri. Ayat-ayat lain yang ada kaitannya dengan 

tahkim ialah surah an-Nisa'  (4) ayat 114 dan 128 dan surah al-

Hujurat  (49) ayat 9. 

Dalam  hadis  yang  diriwayatkan   dari  Syuraih  bin  Bani 

dari ayahnya,   Rani  bahwa  ketika   ia  (Hani)  bersama-sama 

kaumnya menjadi utusan menemui Rasulullah  SAW. Kaumnya 

menjuluki  dia sebagai  Aba al-Hakam  (Bapak juru  damai);  lalu  

Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda kepadanya: 

"Sesungguhnya  Allah SWT lah yang  menjadi  Hakam,  kepada-Nya  

lah hukum  dikembalikan. "Mengapa engkau dijuluki Aba al-Hakam?"  

Hani berkata: "Apabila kaumku berselisih tentang sesuatu, mereka 

menemuiku (minta penyelesaian), maka saya putuskan persoalan 

mereka  dan mereka yang berselisih  setuju. " Maka Rasulullah SAW 

bersabda:   "Be tapa baiknya hal ini"  (HR. Abu Dawud). 

Telah terjadi   tahkim di kalangan para sahabat dan tidak 

ada yang mempersoalkan   dan  tidak  ada  pula  sahabat  yang  

menentangnya, Contoh ijmak yang melandasi  tahkim adalah 

peristiwa  yang terjadi antara  Umar bin  al-Khattab dan seorang  

penjual  kuda.  Ketika  itu Umar ingin membeli kuda yang 

ditawarkan dan Umar mencoba kuda tersebut. Pada  waktu  

ditunggangi  kaki  kuda  tersebut  patah. Lain Umar   bermaksud   

untuk   mengembalikan  kuda tersebut kepada pemiliknya,  tetapi  

perniliknya  menolak.  Kemudian  Umar berkata; "Tunjuklah  

seseorang untuk  menjadi  hakam yang  akan  bertindak sebagai 

penengah  di antara  kita  berdua. " Pemilik  kuda  berkata: "Aku  

setuju Syuraih  al-Iraqy  untuk menjadi  hakam. " Kemudian mereka 

berdua bertahkim kepada Syuraih dan Syuraih menyatakar. 

kepada Uman:  "Ambillah apa yang telah kamu beli atau kembalikan 

seperti  keadaan  semula  (tanpa cacat). Maksudnya,  Umar harus 
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membayar harga kuda tersebut. Cara penyelesaian perselisihan 

semacam ini tidak ada yang membantahnya. Ayat dan hadis-

hadis  di atas semuanya menunjukkan kebolehan melakukan  

tahkim.  Dengan  kata lain, tahkim merupakan  lembaga yang 

diakui oleh syarak. Bahkan menurut lbnu Qayyim al-Jauziah, 

seorang ulama terkemuka  dalam Mazhab Hambali bahwa salah 

satu asar Umar bin al-Khattab menyebutkan: "Selesaikanlah 

pertikaian sehingga   mereka  berdamai,  sesungguhnya  penyelesaian  

melalui pengadi/an akan menyebabkan timbulnya rasa benci di  antara 

mereka." Dalam riwayat lain disebutkan, Umar berkata: 

"Selesaikanlah perselisihan apabila di antara pihak-pihaknya 

mempunyai hubungan kerabat. Sesungguhnya penyelesaian  melalui 

peradilan  akan melahirkan  kemarahan antara mereka. " 

 

2. Hakam dan Syarat  Pengangkatannya 

Ibnu Nujaim  (w. 970 H/l5633 M), seorang ulama Mazhab 

Hanafi, mengatakan bahwa lembaga tahkim merupakan bagian 

dari lembaga peradilan. Hakam atau juru  damai dalam tahkim 

dapat terdiri  dari satu orang atau lebih. Menurut Ali bin Abu 

Bakri al-Marginani (w.593 H/1197 M), seorang ulama 

terkemuka dalam Mazhab Hanafi, seorang hakam yang akan 

diminta menyelesaikan perselisihan harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai  orang yang boleh menjadi hakim/qadhi. Oleh karena itu, 

tidak  dibenarkan  mengangkat  orang kafir, hamba, kafir zimmi, 

orang yang terhukum  hudud karena qazf orang fasik, dan anak-

anak untuk menjadi hakam, karena dilihat dari segi keabsahannya 

menjadi  saksi, mereka tidak termasuk  ahliyyah al-qadha'  (orang  

yang berkompeten mengadili). Oleh karena itu, terdapat  

perbedaan  dan persamaan antara  hakim  (Qadhi)  dan juru 

damai (hakam).62 

Penbedaan antara hakim dan hakam ialah: 1) Hakim  harus 

memeriksa dan  meneliti secara seksama perkara yang diajukan 

kepadanya dan dilengkapi dengan bukti, sedangkan  hakam  tidak 

                                                             
62 Ibid., halaman  1754. 
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harus  demikian.  2).Wilayah  dan wewenang  hakim  ditentukan  

oleh akad pengangkatannya dan tidak tergantung kepada 

kerelaan dan persetujuan pihak-pihak yang diadilinya, sedangkan 

hakam mempunyai wewenangyang terbatas pada kerelaan dan 

persetujuan pihak-pihak yang mengangkat dirinya sebagai  hakam.  

3) Tergugat harus dihadirkan di hadapan hakim, sedangkan dalam 

tahkim masing-masing pihak tidak dapat memaksa lawan 

perkaranya  untuk hadir di majelis  tahkim, kedatangan  masing-

masing  pihak tersebut berdasarkan kemauan  masing-masing. 4) 

Putusan  hakim mengikat dan dapat  dipaksakan  kepada kedua 

belah  pihak  yang berperkara, sedangkan  putusan hakam akan 

dilaksanakan berdasarkan  kerelaan masing-masing   pihak  yang  

berperkara. 5)  Di  dalam  tahkim ada beberapa masalah yang 

tidak boleh diselesaikan, sedangkan di dalam peradilan 

(resmi/negara) semua persoalan dapat diperiksa dan diselesaikan  

(diputus). 

 

3. Persoalan   yang  Dapat  Diselesaikan Dengan  Tahkim 

Ulama  fikih berbeda  pendapat  rnengenai persoalan-persoalan   

yang dapat  diselesaikan   melalui  lembaga  tahkim.  Di  antara  

pendapat pendapat  tersebut  ialah sebagai berikut: 

Menurut ulama Mazhab Hanafi, lembaga tahkim tidak boleh 

menyelesaikan  perselisihan  yang menyangkut  masalah hudud 

dan qishash, sebab: a) penyelesaian melalui tahkim adalah  

penyelesaian dengan perdamaian, sedangkan  qishash  dan hudud 

tidak; boleh diselesaikan dengan jalan damai; b) keputusan  

hakam bersifat tidak pasti (mengandung keraguan/syubhat), 

sedangkan masalah hudud dan-qishash tidak boleh diputuskan  

sepanjang  masih terdapat syubhat. Rasulullah SAW bersabda: 

Tinggalkan hukuman hudud jika terdapat keraguan" (HR.  al-Baihaki, 

at-Tirmizi,  -dan aI-Hakim). 

Menurut al-Marginani, penyebutan secara khusus hudud dan 

qisas sebagai persoalan yang tidak boleh diselesaikan melalui 

tahkim, menunjukkan bahwa semua persoalan selain kedua 
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masalah dimaksud boleh diselesaikan  melalui tahkim. 

Menurut al-Marginani, juru damai tidak boleh  

menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara kaum kerabatnya,  

seperti kedua orang tua, istri, dan anaknya. Apabila hal itu 

dilakukannya  maka keputusannya  bata.  

Menurut  pendapat yang masyhur di kalangan  ulama 

Mazhab Syafl'i, hanya   masalah hudud dan takzir yang tidak boleh 

diselesaikan  melalui  tahkim,  sebab kedua hal tersebut murni  

hak Allah SWT. Menurut jumhur  ulama Mazhab Hanafl, 

persoalan yang tidak boleh diselesaikan  dengan tahkim ialah 

nikah, lian, qazf, dan qisas sebab terhadap masalah-masalah 

tersebut terdapat wewenang pemerintah (al-imam),yang 

penyelesaiannya dilakukan oleh hakim di pengadilan. Sementara 

itu, Burhanuddin Ibrahim bin Ali atau Ibnu Farhun  (w.799 H), 

ahhi flkih Mazhab Maliki,  berpendapat  bahwa wilayah tahkim 

diperoleh dari orang perorangan dan tahkim tersebut merupakan   

bagian   dari  lembaga   qada'   yang  berkaitan   dengan persoalan  

harta,  tidak  berwenang  menyelesaikan perkara-perkara hudud 

dan qishash. 

  

4. Kekuatan Hukum Putusan Tahkim 

Ulama flkih berbeda pendapat mengenai kekuatan hukum bagi 

putusan tahkim. Menurut ulama Mazhab Hanafi, apabila hakam 

telah memutuskan perkara pihak-pihak yang bertahkim dan 

mereka menyetujuinya, maka pihak-pihak yang bertahkim  terikat  

dengan putusan tersebut. Apabila mengadukannya  ke pengadilan 

dan hakim sependapat dengan putusan hakam maka hakim  

pengadilan tidak boleh membatalkan putusan hakam tersebut. 

Akan tetapi, jika hakim pengadilan tidak sependapat dengan 

putusan hakam maka hakim berhak membatalkannya. 

Menurut pendapat ulama Mazhab Maliki dan ulama 

Mazhab Hanbali, apabila keputusan yang dihasilkan oleh  hakam  

melalui proses tahkim tidak bertentangan  dengan  kandungan   

Al-Qur'an, hadis, dan ijma’, maka hakim pengadilan tidak 
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berhak membatalkan putusan hakam, sekalipun hakim    

pengadilan  tersebut  tidak  sependapat  dengan putusan hakam.  

Ibnu Qudamah, seorang ulama Mazhab Hanbali,  

berpendapat bahwa apabila hakam menulis putusannya  kepada 

seorang hakim di antara hakim-hakim  muslim di pengadilan 

maka hakim di pengadilan tersebut harus menerima dan 

melaksanakan  putusan  hakam dimaksud  

 

5. Pembatalan  Tahkim oleh Pihak  Yang  Bersengketa 

Menurut pendapat jumhur  ulama fikih, kebolehan  pembatalan  

suatu keputusan tahkim   oleh kedua belah pihak yang bersengketa 

ditentukan oleh waktu dan/atau tahapan proses yang dilalui. 

Untuk itu, terdapat beberapa kemungkinan. 1) Apabila 

pembatalan tersebut dilakukan sebelum memasuki proses tahkim, 

maka ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hal itu dibenarkan, 

sebab tahkim tergantung pada kerelaan  dan persetujuan kedua 

belah  pihak yang bersengketa, sehingga tahkim tidak boleh 

dilakukan tanpa kerelaar. dan persetujuan masing-masing pihak. 

2) Apabila pembatalan tahkim dilakukan setelah memasuki 

prosesnya  maka  ada  dua  pendapat, a) Boleh  dan  dapat  

dibenarkan sebab  pada  waktu  itu  proses dari keputusan  belum 

sempuma, sehingga sama saja dengan pembatalan ketika belum 

memasuki prosesnya. b) Tidak boleh tidak dibenarkan, 

Alasannya, apabiha dibolehkan atau dibenarkan  maka masing-

masing akan membatalkan pelaksanaan tahkim, yang pada 

mulanya disetujui. Dengan demikian, maksud dan tujuan 

pengadaan  lembaga tahkim tidak akan dapat dicapai. 3) Apabila 

pembatalan dilakukan setelah putusan dikeluarkan maka 

pembatalan tidak  dibenarkan. Karena putusan hukum telah 

keluar dari wewenang yang sempurna  dan sah. Dikatakan   telah  

sempurna  dan sah karena  putusan tersebut dihasilkan 

berdasarkan  perdamaian (as-sulh) dan tidak dibenarkan seseorang 

membatalkan sebuah perdamaian yang telah ditetapkan.63 

                                                             
63 lbid., halaman  1752 
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Menurut sebagian ulama Mazhab Syafi'i, pembatalan  

tahkim dapat dan boleh dilakukan pada waktu dan tahapan mana 

pun, sebab dasar dari tahkim adalah kerelaan masing-masing 

pihak yang berselisih, sehingga tanpa kerelaan tersebut tidak dapat 

dilakukan dan jika tetap dilakukan juga  maka akan menghasilkan  

putusan yang sia-sia (tidak mengikat). 
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BAB VIII 

SUMBER HUKUM DALAM MENYELESAIKAN 

SENGKETA EKONOMI SYARI’AH 

 

 

A. Sumber Hukum Formil 

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk 

mengadili sengketa ekonomi  syari' ah adalah hukum acara yang  

berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. 

Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang  

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 

Sementara ini hukum acara yang berlaku di lingkungan 

Peradilan Umum adalah Herzieni Inlandsch Reglement (HIR)  

untuk Jawa dan Madura, Rechtreglement Voor De Buittengewesten 

(R. Bg) untuk luar Jawa Madura. Kedua aturan hukum acara 

ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama,  kecuali hal-hal 

yang telah diatur secara  khusus dalam Undang-Undang  Nomor  

7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

Tentang Peradilan  Agama. 

Di samping dua peraturan sebagaimana tersebut di atas, 

diberlakukan juga  Bugerlijke Wetbook  Voor Indonesia  (BW)  atau 

yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

khususnya buku ke IV tentang Pembuktian yang termuat  dalam 

Pasal  1865 sampai dengan Pasal  1993. 

Juga diberlakukan Wetbook Van Koophandel (Wv.K) yang 

diberlakukan  berdasarkan  Stb  1847 Nomor  23,  khususnya  

dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274, dan 

275. Dalam kaitan dengan peraturan  ini terdapat juga  hukum  

acara yang diatur dalam Failissenients Verordering (Aturan 

Kepailitan) sebagaimana yang diatur dalam Stb 1906 Nomor 348, 
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dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman  dalam praktek    

Peradilan Indonesia. 

  

B. Sumber  Hukum  Materil 

1. Nash  AI-Qur'an 

Dalam A l-Qur' an terdapat berbagai  ayat yang membahas    

tentang ekonomi berdasarkan prinsip syari'ah yang dapat 

dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai  masalah ekonomi  

dan  keuangan. Syauqi al Fanjani menyebutkan secara eksplisit   

ada  21  ayat  yaitu Al-Baqarah  ayat  188,  275  dan  279,  An-

Nisa' ayat  5 dan  32,  Hud ayat  61 dan  116, AI-Isra'   ayat  27, 

An-Nur ayat  33, AI-Jatsiah ayat 13, Ad-Dzariyah ayat 19, An-

Najm  ayat  31, AI-Hadid ayat 7, AI Hasyr  ayat  7, Al-Jumu'ah 

ayat 10, Al Maa'arifayat  24 dan  25, AI Ma'un ayat  1,2 dan  

3.64 

Di samping ayat-ayat tersebut di atas, sebenarnya masih 

banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang 

masalah ekonomi dan keuangan baik secara mikro maupun 

makro, terutama tentang prinsip-prinsip dasar keadilan dan 

pemerataan, serta berupaya selalu siap untuk memenuhi 

transaksi ekonomi yang dilakukannya  selama tidak bertentangan  

dengan prinsip-prinsip  syari' ah. 

 

2. Nash AI-Hadits 

Melihat kepada kitab-kitab  Hadits yang disusun oleh para 

ulama ahli hadits dapat diketahui bahwa banyak sekali hadits 

Rasulullah SAW yang berkaitan langsung dengan kegiatan 

ekonomi dan keuangan Islam. Oleh karena  itu mempergunakan  

Al Hadits sebagai  sumber hukum  dalam penyelesaian  sengketa 

ekonomi syari'ah sangat dianjurkan kepada pihak-pihak yang 

berwenang. 

                                                             
64 Mahmud   Syauqi  al  Fanjani, 1989, AI  Wajzfi  al  Iqtishad   al Islami, 

Terjemahan  Mudzkir, AS. Ekonomi Islam Masa Kini, Bandung:  Husaini. 
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Hadits  Rasulullah   SAW yang  dapat  dijadikan  rujukan  

dapat diambil dalam beberapa kitab hadits sebagai berikut:  

a. Sahih Bukhari,  Al Buyu'  ada 82 hadits,  ljarah  ada 24 

hadits,  As Salam ada 10 hadits,  Al Hawalah  ada 9 hadits,  

Al Wakalah ada 17 hadits,  Al Muzara'ah   ada 28 hadits  

dan Al Musaqatada 29 hadits. 

b. Sahih Muslim ada 115 hadits  dalam Al Buyu'. 

c. Sahih Ibn Hibban,  tentang  Al Buyu'  ada  141 hadits,  

tentang  Al-Ijarah ada 38 hadits. 

d. Sahih Ibn Khuzaimah  ada 300 hadits tentang  berbagai  hal 

yang menyangkut  ekonomi  dan transaksi  keuangan. 

e. Sunan Abu Dawud ada 290 hadits dalam kitab Al Buyu'. 

f. Sunan Al-Tarmizi  ada 117 hadits di dalam kitab Al Buyu'.  

g. Sunan Al Nasa'i  ada 254 hadits dalam kitab Al Buyu'. 

h. Sunan Ibn Majah ada 170 hadits di dalam kitab Al 

Tijarah. 

i. Sunan Al Darimi terdapat  94 hadits dalam kitab Al Buyu'.  

j. Sunan Al Kubra  li Al Baihaqi  terdapat  1085 hadits  

tentang  AlBuyu dan 60 hadist tentang Al Ijarah                                    

k. Musannaf  Ibn Abi Syaibah terdapat  1000 hadits. 

l. Musanaf Abdu Al Razzaq terdapat 13.504 hadits tentang Al 

Buyu' 

m. Mustadrak Al Hakim terdapat  245 hadits tentang  Al 

Buyu'. 

Angka-angka yang tersebut dalam kitab-kitab tersebut 

bukanlah hal yang berdiri sendiri,  sebab banyak  sekali nash 

AI-Hadits yang terdapat  dalam kitab-kitab  tersebut bunyi dan 

sanadnya sama. Hal ini akan sangat membantu dalam 

menjadikan Al-Hadits  sebagai sumber hukum ekonomi  syari'ah. 

Di samping sumber hukum ekonomi syari' ah yang 

terdapat  di dalam  kitab-kitab AI-Hadits di atas, masih  banyak  

lagi AI-Hadits yang terdapat dalam kitab-kitab lain seperti  

Sunan Al Daruquthni, Sahih Ibnu Khuzaimah, Musnad  
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Ahmad,  Musnad Abu Ya'la al Musili, Musnad  Abu  'Awanah,   

Musnad Abu Dawud al  Tayalisi, Musnad  al  Bazzar,  dan  

masih  banyak  yang  lain  yang  semuanya merupakan  sumber 

hukum  syari'ah  yang dapat dijadikan  pedoman dalam 

menyelesaikan  perkara  di Peradilan  Agama. 

  

C. Peraturan  Perundang-Undangan 

Banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan yang mempunyai  titik   singgung   

dengan Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006 ini. Oleh karena 

itu Hakim Peradilan Agama harus mempelajari dan 

memahaminya  untuk dijadikan  pedoman dalam memutuskan 

perkara ekonomi syari'ah. 

Di antara peraturan perundang-undangan  yang harus 

dipahami oleh Hakim Peradilan Agama yang berhubungan 

dengan Bank Indonesia,  antara lain: 

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang  Perbankan 

Syari'ah  sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 yang dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 

10 Tahun 1998 yang mengatur secara spesifik tentang 

Perbankan Syari'ah baik secara operasional maupun cara 

penyelesaian sengketanya. 

b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

32/34/Kep/Dir Tentang  Bank Umum Berdasarkan  Prinsip 

Syari'ah. 

c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

32/36/Kep/Dir/ Tentang Bank Perkreditan Rakyat 

Berdasarkan Prinsip Syari'ah. 

d. Surat Keputusan Direksi Bank IndonesiaNomor 

21/53/Kep/Dir/1988 Tanggal  27 Oktober  1988 Tentang 

Surat Berharga  Pasar Uang (SBPU). 

e. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

21/48/Kep/Dir/1988 dan Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 21/27/UPG Tangga1 27 Oktober  1988 Tentang 
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Sertifikat Deposito 

f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG Tanggal 

4 Juli 1995 jo. Surat Kepunisan Direksi Bank Indonesia 

Nomor 28/32/Kep/Dir Tertanggal 4 Juli 1995 Tentang 

Bilyet Giro. 

g. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor  

31/67/Kep/Dir Tertanggal  23 Juli 1998 Tentang Sertifikat 

Bank Indonesia 

h. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/49/UPG 

Tertanggal 11 Agustus 1995 Tentang Persyaratan Penerbitan 

dan Perdagangan Surat Berharga Komersial  (Commercial 

Paper). 

i. Surat  Edaran  Bank Indonesia Nomor 23/51/UKU 

Tanggal 28 Februari  1991 Tentang Pemberian Garansi 

Bank 

Sedangkan peraturan perundang-undangan yang lain  yang 

mempunyai  persentuhan  dengan Undang-Undang Nomor  3 

Tahun 2006 Tentang  Peradilan Agama, antara lain:  . 

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria. 

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang BUMN. 

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib 

Daftar Perusahaan, 

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang  Usaha 

Perasuransian. 

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang 

Perkoperasian. 

6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Dokumen 

Perusahaan. 

7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang  

Perusahaan Terbatas. 

8) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang. 

9) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
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Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan 

Dengan Tanah. 

10) Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar 

Modal. 

11) Undang-Undang Nomor  5 Tahun  1999 Tentang  

Antimonopoli dan Persaingan  Tidak Sehat. 

12) Undang-Undang Nomor 8 Tabun  1999 Tentang  

Perlindungan Konsumen. 

13) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1 999 Tentang Arbitrase 

dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. 

14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang  Wakaf. 

15) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang  Zakat. 

16) Undang-Undang Nomor 4.2 Tahun 1999 Tentang Fidusia 

17) Undang-Undang Nomor 31  Tahun 2000 Tentang Desain 

Industri. 

18) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang  Paten. 

19) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Tentang Merek. 

20) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang  Yayasan. 

21) Undang-Undang  Nonior  19 Tahun 2002 Tentang Hak 

Cipta. 

22) Peraturan  Pemerintah  Nomor 28 Tahun  1977 Tentang  

Wakaf Tanah Milik. 

23) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran  Tanah. 

24) Peraturan Pemerintah Nomo.r 13 Tahun 1998 Tentang 

perusahan Terbatas (Perseroan) 

25) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 Tentang 

Perusahaan Umum (Perum). 

26) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal 

27) Peraturan Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996 Tentang  

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 
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Atas Tanah. 

28) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 

Pembangunan Untuk Kepentingan  Umum. 

29) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan   

Pembangunan Untuk Kepentingan  Umu 

30) Keputusan.Presiden Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Badan 

Koordinasi  Penanaman  Modal. 

31) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang 

Kebijakan Nasional  di Bidang Pertanahan. 

32) Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Nomer 38/SKJ1999 

Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan  Penanaman  

Modal Dalarn Negeri  dan Penanarnan Modal Asing. 

33) Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/HK.060/9/2004   

Nomor 2/SKB/BPN/2004. 

34) Keputusan  Bersama  Menteri  Agama  dan   Kepala   Badan 

Pertanahan  Nasional Nomor  422  Tahun  2004,   Nomor 

3/SKB/BP_N/2004 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. 

 

D. Fatwa-fatwa  Dewan Syari'ah  Nasional  (DSN) 

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) berada di bawah MUI, dibentuk 

pada tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk 

menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan  

usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syari'ah Sampai saat  ini  telah: mengeluarkan 53 fatwa 

tentang kegiatan ekonomi  syari'ah, sebagai berikut: 

1) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 0l/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang  Giro. 

2) Fatwa Dewan Syari' ah Nasional Nomor 02/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang "Tabungan. 

3) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 03/DSN-
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MUI/IV/2006 Tentang Deposito. 

4) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Murabahah. 

5) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Jual Beli Saham. 

6) Fatwa Dewan Syari'ah  Nasional Nomor 06/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Jual Beli Istishna'. 

7) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Pembiayaan  Mudharabah (Qiradh). 

8) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Pembiayaan  Musyarakah. 

9) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Pembiayaan  Ijarah. 

10) Fatwa Dewan Syari'ah  Nasional Nomor 10/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang  Wakalah 

11) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor ll/DSN-

MUI/IV/200 Tentang  Kafalah. 

12) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 12/DSN-

MUI/IV/2006  Tentang  Hawalah. 

13) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor l3/DSN-

MUVIV/20G Tentang  Uang Muka dalam Murabahah 

14) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 14/DSN -

MUI/IV/2006 Tentang   Sistem   Distribusi   Hasil   Usaha  

dalam   Lembaga Keuangan  Syari' ah.  

15) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 15/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang   Prinsip   Distribusi   Hasil   Usaha   

dalam Lembaga Keuangan  Syari' ah. 

16) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 16/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Diskon dalam Murabahah. 

17) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 17/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang  Sanksi  atas Nasabah  Mampu  

yang  Menunda-nunda Pembayaran. 

18) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 18/DSN-

MU/IIV/2006 Tentang  Pencadangan  Penghapusan  Aktiva  
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Produktif  dalam Lembaga Keuangan  Syari'ah. 

19) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 191DSN-

MUIIIV/2006 Tentang Al Qardh. 

20) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 20/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Investasi  

Untuk  Reksa  Dana Syari'ah. 

21) Fatwa Dewan Syari'ahNasional Nomor 21/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Pedoman Umum Asuransi  Syari'ah. 

22) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 22/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Jual Beli Istishna'  Pararel 

23) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 23/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Potongan Pelunasan  dalam 

Murabahah 

24) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 24/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Safe Deposit Box 

25) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Rahn 

26) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 26/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Rahn Emas. 

27) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 27/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Al Ijarah Al Muntahiyah  Bi Al 

Tamlik. 

28) Fatwa  Dewan  Syari'  ah Nasional   Nomor  28/DSN-

MUI/IV/2006  tentang Jual beli mata Uang (Al Shari)  

29) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 29/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji  

Lembaga   Keuangan Syariah 

30)  Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 30/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Pembiayaan  Rekening  Koran  

Syari'ah 

31) Fatwa Dewan Syari' ah Nasional N omor 31/DSN -

MUI/IV/2006 Tentang Pengalihan  Hutang 

32) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 32/DSN-
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MUIIIV/2006 Tentang  Obligasi  Syari'ah. 

33) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 33/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang  Obligasi  Syari'ah  Mudharabah 

34) Fatwa Dewan Syari' ah  Nasional Nomor 34/DSN -

MUI/IV/2006 Tentang Letter of Credit (L/C) Impor  Syari'ah. 

35) Fatwa Dewan Syari'ah  Nasional  Nomor 35/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Letter of Credit (LlC) Eskpor  Syari'ah 

36) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 36/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang  Sertifikat  Wadi'ah  Bank Jndonesia  

(SWBI). 

37) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 37IDSN-

MUI/IV/2006 Tentang Pasar Uang Antar bank  

Berdasarkan  Prinsip  Syari'ah. 

38) Fatwa Dewan Syari'ah  Nasional Nomor 38/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Sertifikat Investasi  Mudharabah  

Antarbank  (Sertifikat IMA). 

39) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 39/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Asuransi  Haji. 

40) Fatwa Dewan Syari' ah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/ 

1V/2006 Tentang Pasar Modal dan Pedoman  Umum 

Penerapan  Prinsij Syari'ah  di Bidang Pasar Modal. 

41) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 41/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Obligasi  Syari'ah  Ijarah. 

42) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 42/DSN-

MUl/IV/2006 Tentang Syari'ah Charge Card. 

43) Fatwa Dewan  Syari'ah Nasional Nomor 43/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang  Ganti Rugi (Ta 'widh). 

44) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 44/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Pembayaran  Multijasa  

45) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 45/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Line Facility  (At-Tashilat). 

46) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 46/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang   Potongan Tagihan  Murabahah   (AI  



 
 

[91] 
 

Khas, Fi At Murabahah). 

47) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 47/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Penyelesaian  Piutang Murabahah 

Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar 

48) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 48/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Penjadwalan  Kembali Tagihan 

Murabahah 

49) Fatwa Dewan Syari' ah N asional Nomor 49/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Konversi  Akad Murabahah 

50) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 50/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Akad Murababah  Musytarakah  

51) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 51/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada 

Asuransi Syari’ah 

52) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 52/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang Akad   Wakalah  Bil  Ujrah Pada 

Asuransi  dan Syari’ah 

53) Fatwa Dewan   Syari'ah Nasional   Nomor 53/DSN-

MUI/IV/2006 Tentang    Adab   Tabarru'    Pada   Asuransi    

dan   Reasuransi Syari’ah.65 

  

E. Aqad Perjanjian (Kontrak)66 

Mayoritas  ulama  berpendapat bahwa asal dari semua  transaksi 

adalah halal. Namun asal  dan persyaratan memang masih 

diperselisihkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa 

persyaratani tu harus diikat dengan nash-nash atau kesimpulan-

kesimpulan dan nash berdasarkan ljtihad. Kalangan Hambaliyah 

dan Ibnu Syurmah serta sebagian para pakar hukum Islam di 

kalangan Malikiyah berpendapat lain. Mereka menyatakan 

                                                             
65  Rachmansyah Purba, 2009, Penyelesaian Sengketa Pada Perbankan 

Syari'ah  Pasca  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, 

Tesis, Medan:  SPs,USU,  balaman  54-68. 
66 H.M. Hasballah  Thaib, 2005,-Hukum  Akad (Kontrak)  Dalam Fiqih 

Islam dan Praktek  di Bank  Sistem Syari'ah,   Medan: PPs-USU. 
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bahwa transaksi dan  persyaratan  itu bebas.67 Namun demikian 

telah disepakati  bahwa asal perjanjian  itu adalah keridhaan 

kedua belah pihak, konsekuensinya  apa yang telah disepakati  

bersama  harus dilakukan. 

Menurut  Taufiq  dalam  mengadili  perkara  sengketa  

ekonomi syari'ah, sumber hukum utama adalah penjanjian,  

sedangkan yang lain merupakan   pelengkap   saja.  Oleh  karena   

itu,  hakim  harus memahami apakah suatu aqad perjanjian  itu 

sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian.  

Apakah suatu aqad perjanjian  itu sudah  memenuhi asas 

kebebasan  berkontrak,  asas  persamaan  dan keselarasan,  asas 

keadilan, asas kejujuran dan kebenaran serta asa tertulis.   Hakim  

juga  harus  meneliti apakah  aqad  penjanjian itu mengandung 

hal-hal yang  dilarang   oleh  syari'at Islam,   seperti mengandung  

unsur riba dengan segala bentuknya,  ada unsur gharar atau tipu  

daya, un sur maisir  atau spekulatif  dan unsur  dhulm  atau 

ketidakadilan. Jika unsur-unsur ini terdapat dalam aqad 

perjanjian itu maka hakim dapat menyimpang  dari isi aqad 

perjanjian  itu.68 

Berdasarkan Pasal 1244, 1245 dan 1246 KUH Perdata,  

apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji (wanprestasi) 

atau perbuatan melawan hukum, maka pihak yang dirugikan  

dapat menuntut  ganti rugi yang berupa pemulihan  prestasi,  

ganti rugi, biaya dan bunga. Apakah ketentuan ini dapat 

dilaksanakan dalam konsep perjanjian dalam syari'at Islam? 

Ketentuan ini tentu saja tidak bisa diterapkan seluruhnya dalam 

hukum keperdataan Islam, karena dalam aqad perjanjian  Islam 

tidak dikenal adannya bunga yang menjadi  bagian dan tuntutan  

ganti rugi. Oleh karena itu, ketentuan  ganti rugi harus sesuai 

dengan syari' at Islam. Jika salah satu pihak tidak melakukan 

                                                             
67  Abdullah al Muslih dan Shalah Ash Shawi, Ma La Yesa 'ut Tajiru 

Jahluhu Terjemahan  Abu  Umar  Basyir,  Fiqh  Ekonomi   Keuangan   Islam,  

Darul  Haq, Jakarta,  2004, halaman  58. 
68 Taufiq, Sumber Hukum Ekonomi Syari 'ah, Makalah  yang  disampaikan 

pada acara Semiloka Syari'ah, Hotel Gren Alia, Jakarta, tanggal 20 November 

2006, halaman  6-7 
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prestasi, dan itu dilakukan bukan karena terpaksa (overmach), 

maka ia dipandang ingkar janji (wanprestasi) yang dapat 

merugikan pihak lain. Penetapan wanprestasi ini bisa berbentuk  

putusan hakim atau atas dasar kesepakatan  bersama  atau 

berdasarkan  ketentuan  aturan hukum Islam yang berlaku. 

Sehubungan dengan hal di atas, bagi pihak yang 

wanprestasi dapat dikenakan ganti rugi atau denda dalam 

ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang 

ditimbulkannya serta t idak mengandung unsur ribawi. Jika  

debitur yang wanprestasi karena pertama, ketidakmampuan  

bersifat relatif, maka kreditur harus rnemberikan altematif berupa 

perpanjanga waktu pembayaran (rescheduling), memberi 

pengurangan (discount) keuntungan, diberikan kemudian berupa 

secondinilioning kontrak atau dilakukan likuidasi (penjualan 

barang-barang jaminan), Jika debitur masihjuga tidak  mampu  

membayar prestasinya, maka kreditur (Bank) dapat itu 

memberikan kebijaka  hapus  buku  (write  of).  Kedua, karena 

ketidakrnampuannya yang bersifat mutlak, kreditur (bank)  

harus bisa membebaskan debitur dari kewajiban membayar   

prestasi atau memberikan kebijakan hapus tagih (hair cut). 

Ketiga, jika debitur wanprestasinya  karena itikad  tidak  baik,  

maka  dapat diumumkan kepada masyarakat luas sebagai debitur 

nakal dan dikenakan  sanksi paksa badan atau hukuman lainnya 

Perbuatan  melawan hukum oleh C.S.T Kansil diartikan  

bahwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar  hak 

orang lain, atau berlawanan  dengan kewajiban hak orang lain, 

atau berlawanan dengan kewajiban  hak orang yang berbuat  atau 

tidak  berbuat  itu sendiri  atau bertentangan  dengan  tata  susila,  

maupun berlawanan dengan sikap hati-hati sebagaimana 

patutnya dalam pergaulan masyarakat, terhadap diri sendiri  dan 

terhadap  orang  lain.  Sanksi untuk  perbuatan melawan  hukum 

diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata  yang menetapkan  bahwa 

setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada 

orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
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kerugian itu mengganti kerugian tersebut.69 

Dalam hukum Islam, perbuatan melawan hukum dikenal 

dengan istilah "Perbuatan yang Membahayakan"  atau  "AI Fi'I Al 

Dharr". Dalam kaitan ini Musthafa Ahmad Al Zarqa 

menjelaskan bahwa ada 9 ayat  AI-Qur'an, 31 hadits  Rasulullah 

SAW  dan  23  pendapat sahabat yang menjelaskan  perbuatan 

yang membahayakan  itu. Ayat ayat A 1-Qur' an yang dimaksud 

adalah An- Nisa ayat 30, Al Baqarah ayat  188, AI-A'raaf  ayat 

56, AI-Baqarah  ayat 205, Yusuf ayat 73, An-Nur  ayat4  dan 

23 dan Surat An-Anbiya  ayat 78-79.70 

Melihat kepada  ayat-ayat   di  atas,  maka  bagi  seorang 

yang meiakukan perbuatan melawan hukum diminta untuk  

bertanggun .... jawab  atas perbuatannya. Hanya saja bentuk  

tanggung jawabnya berbeda-beda, ada yang bersifat moral  

(sanksi  ukhrawi)  ada pule yang bersifat  sanksi duniawi, yakni 

berbentuk keharusan memberi ganti rugi yang seimbang dan adil 

dengan kerugian yang diderita. ada juga yang berbentuk 

tanggung jawab dengan menghilangkan dharar (bahaya dan 

kerugian) dengan cara makruf atau bentuk lain yang dibenarkan  

oleh syari'at Islam.Namun ganti rugi di sini tidak boleh 

mengandung unsur-unsur ribawi sebagaimana  konsep rugi yang 

diatur dalam KUH Perdata. Jadi, dalam hukum Islam bagi 

debitur/kreditur yang melakukan perbuatan melawan hukum 

dapat dikenakan ganti rugi dan atau denda dalam ukuran yang 

wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan dan 

tidak mengandung unsur ribawi. 

 

F. Fiqih dan Ushul Fiqih 

Fiqih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Sebagian besar 

                                                             
69  C.S.T. Kansil,  1986, Pengantar  Ilmu Hukum dan Tala Hukum 

lndonesia, Jakarta:  Balai Pustaka,  halarnan 254 
70 Musthafa  Ahmad  Al-Zarqa,    1988, Al  Fi'U  Al  Dharr  Al  Dhaman 

Damaskus:  Dar'aI  Qalam, halaman  208 
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kitabkitab fiqih yang muktabar berisi berbagai masalah 

muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan  

masalah ekonomi syariah. Di samping kitab-kitab  fiqih yang 

dianjurkan oleh Menteri Agama RI melalui Biro Peradilan 

Agama berdasarkan  Surat Edaran Nomor  B/1/735 tanggal  18 

Februari 1958 agar mempedomani 13 kitab fiqih dalam memutus 

perkara di lingkungan Peradilan Agama, perlu juga dipelajari 

berbagai kitab fiqih lain sebagai bahan perbandingan dan 

pedoman seperti Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Ibn Rusy, 

Al Mulakhkhash Al Fiqihi yang ditulis  oleh Syaikh DR. Shalih 

bin Fauzan bin Abdullah Al Zuhaili, Fiqihus  Sunnah yang 

ditulis oleb Sayyid Sabiq dan sebagainya. 

Selain dari itu perlu juga dipahami berbagai qaidah fiqih,  

sebab qaidah-qaidah  ini sangat berguna dalam menyelesaikan 

perkara.Kaedah fiqih terkandung prinsip-prinsip fiqih yang 

bersifat umum dalam bentuk  teks pendek  yang mengandung 

hukum umum yang sesuai dengan kebahagian-bahagiannya. 

Kaedah fiqih ini berisi kaedah-kaedah hukum yang bersifat 

kulliyah yang diambil daripada dalil-dalil kulli,  yaitu  dari  dalil-

dalil AI-Qur'an dan As-Sunnah, seperti Al Dhararu Yuzalu (Hal-

hal yang mesti dihapuskan). 

Dengan  hal  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  

qawaid fiqiyah   adalah kaedah  atau dasar  fiqih  yang bersifat  

umum  yang mencakup hukum-hukum syara' menyeluruh dari 

berbagai bab dalam masalah-masalah yang masuk di bawah 

cakupannya. Dewan Syari'ah Nasional MUI dalam menetapkan  

berbagai  fatwa tentang  ekonomi syari' ah sebagaimana  yang 

terdapat dalam buku Himpunan  Fatwa DSN, hampir semua 

fatwanya selain berhujjah  pada Al-Qur'an  dan As-Sunnah serta 

aqwal ulama adalah berhujjah kepada aqidah fiqihiyyah. 

 

G. Urf 

Islam sengaja tidak menjelaskan semua persoalan hukum, 

terutama dalam bidang muamalah di dalam AI-Qur'an dan As-
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Sunnah. Islam meletakkan prinsip-prinsip umum yang dapat  

dijadikan pedoman oleh para mujtahid untuk ber-ijtihad 

menentukan hukum terhadap masalah-masalah baru yang sesuai 

dengan tuntutan zaman. Inilah diantaranya yang menjamin 

eksistensi dan fleksibilitas hukum Islam, sehingga hukum Islam 

akan tetap shalihun likulli zaman wal makan. 

Jika masalah-masalah baru yang  timbul saat ini  tidak  ada 

dalilnya dalam Al Qur'an dan As-Sunnah, serta tidak ada 

prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari peristiwa itu, 

maka dibenarkan untuk mengambil dari nilai-nilai yang hidup 

dalart masyarakat, sepanjang nilai-nilai   itu  tidak  bertentangan  

dengan syari' at Islam . 

Hal-hal yang baik menjadi kebiasaan, berlaku dan diterima 

secara umum serta tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip 

syari'ah itulah Urf Para ahli hukum Islam sepakat  bahwa  urf 

semacam ini dapat dijadikan pertimbangan  dalam menetapkan  

hukum. Disinilah muncul kaedah "AI 'Adah Muhakkamah". 

Berdasarkan urf para ahli hukum Islam menyatakan sahnya bai'  

salam,  bai'  istishna,  bai mu 'athah, ijarah dan sebagainy 

Dalam literatur yang membahas tentang kehujjahan urf 

sebagai sumber hukum, dapat diketahui  bahwa urf itu telah 

diamalkan oleh semua para ahli hukum Islam, terutama di 

kalangan mazhab Hanafiah dan Malikiyyah. Ahli hukum di 

kalangan Hanafiah menggunakan Istihsan dalam menetapkan 

hukum dan salah satu bentuk istihsan ini adalah istihsan al urf  Para 

ahli hukum kalangan mazhab Malikiyyah juga mempergunakan 

urf sebagai sumber hukum, terutama urf yang hidup di kalangan  

ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Para ahli 

hukum di kalangan  Syafiyyah banyak mempergunakan urf dalam 

hal yang tidak ditemukan hukumnya dalam hukum syara', 

Mereka mempergunakan kaedah "setiap yang  datangnya dengan  

syara', secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam  syara'   

maupun bahasa, maka hal tersebut dikembalikan kepada urf 

Imam Syafi'i mempergunakan uri sebagai sumber hukum atas 

dasar pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak),  
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dalam arti orang banyak akan mengalami  kesulitan  bila  tidak  

mempergunakan urf sebagai sumber hukum dalam 

menyelesaikan berbagai masalah sosial yang imbul dalam 

kehidupan  masyarakat. 

 

H. Yurisprudensi 

Sampai saat ini belum banyak yurisprudensi yang dapat 

dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara sengketa 

ekonomi syari' ah. Hanya saja sudah ada putusan dari 

Pengadilan Tinggi Agama Padang Nornor 32 dan 

33/Pdt.G/2007/PTA.Pdg yang di dalam salah satu putusannya 

membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukit tinggi Nomor: 

284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tanggal 5 September 2007 M bertepatan 

dengan  tanggal 23 Sya'ban 1428 H. Perkara ini diputuskan di 

Kota Padang dalam sidang  permusyaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 9 

Januari 2008 M bertepatan  dengan tang gal 30 Dzulhijjah  1428 

H. 

Kasus yang menimpa dua perbankan  syari' ah ternama 

dengan Pertamina. Pertamina rnengajukan pembiayaan dalam 

skema murabahah (jual beli) kepada  kedua  bank   syari'ah itu  

untuk membiayai pengadaan  100 unit kendaraan. 

Masing-masing bank syari'ah itu sepakat menyalurkan 

pembiayaan untuk 50 unit kendaraan. Satu kali, Pertamina 

terlambat membayar, namun, secara sepihak, salah satu bank 

tiba-tiba menaikkan harga jual akad  murabahah. Padahal, sesuai   

akad perjanjian transaksi murabahah, pihak bank  syari' ah tidak 

boleh menaikkan harga selama masa pembiayaan. Sejak. itu 

sengketa merebak. 

Menurut Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam (lAEI) 

Agustiono, sengketa ini tak kunjung selesai karena pihak bank 

enggan membawa kasus ini ke lembaga arbitrase syari'ah. 

Padahal, kasus sengketa syari' ah baru  bisa dibawa  ke lembaga 

arbitrase kalau kedua pihak menyetujui. 
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IAEI sendiri mengklaim telah melaporkan kasus ini ke 

Bank Indonesia, bank syari' ah yang bersangkutan, Dewan 

Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan  

Dewan Pengawas  Syari'ah  (DPS), namun hasilnya  tetap nihil. 

Kasus di atas adalah contoh kecil yang muncul secara 

diamdiam di dunia perbankan syari'ah. Data dari Direktorat 

Perbankan Syari'ah Bank Indonesia menyebutkan sepanjang 

2005 hingga akhir Juni 2006 sedikitnya ada 150 sengketa   

syari'ah.   Bahkan,  kasus sejenis cenderung  terus bertambah. 

Bank Indonesia sendiri sebagai otoritas pengawas perbankan 

termasuk bank syari'ah sudah memperingatkan bank-bank 

syari'ah yang melakukan praktek nakal Data  evaluasi  kinerja 

bank-bank syari'ah oleh Bank Indonesia menyebutkan beragam 

temuan. Tidak hanya soal praktek nakal perbankan syari'ah, 

tetapi juga masalah, produk yang dikeluarkan perbankan  

syari'ah. 

Dokumen itu menyebutkan secara sistematis produk 

perbankan. tersebut yang  merepotkan. Karena transaksi yang 

terjadi, meski tercatat dalam pembukuan bank, namun tetap 

saja menyalahi prinsip kehati -hatian. 

Direktur Bank Muamalat Andi Buchori mengakui  sistem 

yang berjalan di bank syari'ah belum sempurna. Namun ia yakin 

semus kasus yang muncul tidak akan mampu menghapus  

kekuatan  sistem perbankan  syari' ah. 
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BAB IX 

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI’AH 

MENURUT HUKUM ISLAM 

 

 

A. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan 

Hukum Islam 

1. Al Sulh (Perdamaian) 

Secara bahasa, "sulh" berarti meredam pertikaian, sedangkan 

menurut istilah "sulh" berarti suatujenis akad atau perjanjian 

untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak 

yang bersengketa secara damai. 71  Menyelesaikan sengketa 

berdasarkan perdamaian  untuk mengakhiri  suatu perkara sangat 

dianjurkan oleh Allah  SWT sebagaimana  tersebut  dalam Surat 

An Nisa'  ayat  126 yang artinya  "Perdamaian  itu adalah hal yang 

baik". 

Sulh juga mempunyai istilah lain yaitu Al Islah yang 

memiliki arti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan 

sengketa atau kerusakan, Islah .merupakan kewajiban umat Islam, 

baik secara personal maupun sosial. Penekanan islah ini lebih 

terfokus pada hubungan antara  sesama umat manusia  dalam 

                                                             
71  AW Munawir,  1984, Kamus Al Munawir, Yogyakarta: Pondok 

Pesantren Al Munawir,  halaman  843 
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rangka  pemerahan kewajiban  kepada Allah  SWT."72 

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian 

perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan 

perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafadz dari perjanjian tersebut. 

Jika ketiga hal tersebut sudah terpenuhi, maka perjanjian itu 

telah berlangsung sebagaimana  yang diharapkan. Dari perjanjian 

damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing   pihak: 

berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa 

perjanjian damai  yang sudah disepakati  itu tidak bisa dibatalkan  

secara sepihak. Jika ada pihak  yang tidak  menyetujui isi 

perjanjian  itu, maka  pembatalan perjanjian  itu harus atas 

persetujuan kedua belah pihak. Syarat-syarat sahnya suatu 

perjanjian  damai dapat diklasifikasi kepada beberapa hal sebagai 

berikut: 

a. Hal yang  menyangkut subyek 

Tentang subyek atau  orang  yang  melakukan perdamaian    

harus orang cakap bertindak menurut   hukum. Selain  dari  itu  

orang  yang melaksanakan perdamaian  harus orang yang  

mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk 

melepaskan haknya atau hal-hal Yang dimaksudkan dalam 

perdamaian tersebut. Belum tentu setiap orang yang cakap 

bertindak   mempunyai  kekuasaan atau wewenang. Orang  yang 

cakap bertindak menurut  hukum tetapi  tidak  mempunyai 

wewenang  untuk  memiliki  seperti:  pertama,  wali atas harta 

benda orang yang berada di bawah perwaliannya, kedua, 

pengampu  atas harta  benda  orang  yang berada  di bawah  

pengampuannya, ketiga, nazir  (pengawas) ·wakaf atas hak milik  

wakaf  yang  ada di bawah pengawasannya. 

 

b. Hal yang  menyangkut obyek 

Tentang obyek dari perdamaian harus memenuhi  ketentuan 

yakni: pertama, berbentuk  harta, baik berwujud maupun yang 

                                                             
72 H.M. Hasballah  Thaib  dan H. Zamakhsyari  Hasballah,  2008,  Op. 

Cit.,halaman  147-148 
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tidak berwujud seperti  hak  milik  intelektual, yang  dapat  dinilai 

atau dihargai, dapat diserahterimakan  dan bermanfaat, kedua, 

dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan 

kesamaran  dan ketidakjelasan,  yang pada akhirnya dapat pula 

melahirksn pertikaian baru terhadap obyek yang sama. 

c. Persoalan   yang  boleh  didamaikan (di-sulh-kan) 

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat 

dan boleh didamaikan  hanya dalam' bentuk pertikaian  harta 

benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak 

manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan 

perdamaian itu hanya diperbolehkan  dalam bidang muamalah 

saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal  hak-hak Allah tidak 

dapat didamaikan 

 

d. Pelaksana  perdamaian 

Pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakandengan dua 

cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang  

pengadilan. Diluar sidang pengadilan, penyelesaian sengketa 

dapat dilaksanakan balk oleh mereka sendiri (yang melakukan 

perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta  bantuan  

orang  lain  untuk menjadi  penengah  (wasit), itulah  kemudian  

yang  disebut  dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut 

dengan hakam. 

Pelaksanaan perjanjian damai melalui sidang pengadilan 

dilakukan  pada saat perkara  sedang diproses dalam sidang 

pengadilan. Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan 

bahwa sebelum perkara diproses, atau dapat juga  selama diproses 

bahkan sudah diputus oleh pengadilan tetapi belum mempunyai 

kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar pihak 

yang bersengketa supaya berdarnai. Seandainya hakim berhasil 

mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah 

putusan perdamaian, kedua belah pihak yang melakukan 

perdamaian itu dihukum untuk  mematuhi perdamaian  yang 

telah mereka sepakati. 
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Perjanjian  perdamaian  (sulh) yang dilaksanakan  sendiri 

oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam 

praktek di beberapa negara Islam, terutama dalam hal  perbankan 

syari'ah disebut dengan "tafawud" dan "taufiq"  (perundingan dan 

penyesuaian). Kedua hal terakhir  ini  biasanya dipakai dalam 

mengatasi  persengketaan   antara  internal  bank,  khususnya 

bank dan lembaga-lembaga  keuangan pemerintah.73 

 

2. Tahkim (Arbitrase) 

Dalam perspektifIslam, "arbitrase" dapat dipadankan dengan 

istilah "tahkim".  Tahkim  sendiri  berasal  dari kata  "hakkama".  

Secara umum, tahkim memiliki pengertian  yang sarna dengan 

arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan  seseorang 

atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih  atau 

lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, 

orang yang menyelesaikan  disebut dengan  "Hakam", 

Menurut  Abu al Ainain  Fatah  Muhammad  pengertian  

tahkim menurut istilah fiqih adalah sebagai bersandarnyadua   (2) 

orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai  

keputusannya  untuk menyelesaikan  pertikaian  para pihak yang 

bersengketa.74 Sedangkan menurut Said Agil Husein al Munawar 

pengertian  "tahkim"  menurut kelompok ahli mazhab Hanafiyah 

adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum 

diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah 

pihak yang bersumber  dari pihak yang mempunyai    kekuasaan    

secara   umum.  Sedangkan pengertian "tahkim" menurut   ahli  

hukum   dan  kelompok Syafi'iyah    yaitu memisahkan  pertikaian  

antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum   Allah  atau  

menyatakan dan menetapkan hukum syara' terhadap  suatu 

                                                             
73 Asyur Abdul Jawad Abdul Hamid,  J 996, An Nidham Lii Bunuk al 

Islami,  Al Ma'had  a1 Alamy IiI Fikr  al Islamy, Cairo, Mesir, halaman 230 
74 Abu al Ainain Fatah Muhammad, 1976, AI Qadha wa al Itsbat fi al 

Fiqih al  Islami,  Darr Al Fikr, Kairo, Mesir,  halaman  84 
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peristiwa  yang wajib di1aksanakannya.75 

Lembaga  arbitrase  telah  dikenal  sejak zaman pra Islam.  

Pada saat itu meskipun belum terdapat sistem Peradilan Islam 

yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, 

hak waris dan hak-hak  lainnya  seringkali   diselesaikan   melalui  

juru   damai (wasit) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa.  

Lembaga perwasitan ini terus berlanjut dan dikembangkan  

sebagai  alternati; penyelesaian sengketa dengan memodifikasi   

yang  pernah  berlakn pada masa pra Islam.  Tradisi  arbitrase 

ini lebih  berkembang  pada masyarakat Mekkah sebagai pusat 

perdagangan untuk menyelesaikan sengketa  bisnis diantara 

mereka. Ada juga  yang  berkembang di Madinah, tetapi lebih 

banyak dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan pertanian, 

sebab  daerah  Madinah dikenal  dengan  daerah agraris. Nabi 

Muhammad SAW, sendiri sering menjadi mediator dalam 

berbagai sengketa yang terjadi baik di Mekkah maupun di 

Madinah. Ketika daerah sudah berkembang lebih luas, mediator 

ditunjuk dan kalangan sahabat dan dalam menjalankan tugasnya 

tetap berpedoman pada Al Qur'an, Al Hadis dan Ijtihad  

menurut kemampuannya. 

Ruang lingkup arbitrase  hanya terkait  dengan persoalan 

yang menyangkut "huququl  ibad"  (hak-hak  perorangan) secara 

penuh, yaitu aturan-aturan hukum 'yang mengatur hak-hak 

perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya 

kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah  merusak 

harta orang lain, hak seorang pemegang gadai dalam 

pemeliharannya,  hak-hak yang menyangkut  jual  beli,  sewa  

menyewa dan  hutang piutang. OIeh karena tujuan dari  Arbitrase   

itu  hanya  menyelesaikan   sengketa dengan jalan  damai, maka 

sengketa  yang bisa diselesaikan  dengan jalan damai itu hanya 

menurut sifatnya menerima untuk didamaikan yaitu sengketa 

yang menyangkut  dengan harta benda dan yang sama sifatnya 

                                                             
75 Said Agil  Husein  al Munawar, 1994, Pelaksanaan   Arbitrase   di 

Dunia Islam,    Dalam  Arbitrase  Islam di Indonesia, BAMUI  & BMI, Jakarta; 

halaman  48-49 
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dengan itu sebagaimana  yang telah diuraikan  di atas.Menurut   

Wahbah   Az  Zuhaili,  para   ahli  hukum  Islam  di kalangan  

mazhab Hanabilah berpendapat bahwa tahkim berlaku dalam  

masalah  harta  benda,  qishash,  hudud,  nikah,  li'an, baik  yang 

menyangkut hak Allah dan hak manusia, sebagaimana yang 

dikatakan  oleh  Imam Ahmad  al Qadhi Abu  Ya'la (salah  

seorang mazhab ini) bahwa tahkim dapat dilakukan segala hal, 

kecuali dalam bidang  nikah,  li 'an, qazdaf,  dan qishash.  

Sebaliknya  ahli hukum  di kalangan  mazhab Hanafiyah 

berpendapat  bahwa tahkim itu dibenarkan dalam segala hal 

kecuali dalam bidang hudud dan qishash, sedangkan dalam bidang 

ijtihad hanya dibenarkan dalam bidang muamalah,  nikah  dan  

talak  saja.  Ahli  hukum  Islam  di kalangan mazhab Malikiyah 

mengatakan bahwa  tahkim  dibenarkan  dalam syari'at   Islam  

hanya  dalam bidang harta  benda  saja  tetapi  tidak dibenarkan  

dalam  bidang hudud, qishash dan li'an, karena masalah ini 

merupakan  urusan Peradilan.76 

Pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang sering 

dipakai oleh kalangan ahli hukum Islam. Untuk menyelesaikan  

perkara yang timbul dalam kehidupan masyarakat, termasuk  

juga dalam  bidang ekonomi syari'ah. Pendapat ini adalah sejalan 

dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Farhum bahwa  wilayah 

tahkim itu hanya yang berhubungan dengan harta benda saja, 

tidak termasuk dalam bidang hudud dan qishash77. Di Indonesia 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 huruf b Undang-Undang 

Nomor 30 T ahun 1999 tentang ADR dijelaskan bahwa sengketa-

sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak 

dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa-

sengketa yang menurut peraturan perundang undangan yang 

tidak dapat diadakan perdamaian. Ruang lingkup ekonomi  yang  

mencakup pemiagaan, perbankan, keuangan, penanaman  modal, 

                                                             
76 Wahbah Az Zuhaili, 2005, AI Fiqih al Islam wa Adiilatuhu, Juz IV,  

Dar Filer, Damaskus,  Syria, halaman  752. 
77 Muhammad  Ibnu Farhum,  Tabsirah at Hukkam fi Ushul al Qhadhiyah 

Manahij  al Ahkam,   Darr  al  Maktabah al  Ilmiah,  Jilid  I,  Libanon, 1031,  

tt. halaman  19 
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industri, hak kekayaan intelektual dan sejenisnya termasuk yang 

bisa dilaksanakan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang 

timbul dalam pelaksanaannya. Para ahli hukum Islam dikalangan 

mazhab  Hanafiyah. 

Malikiyah, dan Hambaliyah sepakat bahwa segala apa 

yang menjadi keputusan hakam (arbitrase) langsung mengikat 

kepada pihak-pihak yang bersengketa, tanpa lebih dahulu 

meminta persetujuan kedua belah pihak. Pendapat ini juga 

didukung oleh sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i. 

Alasan mereka ini didasarkan  kepada hadis Rasulullah SAW 

yang menyatakan bahwa apabila mereka sudah sepakat 

mengangkat  hakam untuk menyelesaikan persengketaan yang 

diperselisihkannya, keputusan hakam itu tidak mereka patuhi, 

maka bagi orang yang tidak mematuhinya akan mendapat  siksa 

dari Allah SWT Di samping itu, barang siapa yang diperbolehkan 

oleh syari'at untuk memutus suatu perkara, maka putusannya 

adalah sah, oleh karena itu putusannya mengikat, sama halnya 

dengan hakim di Pengadilan yang telah diberi wewenang oleh 

penguasa   untuk mengadili  suatu perkara. 

 

3. Wilayat al Qo.dha (Kekuasaan   Kehakiman) 

a. AI Hisbah 

Al Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang 

untuk menyelesaikan  masalah-masalah atau pelanggaran ringan 

yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses keadilan untuk 

menyelesaikannya. Menurut AI Mawardi kewenangan lembaga 

Hisbah  ini tertuju kepada  tiga hal yakni: pertama, dakwaan  yang 

terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau 

timbangan, kedua, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam 

komoditi dan harga seperti pengurangan  takaran dan timbangan 

di pasar, menjual bahan  makanan  yang sudah kadaluarsa, dan 

ketiga,  dakwaan yang terkait  dengan penundaan  pembayaran  

hutang  padahal pihak yang berhutang  mampu membayamya.78 

                                                             
78 Imam Al Mawardi,  1960, Al Ahkam al Sulthaniyyah,  Darr al Fikr, 
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Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa 

kekuasaan Al Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan 

terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari 

kemungkaran.  Menyuruh kepada kebaikan  terbagi  kepada  tiga  

bagian,  yakni: pertama, menyuruh kepada kebaikan yang terkait 

dengan hak-hak Allah misalnya menyuruh orang untuk 

melaksanakan shalat Jum'at  jika di tempat tersebut sudah cukup 

orang untuk melaksanakannya dan menghukum mereka  jika  

terjadi  ketidakberesan pada  penyelenggaraan  shalat Jum'at  

tersebut,  kedua, terkait dengan hak-hak manusia, misalnya 

penanganan  hak yang tertunda dan penundaan pembayaran  

hutang Munasib  berhak  menyuruh  orang  yang  mempunyai  

hutang  untuk segera melunasinya,  ketiga, terkait dengan hak 

bersarna antara hak hak Allah dan hak-hak manusia, misalnya 

menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis yatim dengan orang 

laki-laki yang sekufu, atau mewajibkan wanita-wanita yang 

dicerai untuk menjalankan iddahnya. Para Muhtasib berhak 

menjatuhkan  ta 'zir kepada wanita wanita  itu apabila ia tidak 

mau menjalankan  iddahnya. 

 

b. Al Madzalim 

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang 

teraniaya akibat sikap  semena-mena dari pembesar negara atau 

keluarganya,"yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh 

Pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang 

dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan  kasus-kasus 

pelanggaran hukum yang  dilakukan  oleh aparat  atau pejabat 

pemerintah seperti sogo menyogok, tindakan korupsi dan 

kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang 

berwenang menyelesaikar perkara ini disebut dengan nama wali 

Al Mudzalim  atau Al Nadlir. 

Melihat kepada  tugas  yang  dibebankan   kepada  wilayah  

Al-Mudzalim  ini maka untuk diangkat sebagai pejahat dalam 

lingkungar, Al-Mudzalim  ini  haruslah  orang  yang  pemberani 

                                                                                                                                               
Beirut,  Libanon, halaman  134. 
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dan sangguh melakukan hal-hal yang tidak sanggup dilakukan  

oleh hakim  biasa dalam menundukkan pejabat dalam  sengketa. 

Seseorang yang pengecut dan tidak berwibawa tidak  layak untuk  

diangkat sebaga, pejabat yang melakukan tugas-tugas di 

lingkungan Al Mudzalim Tugas-tugas Al Mudzalim pernah  

dilakukan oleh Rasulullah  SAW sendiri, namun badan ini baru 

berkembang pada pemerintahan  Bar, Umayyah pada masa 

pemerintahan Abdul Malik Ibn Marwan. 

Menurut Al Mawardi  bahwa Abdul Malik Ibn Marwan 

adalah orang  yang pertama sekali  mendirikan  badan urusan Al 

Mudzalim dalam pemerintahan Islam. khususnya dalam 

pemerintahan  Baru Umayyah.  Kemudian  Khalifah  Umar Ibn 

Abdul Aziz memperbaik kinerja lembaga Al Mudzalim ini 

dengan mengurus dan memberi harta rakyat yang pernah   

dizalimi oleh  para  pejabat   kekuasaan sebelumnya. Lembaga 

ini sangat berwibawa dan tidak segan-segan menghukum para 

pejabat yang bertindak zalim kepada masyarakat. 79 

 

c.  AI Qadha (Peradilan) 

Menurut arti bahasa, AI Qadha berarti memutuskan atau 

menetapkan. Menurut  istilah berarti "menetapkan hukum syara' 

pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya  secara adil   

dan  mengikat", Adapun kewenangan yang  dimiliki oleh lembaga 

ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang 

berhubungan dengan masalah al ahwal asy syakhsiyah (masalah 

keperdataan, termasuk didalamnya  hukum keluarga), dan 

masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).80 

Orang yang  diberi wewenang  menyelesaikan perkara di 

Pengadilan disebut dengan qadhi (hakim). Dalam  catatan  sejarah 

Islam, seorang yang pernah menjadi qadhi (hakim) yang cukup 

lama adalah Al Qadhi Syureih. Beliau memangku jabatan  

hakim selama dua periode sejarah, yakni pada masa  penghujung 

                                                             
79 Ibid.,  halaman 244 
80 Ibid., halaman  245. 
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pemerintah Khulafaurrasyidin (masa Khalifah Ali Ibn Abi 

Thalib) dan masa awal dari pemerintahan Bani Umayyah. Di 

samping tugas-tugas menyelesaikan perkara, para hakim pada 

pemerintahan Bani Umayyah juga  diberi tugas  tambahan  yang  

bukan berupa penyelesaian perkara, misalnya menikahkan wanita 

yang tidak punya wali, pengawasan  baitul mal dan mengangkat 

pengawas anak yatim. 

Melihat ketiga wilayah Al Qadha (kekuasaan kehakiman) 

sebagaimana tersebut di atas, bila dipadankan dengan  kekuasaan 

kehakiman di Indonesia, nampaknya dua dari tiga kekuasaan 

kehakiman terdapat kesamaan dengan Peradilan yang ada di 

Indonesia. Dari  segi  substansi  dan kewenangannya, wilayah  Al 

Mudzalim  bisa  dipadankan  dengan  Peradilan Tata Usaha 

Negara, wilayah Al Qadha bisa dipadankan dengan lembaga 

Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sedangkan wilayah Al   

Hisbah secara substansi tugasnya mirip dengan polisi atau 

Kamtibmas,  Satpol PP. 

 

 

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan 

Hukum Positif 

1. Perdamaian  dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa 

(ADR) 

Konsep sulh (perdamaian)  sebagaimana yang  tersebut dalam 

berbagai  kitab  fiqih merupakan  doktrin  utama hokum Islam 

dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan  suatu sengketa, 

dan ini sudah merupakan condition sine quo non dalam kehidupan 

masyarakat manapun, karena pada hakekatnya perdamaian 

bukanlah suatu pranata  positif   belaka, melainkan berupa fitrah 

pada manusia, Segenap manusia menginginkan seluruh aspek 

kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu,  tidak  ingin 

dimusuhi, ingin damai dan tenteram dalam segala aspek 

kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian 

dari kehidupan  manusia. 
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Pemikiran  kebutuhan  akan  lembaga  sulh (perdamaian) 

ada zaman modem ini tentunya bukanlah suatu wacana dan 

cita-cita yang masih  utopis, melainkan  sudah masuk ke wilayah 

praktis.  Hal ini dapat  dilihat  dengan  marak dan  populernya 

Alternative  Disput Resolution  (ADR). Untuk  konteks   Indonesia, 

perdamaian telat didukung keberadaannya dalam hukum positif   

yakni UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang  

Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.  Dengan adanya 

pengaturan secara positif mengenai  perdamaian,  maka  segala  

hal  yang  berkaitan dengar. perdamaian baik yang masih dalam 

bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan 

putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh 

negara. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase 

dan Altematif Penyelesaian   Sengketa  dapat  dikatakan   sebagai 

wujud yang   paling  riel  dan  lebih spesifik dalam  upaya negara 

mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian 

dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula 

dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada 

masayarakat untuk menyelesaikan masalah  sengketa  bisnisnya di  

luar  Pengadilan,  baik  melalui konsultasi,  mediasi,  negosiasi,  

konsiliasi  atau penilaian  para  ahli. 

Kecenderungan memilih Alternative Dispute Resolution (ADR) 

oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan: 

pertama, kurang  percaya  pada  sistem  pengadilan dan pada saat 

yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan 

sistem arbitrase dibanding dengan Pengadilan, sehingga 

masyarakat  pelaku bisnis lebih suka  mencari   alternatif   lain 

dalam  upaya  menyelesaikan berbagai sengketa  bisnisnya  yakni 

dengan jalan Arbitrase, kedua kepercayaan masyarakat   terhadap  

lembaga arbitrase khususnya BANI mulai menurun yang 

disebabkan banyaknya klausul-klausul arbitrase yang tidak  berdiri 

sendiri-sendiri, melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan 

pengajuan sengketa ke Pengadilan jika putusan arbitrasenya  

tidak berhasil  diselesaikan. Dengan kata lain, tidak  sedikit  
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kasus-kasus  sengketa  yang diterima  oleh Pengadilan 

merupakan kasus-kasus  yang  sudah diputus  oleh  arbitrase  

BANI. Dengan  demikian  penyelesaian  sengketa  dengan cara  

ADR merupakan  alternatif  yang menguntungkan. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini tidak  

seluruhnya memberikan  pengertian  atau batasan-batasan  secara 

rinci dan jelas. Disini akan dijelaskan  tentang pengertian  

singkat tentang  bentuk bentuk ADR sebagai berikut: 

a. Konsultasi 

Black's  Law Dictionary  memberi pengertian  konsultasi  adalah 

"aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan 

penasehat hukumnya", Selain itu konsultasi juga dipahami  

sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu  

masalah. Konsultasi sebagai pranata ADR dalam prakteknya 

dapat berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya 

dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Dalam hai ini 

konsultasi tidak dominan melainkan hanya memberikan pendapat   

umum  yang nantinya  dapat  dijadikan  rujukan  para pihak 

untuk menyelesaikan sengketanya. 

 

b. Negoisasi 

Dalam Business Law, Principles, Cases  and  Policy  yang disusun oleh 

Mark E. Roszkowski disebutkan: Negoisasi proses yang yang 

dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang 

saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara 

kompromis dan  memberikan  kelonggaran. Bentuk  ADR  seperti  

ini memungkinkan para pihak tidak turun langsung dalam 

bernegosiasi yaitu mewakilkan kepentingannya kepada masing-

masing  negoisator yang telah  ditunjuknya untuk melakukan  

secara kompromistis dan saiing melepas atau memberikan  

kelonggaran-kelonggaran demi tercapainya penyelesaiannya   

secara damai. 

Bentuk  negoisasi  hanya  dilakukan   di  Iuar pengadilan,   

tidak seperti perdamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan  
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pada setiap saat,  baik  sebelum proses persidangan (litigasi) 

maupun dalam proses  pengadilan dan dapat dilakukan di  dalam  

maupun di luar pengadilan. Agar mempunyai kekuatan mengikat, 

kesepakatan damai, melalui negoisasi ini wajib didaftarkan di 

Pengadilan  Negeri  dalam jangka  waktu  30 hari terhitung  

sejak pendaftarannya  sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 

ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

Tentang. Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa. 

 

c. Konsiliasi 

Black's Law Dictionary menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan 

penyelesaian  suatu sengketa dengan suasana persahabatan  dan 

tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan 

sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk 

menghindari  pro litigasi. 

Dari  definisi  tersebut   dapat  dipahami   bahwa  pada  

dasarm konsiliasi  adalah  bentuk ADR yang dapat  dilakukan 

dalam proses non ADR, yaitu  litigasi   dan  arbitrase.   Dengan  

kata  lain  yang perdamaian  yang bisa muncul dalam proses 

pengadilan dan sekaligus menjadi tugas hakim untuk 

menawarkannya sebagaimana disebutkan dalarn Pasal  1851 

KUH Perdata. Konsiliasi mempunyai  kekuatan hukum mengikat 

sarna dalarn konsultasi dan negoisasi, yakni 30 hari terhitung  

setelah penandatangannya dan dilaksanakan  dalarn waktu 30  

hari  terhitung  sejak pendaftarannya  (vide  Pasal  6  ayat  (7) 

Undang-Undang  Nomor 30 Tahun.1999). 

 

d. Pendapat  atau  Penilaian Ahli 

Bentuk ADR lainnya yang diintrodusir  dalam Undang-Undang 

Nomor  30 Tahun  1990 adalah  pendapat  (penilaian)  ahli. 

'Dalam rumusan Pasal 52 undang-undang ini dinyatakan  bahwa 

para pihak dalarn  suatu  perjanjian berhak  untuk  memohon  

pendapat yang mengikat  dari lembaga arbitrase  atas hubungan 
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hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada  

dasarnya  merupakan pelaksanaan dari  tugas  lembaga   arbitrase   

sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang  

Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi lembaga  arbitrase  adalah  

badan  yang  dipilih  oleh  para pihak   yang  bersengketa  untuk   

memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga 

tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat 

mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum 

timbul sengketa. 

 

2. Arbitrase(Tahkim) 

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak 

yang dibuatnya  untuk menyelesaikan sengketa  yang terjadi di 

kemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa 

dapat diserahkan kepada forum-forum  tertentu  sesuai dengan 

kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau 

ada juga yang melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu  arbitrase   

(choice of forum/choice of jurisdiction). Disamping itu, dalam klausul 

yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang 

disepakati  untuk dipergunakan  apabila  di kemudian hari terjadi  

sengketa  di antara mereka (choice of  law). 

Dasar hukum pemberlaknan   arbitrase dalam penyelesaian  

sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor  30 

Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  

Sengketa yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus  1999. 

Adapun ketentuanketentuan mengenai syarat-syarat obyektif  

yang  dipahami dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maupun  syarat  

subyektif dan syarat obyektif yang tersebut dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini didasarkan bahwa 

anbitrase itu merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam 

suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh   

topik   yang  diperjanjikan    oleh  para   pihak tersebut. 

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk 

menyelesaikan berbagai  sengketa bisnis yang terjadi dalam  lalu 

lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase 
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Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah 

persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan 

Arbitrase  Syari'ah  Nasional yang menangani masalah-masalah 

yang terjadi dalam  bank Syari’ah, dan BANI (Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis 

non Islam. 

 

a. Badan Arbitrase  Nasioaal Indonesia  (BANI)                                

Sebagian besar di negara-negara  barat telah memiliki  lembaga 

arbitrase dalam menayelesaikan berbagai sengketa ekonomi yang 

timbul akibat wanprestasi terhadap kontrak-kontrak yang 

dilaksanakannya. Dalam kaitan ini, Indonesia bagian dari 

masyarakat dunia juga telah memiliki  lembaga arbitrase dengan  

nama  Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia  yang  disingkat  

dengan BANI. Keberadaan BANI  ini  diprakarsai oleh  kalangan 

bisnis  nasional  yang tergabung  dalam Kamar Dagang  dan 

Industri (KADIN)  yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977. 

Adapun tujuan  didirikannya  Badan  Arbitrase  Nasional 

Indonesia  (BANI) adalah  rnernberikan  penyelesaian yang adil  

dan cepat  dalam sengketa-sengketa  perdata  yang timbul  dan 

berkaitan dengan perdagangan dan  keuangan baik yang  bersifat 

nasional maupun  yang  bersifat  internasional.  Di  samping itu, 

keberadaan BANI di samping berfungsi menyelesaikan  

sengketa, ia juga dapat menerima  permintaan yang diajukan  

oleh para pihak dalam suatu perjanjian  untuk memberikan  

suatu pendapat  (legal opinion) yang mengikat  mengenai  suatu 

persoalan. 

Oleh karena BANI dibentuk untuk kepentingan   masyarakat 

Indonesia, maka BANI  harus tunduk kepada hukum  Indonesia. 

Selama ini praktek arbitrase banyak diatur dalam HIR, 

khususnya Pasal 377 HIR yang menyebutkan bahwa arbitrase 

dibenarkan dalam penyelesaian sengketa  yang terjadi  antara 

para pihak dengan tetap berpedoman sebagaimana tersebut 

dalam buku ketiga Rv, dengan hal ini  dapat  diketahui  bahwa  
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secara  yuridis  formal  hanya  Rv  yang diakui  sebagai  hukum 

positif  arbitrase, dan tertutup kemungkinan untuk  memilih  dan 

mempergunakan  institusi  atau peraturan  yang terdapat  dalam 

Rv. Namun keberadaan BANI telah menerobos sifat tertutup 

Rv tersebut dengan memberlakukan beberapa peraturan lain, 

diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang 

meratifikasi ICSID  dan Kepres  Nomor  34 Tahun  1981 yang 

meratifikasi  New York  Convention 1059, sehingga ketentuan  yang  

menentukan Rv sebagai satu-satunya aturan hukum yang 

mengatur  arbitrase  sudah dipakai  lagi.  Dengan  demikian  sejak 

berdirinya BANI dibolehkan mendirikan  institusi arbitrase 

perman en yang dilengkapi oleh aturan aturan yang dibuat oleh 

pemerintah dan DPR atau hak opsi mempergunakan  aturan Rv 

atau aturan lainnya. 

Sebagaimana   yang  terdapat   dalam ADR  yang  lain,  

tujuan didirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)   

adalah memberikan   penyelesaian yang  adil dan  tepat  dalam  

sengketa sengketa  perdata  yang berkaitan  dengan perdagangan,  

industri dan keuangan  baik yang bersifat nasional maupun 

internasional. Selain dari itu, keberadaan BANI di samping 

menyelesaikan  sengketa,juga dapat menerima  permintaan  yang 

diajukan oleh para pihak alam suatu perjanjian untuk 

memberikan suatu pendapat (legal opinion) yang mengikat  

mengenai  suatu persoalan. 

Meskipun ada perbedaan yang cukup signifikan dengan 

tugas tugas pengadilan, tetapi proses ajudikasi BANI tetap 

berpedoman kepada peraturan prosedur secara khusus. Secara 

garis besar prosedur pelaksanaan arbitrase melalui BANI sebagai 

berikut ini, yakni: 

1) Prosedur  arbitrase   dimulai   dengan   didaftarkannya   surat 

permohonan untuk mengadakan arbitrase dan didaftar dalam 

register perkara masuk. 

2) Apabila perjanjian  arbitrase  ada  klausula  yang  mengatakan 

bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, maka 

klausula tersebut dianggap telah mencukupi. Dengan hal 
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tersebut Ketua BANI segera mengeluarkan perintah untuk 

menyampaikan salinan dari surat permohonan kepada si 

termohon,  disertai perintah untuk menanggapi permohonan 

tersebut dan memberi jawaban secara tertulis dalam waktu 30 

hari. 

3) Majelis  arbitrase  yang  dibentuk  atau  arbiter  tunggal  yang 

ditunjuk menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, akan 

memeriksa sengketa antara para pihak atas nama BANI dan 

menyelesaikan serta memutus sengketa. 

4) Bersamaan dengan itu, Ketua BANI memerintahkan  

kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang 

arbitrase pada waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 

hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu, 

dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan 

kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus. 

5) Terlebih dahulu  majelis akan mengusahakan tercapainya 

perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, 

6) Kedua belah pihak dipersilahkan untuk menjelaskan 

masingmasing pendirian serta mengajukan bukti-buktiyang 

oleh mereka dianggap perlu untuk menguatkannya. 

7) Selama belum dijatuhkan putusan, pemohon dapat 

mencabut permohonannya. 

8) Apabila majelis arbitrase menganggap pemeriksaan sudah 

cukup, maka ketua majelis akan menutup dan menghentikan 

pemeriksaan dan menetapkan hari sidang  selanjutnya   untuk 

mengucapkan  putusan yang akan diambil. 

9) Biaya pelaksanaan (eksekusi) suatu putusan arbitrase 

ditetapkan dengan peraturan  bersama  antara BANI dan 

Pengadilan  Negeri yang bersengketa 

 

Meskipun sudah ada putusan arbitrase yang telah diputus 

oleh BANI, kebanyakan para pihak tidak puas terhadap putusan 

tersebut. Hal mi dapat diketahui bahwa  sebagian  besar  perkara 

yang telah diputus oleh arbiter BANI masih tetap diajukan  

kepada Pengadilan secara litigasi. 
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b. Badan  Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) 

Perkembangan  bisnis  umat  Islam  berdasar  syari'ah   semakin 

menunjukkan  kemajuannya,  maka  kebutuhan  akan  lembaga  

yang, dapat  menyelesaikan   persengketaan   yang  terjadi   atau  

mungkin terjadi dengan perdamaian  dan prosesnya secara  eepat 

mernpakan suatu kebutuhan merupakan  suatu kebutuhan yang 

sangat mendesak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprakarsai  

berdirinya  BAMUI dan mulai dioperasionalkan  pada tanggal  1 

Oktober  1993. Adapun tujuan dibentuk BAMUI adalah: pertama,  

memberikan penyelesaian yang adil dan eepat dalam sengketa-

sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang 

perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain lain,  kedua,  

menerima  permintaan  yang diajukan  oleh para pihak dalam 

suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan 

suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu  perjanjian tanpa 

adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang 

mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan janji 

tersebut. 

Syarat utama untuk menjadi arbiter tunggal atau arbiter 

majelis diantaranya adalah beragama Islam yang taat 

menjalankan agamanya mereka dan tidak terkena larangan 

berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

Dalam menjalankan  tugasnya  arbiter harus  mengupayakan  

perdamaian semaksimal mungkin dan apabila usaha ini berhasil, 

maka arbiter membuat akta perdamaian dan menghukum. kedua 

belah  pihak untuk   mentaati dan  memenuhi  perdamaian 

tersebut. Jika   perdamaian  tidak berhasil, maka   arbiter   akan 

meneruskan pemeriksaannya, dengan cara para pihak 

membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan saksi-saksi 

atau mendengar pendapat para ahli dan sebelum mengajukan  

keterangannya  ia harus disumpah terlebih  dahulu. 

Asas pemeriksaan  sidang arbitrase  bersifat tertutup dan 

asas ini tidak bersifat mutlak  atau permanen, akan tetapi  dapat 

dikesampingkan  jika atas persetujuan kedua  belah  pihak  setuju 
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sidang dilaksanakan terbuka untuk umum. Kepentingan 

pemeriksaan secara tertutup ini adalah menghindari publisitas 

demi menjaga nama baik  perusahaan atau  bisnis  masing-masing  

para  pihak.  Putusan BAMUI bersifat final dan mengikat  bagi 

para pihak yang bersengketa dan wajib mentaati keputusan 

tersebut, para pihak harus segera mentaati dan memenuhi  

pelaksanaannya. Apabila ada para pihak yang tidak 

melaksanakan itu secara  suka rela, maka putusan itu dijalankan  

menurut  ketentuan  yang diatur  dalam Pasal  637 dan 639 Rv, 

yakni  Pengadilan Negeri  memiliki peranan  yang penting dalam 

memberikan  exequatur  bagi putusan  arbitrase. 

Oleh karena itu, BAMUI harus  menyesuaikan diri dengan 

hukum  yang  ada,  khususnya  jangkauan  kewenangannya, 

karena sengketa yang diputus oleh BAMUI itu  bukanlah   perkara 

yang didalamnya termuat campur tangan pemerintah atau bukan 

masalah masalah yang berhubungan dengan NTCR, Wakaf   dan 

Hibah sebagaimana tersebut dalam Pasal 616 Rv, yang pada 

perkara ini ada Pengadilan yang mengurusnya. Mengingat bahwa 

tidak semua masalah dapat dieksekusi  oleh Pengadilan, maka 

BAMUI membatasi kewenangannya hanya pada penyelesaian 

sengketa yang  timbul dalam hubungannya dengan  perdagangan, 

industri,  keuangan  dan jasa yang dikelola secara Islami. Supaya 

putusan arbitrase BAMUI ini dapat diterima dengan baik oleh 

pihak-pihak yang bersengketa, maka arbiter harus dapat 

menjatuhkan putusan yang adil dan tepat bagi pihak yang 

bersengketa. 

 

c. Badan  Arbitrase  Syariah   Nasional  (BASYARNAS) 

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)  berkedudukan 

di Jakarta dengan cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain 

yang dipandang  perlu. 

Badan Arbitrase  Syariah Nasional  (BASYARNAS) pada 

saat didirikan  bernama Badan Arbitrase  Muamalat Indonesia 

(BAMUI). ini BAMUI didirikan  pada tang gal 21 Oktober  1993, 
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berbadan hukum  Yayasan. Akte pendiriannya  ditandatangani  

oleh Ketua Umum MUI Bapak K.H. Hasan Basri dan Sekretaris 

Umum Bapak H.S. Prodjokusumo. BAMUI dibentuk oleh  

Majelis  Ulama  Indonesia nama (MUI) berdasarkan  keputusan 

Rapat Kerja Nasional (Rakemas) MUI tahun 1992.Perubahan 

nama dari BAMUI menjadi BASYARNAS diputuskan dalam  

Rakemas MUI  tahun 2002. Perubahan  nama, perubahan bentuk   

dan   pengurus BAMUI dituangkan dalam para SK MUI No.Kep-

09IMUIIXII/2003 tangga124  Desember 2003. 

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai 

dan dengan  Pedoman  Dasar  yang  ditetapkan  oleh MUI ialah 

lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen, tidak 

boleh dicampuri oleh kekuasaan dari pihak-pihak  manapun. 

Badan Arbitrase Syariah Nasional  (BASYARNAS) adalah 

perangkat organisasi MUI sebagai DSN (Dewan Syariah 

Nasional), LP-POM (Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat-

obatan dan Makanan), YDDP (Yayasan Dana Dakwah 

Pembangunan). 

Adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS 

sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 

Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase 

menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah 

cara penyelesaian sengketa  perdata  di luar peradilan 

umum, sedangkan  lembaga arbitrase adalah   badan yang 

dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk 

memberikan  putusan  mengenai sengketa tertentu. Badan 

Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah 

lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999. Sebelum Undang-Undang   Nomor 

30 Tahun 1999 diundangkan, maka dasar hukum   

berlakunya arbitrase adalah : 

a) Reglemen  Acara Perdata  (Rv.S,  1847: 52) Pasal 615 

sampai dengan 651 Reglemen Indonesia yang 
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diperbaharui (HIR S. 1941:44) Pasal 377 dengan 

reglemen Acara untuk Daerah luar Jawa dan Madura 

(RBg.3, 1927 :227) Pasal 705 

b) Undang-Undang  Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Hakim 

c) Yurisprudensi  tetap Mahkamah  Agung RI 

2) SK MDI (Majelis  Ulama Indonesia) 

SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 

tangga124 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase  

Syariah Nasional. Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASYARNAS) adalah lembaga hakim (arbitrase  syariah) 

satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan 

memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang 

perdagangan,  keuangan,  industri, jasa  dan lain-lain. 

3) Fatwa DSN-MUI 

Semua fatwa Dewan Syariah Nasional  Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI)  peri hal  hubungan muamalah   (perdata)  

senantiasa diakhiri  dengan ketentuan:  "Jika    salah  satu pihak 

tidak menunaikan kewajibannya  atau jika  terjadi perselisihan  

diantara kedua  belah  pihak,  maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan  Arbitrase   Syariah   setelah  tidak   tercapai   

kesepakatan melaiui musyawarah".  (Lihat Fatwa Nomor 05 

Tentang Jual Beli Saham,  Fatwa  Nomor  06  Tentang  Jual  

Beli 'Istishna "  Fatwa Nomor 07 Tentang Pembiayaan 

Mudharabah,  Fatwa Nomor 08 Tentang Pembiayaan 

Musyarakah, dan seterusnya). 

Badan Arbitrase  Syariah Nasional  (BASYARNAS) berwenang: 

a) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah 

(perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, 

industri, jasa dan lain-lain  yang menurut  hukum dan 

peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh   

pihak yang bersengketa,  dan para pihak sepakat secara 

tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada 

BASYARNAS sesuai dengan prosedur  BASYARNAS 
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b) Memberikan  pendapat yang mengikat atas permintaan para 

pihak tanpa   adanya  suatu  sengketa  mengenai  persoalan   

berkenaan dengan suatu perjanjian 

 

Badan Arbitrase  Syariah Nasional  (BASYARNAS) 

mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan-

ketentuan  antara lain pennohonan untuk mengadakan  arbitrase, 

penetapan  arbiter,  acara pemeriksaan,  perdamaian,  pembuktian  

dan saksi-saksi,  berakhimya pemeriksaan,  pengambilan  putusan, 

perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran  putusan, 

pelaksanaan putusan (eksekusi), biaya arbitrase 

 

 

 

3. Proses Litigasi Pengadilan 

Sengketa  yang tidak  dapat  diselesaikan  baik melalui  sulh 

(perdamaian) maupun secara tahkim  (arbitrase)  akan diselesaikan 

melalui  lembaga  Pengadilan.  Dalam  konteks  ekonomi  Syari' 

ah, Lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-

Undang Nomor 3Tahun  2006  Tentang  Peradilan  Agama 

telah  menetapkan  hal-hal yang menjadi kewenangan  lembaga 

Peradilan Agama. Adapun tugas dan wewenang  memeriksa,  

memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang 

beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dalam   

penjelasan undang-undang  ini disebutkan bahwa  yang. dimaksud  

dengan ekonomi syari'ah  adalah perbuatan  atau kegiatan usaha  

yang dilaksanakan menurut prinsip  syari'ah  yang meliputi bank  

syari' ah,  asuransi   syari'ah,  reasuransi syari'ah reksadana syari' 

ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan  syari'ah, pergadaian syari 'ah, 

dan dana pensiun, lembaga keuangan syari' ah, dan lembaga 

keuangan mikro syari'ah yang tumbuh dan berkembang di 

Indonesia. 
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Dalam hal penyelesaian sengketa  bisnis  yang dilaksanakan 

atas prinsip-prinsip syari'ah melalui mekanisme litigasi Pengadilan 

terdapat beberapa kendala, antara lain  belum tersedianya  hukum 

materil  baik  yang  berupa  undang-undang maupun kompilasi 

sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara. Di 

samping  itu, masih banyak para aparat  hukum yang belum   

mengerti   tentang   ekonomi syari'ah atau hukum bisnis  Islam.   

Dalam hal  yang menyangkut bidang sengketa, belum tersedianya 

lembaga penyidik   khusus   yang berkompeten dan menguasai    

hukum   syari'ah. 

Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam  menyelesaikan 

sengketa   bisnis  (ekonomi)   syari'  ah merupakan  pilihan  yang 

tepat  dan bijaksana. Hal  ini akan dicapai  keselarasan  antara 

hukum materiel yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan 

lembaga peradilan Agama yang m erupakan representasi lembaga 

Peradilan Islam, dan juga  selaras  dengan  para aparat hukumnya 

yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam. 

Sementara  itu  hal-hal yang berkaitan dengan  kendala-kendala 

yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dapat dikemukakan 

argumentasi bahwa pelimpahan wewenang mengadili perkara 

ekonomi  syari' ah  ke Pengadilan Agama pada  dasarnya tidak 

akan berbenturan dengan  asas personalitas ke-Islaman  yang 

melekat pada Pengadilan Agama. Hal ini sudah dijustifikasi 

melalui kerelaan para pihak untuk tunduk pada aturan syari'at 

Islam dengan menuangkannya dalam klausula kontrak yang 

disepakatinya. Selain kekhawatiran munculnya kesan eksklusif 

dengan melimpahkan wewenang mengadili perkara ekonomi 

syari'ah ke Pengadilan Agama sebenarnya berlebihan, karena 

dengan diakuinya lembaga ekonomi syari'ah dalam undang-

undang tersebut berarti  negara sudah mengakui eksistensinya 

untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah  kepada siapa 

saja, termasuk juga kepada yang bukan beragama  Islam 
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BAB X 

PILIHAN FORUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA 

PERBANKAN SYARI’AH 

 

 

A. Pilihan Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan 

Syari'ah Pra UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 

Untuk mengantisipasi  persengketaan ekonomi syari'ah yang 

terjadi di Lembaga keuangan Syari'ah, baik masyarakat, Lembaga 

Keuangan Syari'ah baik Bank  maupun   non  Bank,   serta   para 

pengguna jasanya menyadari bahwa mereka tidak dapat 

mengandalkan instansi  peradilan umum  apabila  benar-benar 

mau menegakkan  prinsip syari' ah.  Karena dasar-dasar  hukum 

penyelesaian perkara Berbeda. Sebelum diberlakukannya 

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan 

Agama, sengketa ekonomi syari' ah  tersebut  diselesaikan oleh 

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kini 

namanya Badan Arbitrase Syari'ah  Nasional  (BASYARNAS) 

yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan  Agung Republik   
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Indonesia   dan  Majelis  Ulama Indonesia.81 

 

1. Sejarah  BASYARNAS 

Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) adalah 

perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia 

(BAMlJl) yang merupakan  salah satu wujud dari Arbitrase Islam 

yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pendiriannya  

diprakarsai  oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tanggal 15 

Jumadil Awal 1414  H bertepatan dengan  tanggal  21  Oktober  

1993 M. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)   

didirikan  dalam  bentuk badan  hukum  yayasan sesuai  dengan  

akta notaris  Yudo Paripurno,  S.H. Nomor 175 Tanggal 21  

Oktober 1993. Peresmian Badan Arbitrase Muamalat   Indonesia 

(BAMUI) dilangsungkan tanggal 21  Oktober 1993. Nama yang 

diberikan pada  saat  diberikan adalah Badan Arbitrase Muamalat 

Indonesia (BAMUI). Peresmiannya ditandai dengan 

penandatanganan akta   notaris  oleh dewan pendiri, yaitu Dewan 

Pimpinan  Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  pusat  yang  

diwakili  K.H. Hasan  Basri  dan H.S.  Prodjokusumo,  masing-

masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan 

Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai  saksi  yang   

ikut menandatangani  akta notaris masing-masing H.M.  Soejono  

dan H. Zainulbahar Noor, S.E. (Dirut Bank  Muamalat 

Indonesia)  saat itu. BAMUI tersebut diketuai oleh H. Hartono  

Mardjono, S.H. sampai beliau wafat tahun 2003. 

Kemudian  selama kurang lebih 10 (sepuluh)  tahun Badan 

Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjalankan perannya, 

dan dengan pertimbangan yang   ada   bahwa   anggota   Pembina 

dan Pengurus Badan Arbitrase   Muamalat  Indonesia   (BAMUI) 

sudah banyak  yang meninggal  dunia, juga  bentuk  badan 

hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor  16 Tahun 2001 Tentang Yayasan  sudah  tidak sesuai  

dengan  kedudukan  BAMUI tersebut, maka atas keputusan 

                                                             
81  Muhammad  Syafi'i Antonio, 2001, Bank Syari 'ah, Dari Teori lee 

Praktek; Jakarta:  Gema Insani Press, halaman  214 
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rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-

09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama Badan 

Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)   diubah menjadi  Badan 

Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYAR1NAS) yang sebelumnya  

direkomendasikan dari hasil RAKERNAS  Ml.Il pada tanggal23-

26 Desember 2002. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional 

(BASYARNAS)  yang merupakan  badan yang berada di bawah 

MUI dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) diketuai  oleh H. Yudo Paripumo,  S.H. 

Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional  

(BASYARNAS) sangat diharapkan  oleh umat  Islam  Indonesia, 

bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan 

kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam,   melainkan   

juga   lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan 

perkembangan kehidupan ekonomi dan  keuangan   di  kalangan   

umat.   Karena   itu,  tujuan didirikan Badan Arbitrase Syariah 

Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan 

independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan 

terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan 

perdagangan,  industri keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan 

umat Islam. 

Sejarah berdirinya Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional 

(BASYARNAS) ini tidak  terlepas  dari  konteks   perkembangan 

kehidupan sosial ekonomi umat Islam, kontekstual ini jelas 

dihubungkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia  

(BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah  

(BPRS), serta Asuransi  Takaful yang lebih dulu lahir. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1992 Tentang 

Perbankan  belum diatur mengenai  bank syariah, akan tetapi 

dalam menghadapi  perkembangan  perekonomian  nasional yang 

senantiasa bergerak  cepat, kompetitif,  dan terintegrasi  dengan 

tantangan  yang semakin kompleks serta sistem   keuangan   yang 

semakin maju diperlukan  penyesuaian kebijakan di bidang  

ekonomi, termasuk perbankan. Bahwa dalam memasuki era 

globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian 
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internasional di bidang perdagangan barang dan  jasa,  diperlukan   

penyesuaian terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang 

perekonomian,  khususnya sektor perbankan, oleh karena itu   

dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 7 Tahun  

1992 Tentang  Perbankan  yang mengatur   tentang   perbankan 

syariah. Dengan adanya Undang undang ini maka pemerintah  

telah melegalisir keberadaan bank-bank yang beroperasi  secara  

syariah,  sehingga  lahirlah  bank-bank  baru yang beroperasi  

secara syariah. Dengan adanya bank-bank yang baru ini maka 

dimungkinkan  terjadinya sengketa-sengketa  antara  bank syariah   

tersebut   dengan   nasabahnya sehingga Dewan Syariah Nasional 

menganggap perlu mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembaga 

keuangan  syariah, agar didapat  kepastian hukum mengenai  

setiap akad-akad dalam perbankan syariah, dimana di setiap 

akad itu dicantumkan klausula arbitrase yang berbunyi: "Jika 

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika   

terjadi  perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya  

dilakukan  melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah" . 

Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional  

tersebut dimana  setiap bank  syariah  atau lembaga  keuangan  

syariah  dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan  

klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa  yang terjadi 

antara perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah  dengan  

nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase 

Syariah Nasional (BASYARNAS). 

Badan Arbitrase Syariah  Nasional (BASYARNAS)  berdiri 

secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen 

hukum yang menyelesaikan  perselisihan  para pihak, baik yang 

datang dari dalam lingkungan  bank syariah, asuransi syariah, 

maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan 

non muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah 

Nasional (BASYARNAS) selama yang bersangkutan 

mempercayai  kredibilitasnya  dalam menyelesaikan  sengketa. 
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Lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional ini, menurut 

Mariam Darus Badrulzaman,  sangat tepat karena melalui Badan 

Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya 

mempergunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan 

mempergunakan  hukum Islam.82 

 

2. Kompetensi Badan Arbitrase Syari’ah Nasional 

(BAYARNAS) 

Pada tahun 1993 Badan Arbitrase Muarnalat Indonesia (BAMUI) 

yang sekarang BASYARNAS dibentuk sebagai  salah  satu upaya 

untuk melakukan penryelesaian sengketa di  bidang   mu' amalat 

khususnya perekonomin syari'ah. Berdirinya BAMUI ini 

dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap permasalahan  hukum 

yang mungkin timbul akibat penerapan hukum mu'amalah  oleh 

Lembaga Keuangan Syari'ah yang pada waktu itu telah berdiri.83 

Meskipun telah ada lembaga peradilan, sering  kali  lembaga 

arbitrase menjadi altematif untuk menyelesaikan suatu  sengketa. 

Terdapat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Wahyu Wiryono 

dan Mariam Darus Badruizaman yaitu sebagai berikut: 

Kelebihan  arbitrase: 

a. Prosedur tidak berbelit dan keputusan dicapai dalam waktu 

relatif singkat 

b. Biaya lebih murah 

c. Dapat dihindari    ekspose dari keputusan  di didepan umum 

d. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih 

kekeluargaan 

                                                             
82 http: // www . mui . or .idlcontentlsejarah-BASYARNAS.  Sejarah 

BASYARNAS, terakhir  diakses pad a tanggal  25 Juni 2009 
83 Arbitrase  adalah cara  penyelesaian sengketa perdata di luar  

peradilan umum yang didasarkan  pada perjanjian  arbitrase yang dibuat 

seeara tertulis  oleh para pihak yang bersengketa (Undang-Undang Nomor 30 

Tabun 1999), sedangkan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa 

klausula arbitrase yang tereantum  dalam suatu perjanjian  tertulis yang dibuat 
para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian  arbitrase tersendiri  

yang dibuat para pihak setelah terjadi  sengketa. 

http://www.mui.or.idlcontentlsejarah-basyarnas/
http://www.mui.or.idlcontentlsejarah-basyarnas/
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e. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan 

diberlakukan oleh arbitrase. 

f. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter 

g. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam 

bidangnya  

h. Keputusan  dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi 

i. Keputusan  arhitrase  umumnya final  binding  (tanpa  harus  

naik banding  atau kasasi) 

j. Keputusan  arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan 

dieksekusi oleh pengadilan. 

k. Proses/prosedur    arbitrase   lebih  mudah  dimengerti   oleh 

masyarakat  luas. 

Adapun  kekurangan  arbitrase adalah sebagai berikut: 

a. Kemungkinan  hanya baik dan tersedia dengan baik 

terhadap perusahaan-perusahaan bonafide 

b. Kurangnya  unsur finality. 

c. Kurangnya power untuk menghadirkan  barang bukti, 

saksi, dan lain-lain. 

d. Kurangnya power  untuk law enforcement dan eksekusi 

keputusan.· 

e. Tidak dapat menghasilkan  solusi yang bersifat  prefentif. 

f. Kemungkinan timbulnya keputusan yang saling 

bertentangan satu sama lain   karena   tidak   ada   sistem    

''precedent'' terhadap keputusan sebelumnya, dan juga  

karena unsur fleksibilitas dan arbiter. Karena itu 

keputusan  arbitrase  tidak predektif. 

g. Kualitas keputusannya sangat  bergantung   pada  kualitas   

para arbiter  itu sendiri,  tanpa ada norma yang cukup 

untuk rnenjaga standar mutu keputusan  arbitrase.84 

                                                             
84 Abdul  Rahman Saleh, et. al. Arbitrase  Islam Indonesia, 1994, BAMUI 

bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia, Jakarta, halaman 58-60.  Lihat 
juga Wahyu Wiryono, Penyelesaian Sengketa Syari'ah, Makalah, diberikan pada 

Pelatihan Penyelesaian Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama, tanggal 8 
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Sedangkan  dasar hukum arbitrase  adalah sebagai berikut: 

a. Jika di antara orang-orang .beriman terjadi 

perselisihan/bertengkar/bersengketa, maka  damaikanlah   

mereka   (QS.  Al Hujurat:  9). 

b. Jika kamu  lihat  ada persengketaan  antara  keduanya  

maka  utus seorang  hakam dari keluarga  laki-Iaki  dan 

seorang hakam dari keluarga perempuan (untuk  

mendamaikan). Jika  kedua hakam tersebut sungguh-

sungguh memperbaiki niscaya Allah memberi taufik 

kepada mereka (QS. An Nisa'  : 35).  

c. Dianggap  belum beriman  kecuali mereka  telah 

menunjuk kamu sebagai hakam terhadap sengketa mereka. 

Mereka harus sepakat dan  dengan  sukarela  mentaati  

keputusanmu  (sebagai  hakamy. (QS. An Nisa':  65). 

d. Pasal 1338  KUHP, Sistem hukum terbuka yaitu:  "Semua 

perjanjian  yang  dibuat  sesuai dengan undang-undang 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali 

selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena 

alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. 

Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik". Dari 

ketentuan pasal tersebut, seluruh pakar hukum sepakat 

menyimpulkan bahwa dalam hal hukum perjanjian, hukum 

positif (hukum yang berlaku) di Inccnesia menganut  

sistem "terbuka". 85 

e. Pasal    16  Undang-Undang    Nomor   4   Tahun   2004   

tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai 

berikut: 

1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, 

                                                                                                                                               
Juli2006, di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

85  Artinya setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa dan 

bagaimanapunjuga, sepanjang pembuatannya dilakukan sesuai dengan undang 

undang  dan  isinya tidak bertentangan dengan  ketertiban umum  dan atau 

kesusilaan.Termasuk dalam pengertian 'bebas' disini tidak saja yang 
menyangkut "bagairnana  'cara  menyelesaikan perselisihan yang  terjadi  atau 

mungkin  dapat terjadi". 
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mengadiii, dan  memutus   suatu  perkara  yang  

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau 

kurang jels,  melainkan  wajib untuk memeriksa  dan 

mengadilinya. 

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

menutup usaha penyelesaian  perkara perdata  secara 

perdamaian. 

Dari ketentuan  yang termaktub  dalam Pasal  16 ayat (2) 

tersebut jelas keberadaan  "lembaga yang bertujuan  untuk 

menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi di antara 

dua pihak yang mengadakan perjanjian", sepanjang hal itu 

disetujui oleh kedua belah pihak,   secara  sah  diakui  di  

negara Indonesia. Dalam praktek lembaga" yang dimaksud 

ada  yang  menamakannya "peradilan wasit" atau "wasit"  

saja dan ada pula  yang menamakan  "Badan Arbitrase". 

f. Pactum  de Compromittendo 

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 615 

RV, penetapan,  penunjukan,  atau pengangkatan  "wasit"  

dapat dilakukan oleh para pihak  yang berselisih  sesudah  

selisih  atau sengketa itu terjadi. Akan tetapi penunjukan  

itu dapat pula ditetapkan  di dalam perjanjian bahwa  

apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau 

persegketaan di antara kedua belah pihak, kedua belah 

telah menentukan wasit yang diminta untuk menyelesaikan 

sengketa yang terjadi tersebut. Dengan demikian dalam hal 

yang tersebut terakhir ini para pihak telah menetapkan 

seseorang atau sesuatu badan “wasit” untuk menyelesaikan 

sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Di dalam 

praktek maupun menurut ilmu hukum, cara pertama 

disebut “akta kompromi”, sedangkan cara kedua disebut 

“Pactum  de Compromittendo”.86 

                                                             
86Muhammad  Syafi'i  Antonio,  Op. Cit., halaman  214-216.  Lihatjuga    

M. Tabroni,   A.Z.,   2007,   Mediasi   dan  Arbitrase,    Makalah,   disampaikan    

pada Pelatihan Kontraktual  Magister  Studi Islam Universitas  Islam  
Indonesia. 
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3. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi BASYARNAS  

BASYARNAS merupakan lembaga arbitrase yang merupakan 

lembaga  arbitrase yang  berperan menyelesaikan sengketa  antara 

pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi  syari'ah, di 

luar jalur  pengadilan, untuk mencapai  penyelesaian terbaik 

ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat.  Putusan  

BASYARNAS bersifat final dan mengikat  (binding). Untuk  

melakukan eksekusi atas putusan tersebut, penetapan  

eksekusinya  diberikan  oleh pengadilan  negeri setempat. 

Akan tetapi dalam melaksanakanfungsinya, BASYARNAS 

memiliki beberapa persoalan yang cukup mengganggu  

kinerjanya. Persoalan-persoalan   terse but antara lain: 

a. Sumber daya manusia 

BASYARNAS memang diawali oleh orang-orang  yang 

relatif sibuk. Yudho Paripurno, Ketua BASYARNAS, adalah 

anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan yang 

merangkap notaris, Jadwal resminya  ke kantor  BASYARNAS 

hanya sekali  sebulan,  tepatnya hari Jum' at pekan ke-3. Itu pun 

belum tentu tiap bulan dia datang ke BASYARNAS. 

Berdasarkan keterangan sumber hukum online, dia bahkan 

pernah dua bulan berturut-rurut tidak menginjakkan  kakinya ke 

BASYARNAS. 

Yudho sebenarnya dibantu oleh tiga orang wakil ketua. 

rianya, ketiganya tidak jauh beda dengan Yudho Hidayat  

Akhyar, Wakil Ketua I, sehari-hari sibuk sebagai pengacara. 

Fatimah Achyar, Wakil Ketua  II, adalah  mantan hakim  agung 

yang  lebih sering menghabiskan waktunya di Departemen 

Kehakiman. Wakil Ketua III adalah Abdul Rahman Saleh, Jaksa 

Agung RI, yang nyaris tak punya waktu menyambangi  

BASYARNAS. 

Jajaran pengurus harian BASYARNAS yang lain ternyata 

hanyalah  bekerja Iillahi ta'ala. Nggak ada gaji, kata Ahmad 

Jauhari, Sekretaris BASYARNAS, yang profesi resminya  adalah 
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. 

dosen Universitas  Muhammadiyah Jakarta. Bisa jadi  faktor gaji 

itulah yang menyebabkan mereka malas mengurusi 

BASYARNAS. 

Mengenai hal ini  Agustianto, Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam 

Indonesia, mengungkapkan bahwa restrukturisasi di 

BASYARNAS merupakan  sebuah  keniscayaan.  "Bahkan  kalau 

perlu  ada penambahan personil".  Kesibukan para pengurus 

BASYARNAS ini, kata Agustiono, sedikit banyak berpengaruh 

terhadap tidak maksimalnya  kinerja BASYARNAS. 

 

 

b. Kesulitan Dana 

Meski bergelut di bidang  penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, 

nyatanya BASYARNAS tak bergelimang rupiah. Untuk menutup 

biaya operasional saja, BASYARNAS harus menyodorkan 

proposal permohonan dana dari sejumlah Bank. Kepada Bank 

Indonesia (BI), tahun 2006 BASYARNAS memohon bantuan  

senilai Rp. 200 juta. Beruntung, Direktorat  Perbankan  Syari'ah 

BI mau mengucurkan dana senilai Rp.  100 juta. 

 Kecuali BI, bank-bank yang menjadi partner BASYARNAS 

terbilang pelit membantu operasional BASYARNAS.  BTN, Bank 

DKI, Bank Jabar   dan  beberapa bank lainnya yang punya  divisi 

syari'ah, memang bersedia 'menghibahkan' dananya ke kas 

BASYARNAS, tapi angkanya tidak seberapa. Berdasarkan 

kalkulasi surnber hukum online, dana yang diperoleh 

BASYARNAS dari bankbank itu, termasuk dari Bank 

Muamalat,  tahun  ini jumlahnya tidak lebih dari 200 juta. 

Dana  yang beredar di BASYARNAS cukup  minim, meski 

dia tidak mau menyebut angkanya. BASYARNAS sejatinya bisa 

memanfaatkan pemasukan dari biaya penyelesaian suatu 

sengketa. Tetapi alternatif  ini  tidak bisa  dioptimalkan lantaran 

sangat minimnya jumlah perkara yang  masuk dan   diselesaikan 

BASYARNAS. Lebih dari itu,  perkara yang berhasil    ditangani 

BASYARNAS sejauh ini adalah perkara 'remeh' yang 
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nominalnyatak lebih dari Rp. 1 miliar. Biaya berperkara  di 

BASYARNAS   dapat dilihat di bawa ini : 

  Tuntutan Kurang       Tuntutan Lebih 

  Dari Rp. 1 M        Dari Rp. 1 M 

Penunjukan klausal arbitrase Rp.20.000,-        Rp. 20.000,- 

Pedaftaran perkara Rp.300.000,-        Rp. 500.000,- 

Komisi untuk arbiter (3 orang) 2-6 persen        1 persen 

Pemanggilan saksi dan ahli 6 persen        1 persen 

 

Soal minimnya dana ini, Agustiono menyarankan agar 

Depkumham dan MA turut mengulurkan tangan. "BASYARNAS  

kan membantu tugas pengadilan. Wajar kalau Depkumham dan 

MA turut membantu"    

 

c. Sosialisasi  terhambat 

BASYARNAS membuka empat kantor cabang di  Surabaya, 

Riau, Lampung dan Yogyakarta. Daerah-daerah yang lain, juga 

akan menyusul. "Saya sering menagih janji ketua MUI daerah 

untuk segera membentuk kantor cabang BASYARNAS di 

daerah", 

Pembentukan kantor cabang BASYARNAS di daerah boleh 

jadi adalah solusi terbaik untuk mengimbangi berkembang 

pesatnya ekonomi syari'ah.  Lembaga Keuangan  Syari'ah (LKS)  

sekarang mulai bertebaran, terutama di Jawa dan Sumatera.  

Hanya, MUI daerah terkesan masih enggan mendirikan kantor 

cabang BASYARNAS. 

Prosedur pendirian kantor cabang BASYARNAS cukup 

sederhana. MUI daerah menyiapkan SDM, sekretariat dan alat 

pendukungnya,  Ketua BASYARNAS pusat lantas menerbitkan 

SK (Surat Keputusan). 

 

B. Pilihan  Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan 

Syari'ah Pasca Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006 

1. Sejarah   Terbentuknya   Pengadilan   Agama 

Perjalanan  kehidupan  pengadilan  agama mengalami pasang 
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surut. Adakalanya wewenang dan  kekuasaan yang dimilikinya   

sesuai dengan nilai-nilai  Islam dan kenyataan yang ada dalam 

masyarakat. Pada kesempatan  lain kekuasaan dan wewenangnya 

dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-

undangan,  bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari 

penguasa (kolonial Belanda)  dan golongan masyarakat  tertentu  

agar posisi pengadilan agama melemah. 

Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia 

melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya  

masing masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh 

Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan  kerajaan Islam 

pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-

kerajaan Islam lainnya. Pada pertengahan abad  ke 16, suatu  

dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah,  

dan  akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di 

pesisir  utara, sangat  besar perannya dalam penyebaran Islam di 

Nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke 

dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M 

penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah  

Indonesia. 

Dengan timbulnya komunitas-komunitas  masyarakat Islam, 

maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara 

berdasarkan  hukum Islam makin diperlukan. Hal ini Nampak 

jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang  

berdasarkan hukum Islam tersebut  yakni: 

a. Dalam keadaan  tertentu,  terutama  bila tidak ada hakim di 

suatu wilayah tertentu, maka dua orang yang bersengketa itu 

dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi 

syarat. Tahkim (menundukkan diri kepada seseorang yang 

mempunyai otoritas  menyelesaikan masalah hukum) hanya  

dapat berlaku apabila kedua belah pihak terlebih dahulu   

sepakat untuk menerima dan mentaati  putusannya nanti,  

juga   tidak   boleh menyangkut  pelaksanaan  pidana, seperti 

had (ketentuan hukum yang sudah positif bentuk  hukumnya)   

dan  ta 'zir  (ketentuan hukum yang bentuk hukumnya melihat 
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kemaslahatan masyarakat). 

b.  Bila  tidak  ada Imam, maka penyerahan wewenang  untuk 

pelaksanaan  peradilan dapat dilakukan  oleh ahlu al-hally wa 

alaqdi (lembaga yang mempunyai otoritas menentukan 

hukuman), yakni para sesepuh dan ninik mamak dengan 

kesepakatan. 

c.  Tauliyah dan Imamah pada dasarnya peradilan yang 

didasarkan atas  pelimpahan   wewenang atau  delegation   of  

authority dan kepala negara atau orang-orang yang 

ditugaskan olehnya kepada seseorang yang memenuhi  

persyaratan  tertentu. 

Dengan mengikuti ketiga proses pembentukan peradilan 

tersebut  di atas,  dapatlah  diduga  bahwa  perkembangan   qadla  

al-syar'i (peradilan  agama) di Indonesia dimulai dari periode 

tahkim, yakni pada permulaan Islam menginjakkan kakinya di   

bumi Indonesia dan dalam suasana masyarakat sekeliling belum 

mengenal ajaran Islam. Tentulah orang-orang Islam yang 

bersengketa  akan bertahkim kepada ulama yang ada. Kemudian 

setelah terbentuk kelompok masyarakat Islam yang mampu    

mengatur  tata kehidupannya sendiri menurut ajaran baru 

tersebut atau di suatu wilayah  yang pernah  diperintah raja-raja 

Islam. tetapi kerajaan  itu punah  karena  penjajahan, maka 

peradilan  Islam  masuk  ke dalam periode tauliyah  (otoritas 

hukum) oleh ahlu al-hally wa al- aqdi. 

Kelembagaan Peradilan Agama  sebagai  wadah,  dan  

hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam 

menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. 

Dalam sejarah perkernbangannya,  kelembagaan peradilan agama 

mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam 

lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tidak 

terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu 

kraton  yang mengurus  keagamaan  Islam  dalam semua  aspek 

kehidupan. Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan 

peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk peradilan  

tersendiri  dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, 
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namun kelembagaan  ini tidak dapat berjalan. 

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah 

Nomor 1/SD dibentuk Kementrian Agama, kemudian dengan 

Penetapan Pemerintah  tanggal 25 Maret 1946 Nomor  5/SD   

semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan 

dari Kementrian Kehakiman ke dalam Kementrian Agama. 

Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi 

lembagalembaga Islam dalam sebuah wadah badan yang 

bersifat nasional. Berlakunya Undang-Undang  Nomor 22 Tahun  

1946 menunjukkan dengan jelas maksud-maksud untuk 

mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh 

wilayah Indonesia di bawah pengawasan  Kementrian Agama. 

Dengan keluarnya Undang-UndangNomor 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 

maka kedudukan  Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam 

sistem peradilan di Indonesia.  Undang-undang   ini  menegaskan 

prinsip prinsip  sebagai berikut: 

a. Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan 

Yang Maha Esa"; 

b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan 

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; 

c. Mahkamah  Agung adalah Pengadilan  Negara Tertinggi. 

d. Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara 

organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah 

masing-masing departemen  yang bersangkutan. 

e. Susunan kekuasaan  serta acara dari badan peradilan  itu 

masing-masing  diatur dalam undang-undang  tersendiri. 

Hal ini  dengan  sendirinya memberikan  landasan  yang 

kokoh bagi  kemandirian Peradilan  Agama,  dan memberikan 

status yang sama dengan peradilan-peradilan lainnya di 

Indonesia. 

Dalam sejarah perkembangannya, personil Peradilan Agama 

sejak  dulu  selalu  dipegang  oleh  para  ulama  yang  disegani 
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yang menjadi  panutan  masyarakat sekelilingnya. Hal  itu  sudah  

dapat dilihat sejak dan proses pertumbuhan Peradilan Agama 

sebagaimana disebut di atas. Pada  masa kerajaan-kerajaan Islam, 

penghulu keraton sebagai pemimpin keagamaan Islam di 

lingkungan keraton yang membantu tugas raja di bidang 

keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam. Demikian pula 

para personil yang telah banyak berkecimpung dalam 

penyelenggaraan Peradilan Agama adalah ulama-ulama yang 

disegani, seperti: K.H. Abdullah Sirad Penghulu Pakualaman, 

K.H.  Abu  Amar Penghulu Purbalingga, K.H.  Moh. Saubari  

Penghulu Tegal, K.H. Mahfud Penghulu Kutoarjo, Ichsan 

Penghulu Temanggung, K.H.  Moh.  Isa  Penghulu Serang,  K.H. 

Musta'in  Penghulu  TIlban, dan K.R. Moh. Adnan Ketua 

Mahkamah Islam  Tinggi tiga zaman  (Belanda,  Jepang  dan 

R.I). Namun sejak tahun 1970-an, perekrutan tenaga personil  di 

lingkungan Peradilan Agama khususnya untuk  tenaga  hakim 

dan kepaniteraan mulai diambil dari alumni lAIN dan 

perguruan tinggi agama. 

Dan uraian singkat tentang sejarah perkembangan peradilan 

agama terse but di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan 

agama bercita-cita untuk dapat memberikan pengayoman dan 

pelayanan hukum kepada masyarakat.Agar pengayoman hukum 

dan pelayanan hukum tersebut dapat terselenggara  dengan baik, 

diperlukan perangkat  sebagai berikut: 

a. Kelembagaan 

Peradilan  Agama yang mandiri  sebagaimana  lingkungan 

peradilan  yang lain yang secara nyata didukung dengan 

sarana dan prasarana serta tatalaksana yang memadai dan 

memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

b. Materi Hukum 

Hukum Islam sebagai hukum materiil peradilan agama yang 

dituangkan   dalam  ketentuan  perundang-undangan   yang 

jelas. Dimulai dengan Kompilasi Hukum Islam, yang 

selanjutnya perlu disempurnakan dan dikembangkan,  
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kemudian hukum mengenai shadaqah dan baitul mal segera 

dibentuk. Demikian pula dengan hukum forrnil peradilan  

agama perlu dikembangkan. 

c. Personil 

Dalam melaksanakan tugas kedinasan ia sebagai aparat 

penegak hukum  yang  profesional,  netral  (tidak  memihak)  

dan  sebagai anggota masyarakat ia orang yang mengusai 

masalah keislaman yang menjadi panutan dan pemersatu 

masyarakat sekelilingnya serta punya integritas  sebagai 

seorang muslim. 

 

 

2.  Kompetensi   Pengadilan   Agama 

Perluasan wewenang-pengadilan agama setelah diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan 

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama, antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Penyebutan 

ekonomi syari'ah menjadi penegas bahwa kewenangan 

pengadilan agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa 

di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi  

syari' ah  lainnya.  Misalnya,  lembaga keuangan mikro syari'ah, 

asuransi  syari' ah, reasuransi syari' ah, reksa dana syari'ah, 

obligasi dan surat berjangka menengah syari'ah, sekuritas 

syari'ah, pembiayaan   syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun 

lembaga  keuangan  syari'ah dan  bisnis syari'ah. Perluasan 

kewenangan   tersebut, tentunya menjadi tantangan sendiri bagi 

aparatur peradilan agama, terutama hakim. Para hakim dituntut 

untuk memahami  segala  perkara  yang  menjadi kompetensinya. 

Hal  ini sesuai adagium  ius   curia   novit   (hakim dianggap  tahu 

akan hukumnya), sehingga hakim tidak boleh menolak untuk 

memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak atau kurang 

je1as. 

Keniscayaan hakim untuk selalu  memperkaya pengetahuan 

hukum, juga sebagai sebuah pertanggungjawaban moral atas 

lain bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap 
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benar, res judikata   pro  veriate  habetur. Sejalan dengan  itu, setiap 

hakim pengadilan agama dituntut untuk lebih mendalami dan 

menguasai soal perkonomian syari'ah. Memang, para hakim 

pengadilan agama telah memiliki latar belakang pendidikan 

hukum Islam. Namun karena selama ini, pengadilan agama tidak 

menangani sengketa yang terkait dengan perekonomian syari' ah, 

maka wawasan yang dimilikinya pun  tentu masih terbatas. 

Wawasannya akan jauh dibanding masalah sengketa perkawinan, 

waris, wasiat, hibah, waqaf dan' sedekah yang  selama  ini 

ditanganinya.  Paling tidak, ada beberapa  hal penting  yang 

menjadi  'pekerjaan rumah' para hakim pengadilan agama terkait 

perluasan kewenangannya dalam rnenangani sengketa 

perekonomian syariah. Pertama, para  hakim pengadilan  agama 

harus terus meningkatkan wawasan hukum tentang 

perekonomian syari'ah dalam bingkai regulasi Indonesiadan 

aktualisasi fiqh Islam. Kedua, para hakim pengadilan agama harus 

mempunyai wawasan  memadai  tentang  produk  layanan dan 

mekanisme operasional dan perbankan syari'ah, lembaga 

keuangan mikro syari'ah, reksa dana   syari'ah,  obligasi dan surat 

berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah. Mereka 

juga harus memahami pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah,  

dana  pensiun lembaga   keuangan   syari'ah, dan bisnis syari'ah. 

Ketiga, para hakim agama juga perlu meningkatkan wawasan 

hukum tentang prediksi Selain itu, perlu pula  peningkatan 

wawasan dasar hukum dalam peraturan dan perundang-

undangan, juga konsepsi dalam fiqh Is lam. 

Perekonomian berbasis syari'ah harus diakui telah 

mengalami perkembangan pesat dan menggembirakan. Sejak 

Bank Muamalat Indonesia  (BMI) berdiri  dan mulai  beroperasi 

pada  1 Mei  1992, pertumbuhan perbankan   syari'ah   meningkat  

tajam.  Dari  1 bank umum  syari'ah  dan 78 BPRS  pada  1998 

menjadi  3 bank  umum syari' ah dan  17 bank  umum  yang  

membuka  unit  usaha  syari' ah dengan  163 kantor  cabang,  85 

kantor  cabang pembantu,  dulu  136 kantor  kas,  serta  90 BPRS  

pada  akhir  2005.  Kontribusi  industri keuangan syari' ah masih  

kecil  dibanding  dominasi  konvensional. Namun, tak bisa 
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dipungkiri, tingkat pertumbuhannya amat pesat, dan terbukti 

tetap eksis kendati dihantam krisis moneter, beberapa tahun 

belakangan. Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim 

Business Consulting, diproyeksikan bahwa total aset  bank   syari'ah   

di Indonesia akan tumbuh sebesar 2850% selama 8 tahun, atau 

rata-rata tumbuh 356.25% tiap tahunnya.87 

Yang juga cukup  menggembirakan,   ragam bisnis  berbasis 

ekonomi  syariahpun juga cukup menggembirakan, ragam  bisnis 

berbasis ekonomi syari'ah  pun bertambah luas. Bukan hanya 

bidang perbankan, tapi  juga  memasuki wilayah  asuransi,  pasar 

modal, sahani, pegadaian, dan lain-lain. Menilik kian luas dan 

beragamnya pola  bisnis berbasis perekonomian  syari' ah,  maka 

aspek perlindungan hukum menjadi penting diupayakan 

keberadaannya. Dalam  hal  implementasi,   para   pelaku  dan 

pengguna ekonomi syari'ah harus menjalankan kegiatannya 

berdasarkan syari'ah. Pola hubungan yang didasarkan pada 

keinginan untuk menegakkan sistem syari'ah diyakini sebagai 

pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Bila terjadi 

perselisihan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam 

pelaksanaan isi perjanjian, k edua pihak akan berusaha 

menyelesaikan  secara  musyawarah. Meski  demikian, masih ada 

kemungkinan  perselisihan  itu  tidak   dapat   diselesaikan secara 

musyawarah. Kemungkinan seperti ini kian besar, terlebih  dalam 

kehidupan  dunia ekonomi  syari'ah  yang kian beragam. 

Sebelum amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, 

kasus sengketa keuangan  syari' ah  tidak bisa  diselesaikan di 

pengadilan agama. Yang menjadi sebab, karena wewenang 

pengadilan agama telah dibatasi Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989,.yang hanya dapat memeriksa an mengadili perkara-

Perkara di Iuar kelima bidang tersebut.  Di sisi lain, pengadilan 

negeri juga tidak pas untuk  menangani  kasus  sengketa  

lembaga keuangan syari'ah. Pasalnya, bagaimanapun lembaga ini 

                                                             
87 Adiwannan Karim. 2003,  Bank  Islam,  Analisis  Fiqh  dan Keuangan, 

Jakarta:  The International  Institute ofIslamic  Thought Indonesia,  halaman 

29. 
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memiliki dasar-dasar  hukum penyelesaian perkara yang berbeda 

dengan yang dikehendaki pihak pihak  yang terikat  dalam akad 

syari'ah.   Pengadilan Negeri  tidak menggunakan syari'ah sebagai  

landasan  hukum bagi penyelesaian sebuah perkara. Selama ini, 

sebelum amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, 

memang ada Iembaga yang menangani sengketa perekonomian 

syari'ah, yakni  Badan Arbitrase Syari'ah  Nasional 

(BASYARNAS). Namun ini pun, harus melalui kesepakatan 

kedua belah pihak terlebih dahulu. Kalau nasabah tidak sepakat, 

tentu kasus sengketa  itu tidak bisa dibawa ke BASYARNAS. 

Barangkali,  itulah  sebabnya  para ulama, pengamat,   dan 

praktisi perekonomian syari'ah mendesak pentingnya 

amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. 

Tujuannya,agar sengketa Perekonomian syari'ah bisa ditangani 

oleh Peradilan Agama. Sebelum amandemen,  memang kerap 

terjadi kebingungan. Dibawa ke lembaga Peradilan Umum tidak 

tepat, dibawa ke Peradilan Agama juga tidak berwenang, Karena 

itu, wajar bila berbagai pihak menyambut baik langkah 

pemerintah mengamandemen UndangUndang Nomor 7 Tahun 

1989, dengan memperluas kewenangan Peradilan Agama untuk 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi  

syari'ah di luar bidang yang telah ada selama ini. 

Pesatnya bisnis berbasis ekonomi syari'ah  dan perluasan 

kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani sengketa di 

dalamnya, memberi konsekuensi tersendiri bagi Pengadilan 

Agama. Selain harus memiliki hakim-hakim khusus yang 

kapabel dalam menangani  masalah  sengketa  ekonomi  syari' 

ah para hakim juga dituntut lebih responsif terhadap 

perkembangan  manajemen peradilan  yang lebih modern. Selain 

itu, Peradilan Agama juga harus tampil bersih, transparan, 

akuntabel,   dan  bisa  memenuhi   rasa keadilan serta kebenaran. 

Dengan penambahan sejumlah bidang yang menjadi kewenangan 

dalam Undang-Undang  Peradilan Agama yang baru tersebut,  

diharapkan praktik-praktik umat Islam yang selama ini sudah 

bcrjalan di masyarakat mempunyai kekuatan yuridis. Dengan 
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demikian, jika terjadi sengketa ekonomi syari'ah  antara para 

pihak yang beragama Islam  bisa  dilakukan  pencarian  keadilan  

melalui lembaga Peradilan  Agama. 

Satu hal lagi, yang kini diharapkan para pelaku perbankan 

syariah, adalah Undang-Undang Perbankan Syari'ah. Berbagai 

kalanganjuga mendesak agar Rancangan Undang-Undang 

Perbankan Syari'ah  segera disahkan menjadi Undang-Undang. 

Kehadiran Undang-Undang  Perbankan Syari'ah tentu sangat 

penting. Bagi kalangan praktisi, Undang-Undang Perbankan 

Syari'ah menjadi legitimasi paling akurat untuk menjalankan 

praktik perbankan syari'ah. Selain itu, adanya daya dorong 

kepada pemerintah pusat dan daerah untuk  melaksanakan sistem  

ekonomi dan perbankan berbasis syari'ah. Tanpa Undang-Undang 

Perbankan Syari'ah, maka sosialisasi dan pengembangan di 

daerah dinilai banyak pihak kurang efektif 

3.  Pengadilan  Agama  Versus  Arbitrase 

Kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan 

sengketa ekonomi  syari'ah ternyata tidak mudah direalisasikan. 

UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 membatasi kompetensi 

Pengadilan Agama. terdapat pendapat  yang merespon  kehadiran 

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa 

Pengadilan Agama (PA) tidak berwenang sebagai lembaga 

eksekutorial terhadap putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional 

(BASYARNAS). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa 

yang  menyatakan bahwa, yang berwenang  menjadi lembaga 

eksekutorial ada Pengadilan Negeri88 Se1anjutnya dalam Pasal 61 

Undang-Undang  Nomor 30 Tahun  1999 dinyatakan, "Dalam 

hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase dengan-

                                                             
88  Undang-Undang Nomor 30 Tahun  1999, Bab VI Tentang  

Pelaksanaan Putusan  Arbitrase  Pasal  59 Ayat (1), "Dalam  waktu paling  

lama 30 (tigapuluh) hari terhitung  sejak tanggal  putusan  diucapkan,  lembar 

asli atau salinan  otentik putusan  arbitrase  diserahkan  dan didaftarkan  oieh 

arbiter atau kuasanya  kepada panitera  Pengadilan  Negeri". Sedangkan Pasal 
59 ayat (4) berbunyi "Tidak dipenuhinya  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  

dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan". 
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sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua 

Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang 

bersengketa". Ketentuan ini berlaku bagi putusan  Badan Arbitrase  

Nasional Indonesia (BANI), BASYARNAS dan lembaga 

arbitrase lainnya. Baik yang kelembagaan maupun arbiter 

individual.89 

Selain langsung memanfaatkan peradilan Agama, 

masyarakat memang dapat  menyelesaikan   sengketa   ekonomi   

syari'ah  melalui jalur  non-litigasi melalui BASYARNAS. 

Praktiknya, putusan BASYARNAS itu selanjutnya Harus 

mendapat  penetapan dan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri, 

bukan Ketua Pengadilan Agama. Respon lain  berpendapat bahwa 

dalam  masalah  seperti  ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999  sekarang sudah  tidak  bisa diberlakukan  karena  Undang-

Undang  Nomor  30 Tahun  1999 adalah lex generalis, sedangkan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 itu lex specialis. 

Pendapat  tersebut didasarkan  pada Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun  2006 Tentang Perubahan atas  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Di 

situ dinyatakan, "Salah  satu wewenang Peradilan Agama  adalah 

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam 

di bidang ekonomi syari'ah". Yang termasuk bidang ekonomi 

syari'ah  tidak hanya perbankan  syari'ah,  tetapi juga  lembaga 

keuangan  mikro  syari'ah, asuransi  syari' ah  dan  banyak bidang 

lainnya. Pendapat tersebut direspon positif dari berbagai 

kalangan terutama dari pihak BASYARNAS, bahkan  

mengusulkan  kelak  ada pengadilan  niaga syari'ah yang khusus  

menangani  masalah  kepailitan  yang menghimpit perbankan dan 

lembaga ekonomi  syari'ah. Selain  itu Mahkamah Agung perlu 

membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) soal wewenang  

Peradilan Agama  dalam  mengeksekusi putusan BASYARNAS. 

Paling tidak ada tiga hal yang direkomendasikan kepada 

                                                             
89 M. Tabroni, AZ, 2007, Mediasi  dan Arbitrase,  Makalah, disampaikan 

pada   Pelatihan   Kontrak   Bisnis   Syari'ah    dan   Magister    Studi   Islam,   
UlI, Y ogyakarta. 
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Mahkamah Agung. Pertama, agar Mahkamah Agung membuat 

Penna soal wewenang Peradilan Agama dalam mengeksekusi  

putusan BASYARNAS. Kedua, agar perkara ekonomi syari'ah 

nanti diselesaikan tidak lebih dari 180 hari. Ketiga, perlu 

disiapkan hukum materiil maupun formil  mengenai  ekonomi 

syari'ah. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB XI 

RANGKUMAN 

 

 

Pada  dasarnya tidak seorang/satu pihak pun yang menginginkan 

adanya terjadinya suatu sengketa terhadap apa yang telah 

disepakati (dalam kontrak) dengan pihak lainnya. Namun 

demikian, haruslah dimaklumi bahwa terjadinya sengketa tidak 

jarang terjadi, hanya karena hal-hal yang  sangat  sepele. Untuk 

itu, bagi para perancang/pembuat kontrak haruslah menegaskan 

dalam kontrak yang dirancang/dibuatnya bagaimana cara 

penyelesaian bila pada akhirnya  terjadi suatu sengketa. Ketiadaan 

pasal yang mengatur secara tegas tentang penyelesaian sengketa 

ini  akan  berakibat berlarut-Iarutnya sengketa tersebut, karena 

mereka (para pihak) harus terlebih dahulu menyetujui bagaimana 

cara/mekanisme penyelesaiannya sebelum hal ini disepakati, 

maka penyelesaian sengketa pun tidak akan terlaksana. 

Sampai saat  ini,  penyelesaian  sengketa yang diatur   dalam 

kontrak oleh para pihak masih berkisar pada musyawarah  untuk 

mufakat. Bila hal itu tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian 

selanjutnya diserahkan kepada lembaga peradilan dalam hal ini 

Pengadilan Negeri, sebagaimana  tempat  domisili yang dipilih 
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oleh para pihak dalam kontrak.                                                        

Klausula dalam  kontrak mengenai hal  ini Iazimnya ditulis 

seperti tersebut di berikut ini Bilamana terdapat  perselisihan atau 

perbedaan pendapat dalam melaksanakan perubahan perjanjian  

ini, maka akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara 

musyawarah/mufakat. Apabila tidak ada kata sepakat, maka 

mengenai perjanjian ini dan semua akibatnya, para pihak  

memilih tempat kediaman yang sah,  dan tidak berubah  di Kantor 

Kepaniteraan  Pengadilan Negeri. 

Sangat  jarang   ditemui  suatu  kontrak  di  mana  dalam 

pasal penyelesaian sengketanya mencantumkan alternatif 

penyelesaian pada  suatu  badan arbitrase. Padahal, dengan  cara 

ini pun suatu sengketa dapat diselesaikan dengan baik dan 

memuaskan para pihak, walaupun ukuran kepuasan masih 

sangat relatif. 

Untuk jelasnya, berikut disampaikan alternatif 

(kemungkinan) penyelesaian  sengketa  bagi  para  pihak  yang 

berkontrak,  apabila terjadi suatu perselisihan, yaitu: pertama, Sulh 

adalah akad untuk menyelesaikan suatu masalah atau 

perselisihan sehingga menjadi perdamaian. Umpamanya dalam 

bidang perbankan, nasabah (mengalami intepretasi) atau tidak 

mampu membayar angsuran (kewajiban), maka pihak dan 

nasabah melakukan sulh tanpa menyelesaikan melalui jalur 

hukum. 

Contoh lain  adalah eksekusi, misalnya nasabah masih 

mempunyai  kewajiban (utang) kepada bank,  kemudian  nasabah 

meninggal dunia, Nasabah tersebut tidak meninggalkan uang 

yang cukup untuk membayar utang. Ahli warisnya juga tidak 

mempunyai uang, namun harta satu-satunya yang tersedia  

adalah sebuah mobil angkutan umum . 

Kendaraan  (angkutan umum) itu pun satu-satunya  sebagai 

alat untuk mencari penghasilan  biaya hidup keluarga ahli waris. 

Apabila kendaraan tersebut dijual maka tentu akan menurunkan  

atau bahkan menghilangkan  pendapatan keluarga. Kemudian 
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ahli waris tetap bertanggung jawab untuk membayar utang  

almarhum  dengan cara meminta keringanan  (sulh), yaitu bahwa 

utang tersebut akan dibayar apabila kendaraan  tersebut  tidak 

dijual (dieksekusi). Dan penghasilanl pendapatan kendaraan 

umum  yang  dioperasikan setiap hari itu ahli waris dapat 

membayarnya. 

Kedua,Ibra' adalah salah satu cara lain dalam 

menyelesaikan pembiayaan bermasalah, sebab ahli waris nasabah 

bisa saja meminta dihapuskan  utangnya  (write  off).  Dengan 

adanya penghapusan piutang  itu  maka  tanggung  jawab  ahli  

waris juga  hilang.  Proses penghapusan piutang  ini  dalam  

syari' ah dinamakan Ibra', Ibra' adalah melepaskan  atau 

mengikhlaskan atau menghapuskan hutang seseorang oleh 

pemberi utang. Menurut jumhur ulama, ibra' diterima dalam 

keadaan sebagai berikut: a) Apabila ibra 1 tersebut diberlakukan dalam 

masalah  pengalihan  utang,  b) Apabila  orang  yang berutang 

men.inta utangnya digugurkan,  lalu diqabulkan  oleh pemberi  

utang, dan  c) Apabila  sebelumnya  orang  yang  berutang  telah  

menerima pernyataan  ibra’ dari pemberi  utang. 

Perdamaian   (Sulhu). Ada pertanyaan yang mungkin   cukup 

relevan untuk dijawab di sini, yaitu: "Mengapa pada klausula 

penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak selalu menempatkan 

musyawarah/mufakat sebagai suatu penyelesaian yang 

didahulukan?" 

Pada dasarnya penyelesaian secara  musyawarah/mufakat 

penyelesaian yang sangat sesuai dengan kultur kita sebagai 

"orang timur".  Namun  demikian, ada satu hal yang mungkin 

sangat sulit untuk mewujudkan terciptanya musyawarah/mufakat 

dalam  suatu sengketa.  Hal tersebut  adalah  para  pihak  pada 

umumnya menganggap  remeh hal-hal yang kelihatannya  sangat 

sepele. Justru hal-hal yang dianggap sepele oleh salah satu 

pihak, malah dianggap hal yang sangat materil oleh pihak 

lainnya. Selain itu, hal-hal sepele tersebut apabila tidak segera 

diselesaikan akan berakibat pada membesarnya  masalah  'sepele' 

tadi, maka terjadilah sengketa yang hampir tidak mungkin 
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diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Walaupun 

musyawarah/mufakat dianggap sebagai kultur yang hidup di 

masyarakat.  Apalagi  sengketa bisnis yang berhubungan   dengan 

untung rugi secara ekonomis. 

Badan  Arbitrase.  Masalah perjanjian yang  timbul bila tidak 

ingin diadili oleh pengadilan negeri/melainkan ingin diadili  

secara Arbitrase dapat dinyatakan  oleh para pihak dengan cara: 

a) Membuat suatu perjanjian tersendiri yang khusus menyatakan  

keinginan  para pihak teresebut untuk menyerahkan masalahnya  

diadili secara Arbitrase. Perjanjian khusus ini yaitu perjanjian  

yang dibuat setelah perjanjian pokoknya disebut sebagai akta   

kompromis, b) mencantumkan dalam  perjanjian pokoknya suatu 

bagian atau klausula yang berisi tentang  keinginan  para pihak 

untuk menyerahkan masalah yang  timbul dan perjanjian tersebut 

diselesaikan secara Arbitrase. Klausula ini disebut sebagai 

klausula Arbitrase dan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

(BANI) akan diusulkan sebagai berikut: "Semua sengketa yang 

timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama 

dan terakhir Menurut prosedur BANI oleh arbiter yang   ditunjuk 

menurut peraturan  tersebut". 

Dalam  hal suatu penjanjian  terdapat  klausula  Arbitrase 

maka Pengadilan Negeri akan menolak untuk mengadili masalah 

perjanjian tersebut, karena hal ini merupakan kompetensi mutlak 

(lihat Keputusan Mahkamah Agung, tanggal 8 Februari 1982 

Nomor 2424K1Sip. 1981 dan Nomor 3992K) Pdt/1985). 

Arbitrase berasal dan  kata   arbitrare   (Latin)   yang  berarti 

kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu  menurut  kebijaksanaan. 

Jadi.  Arbitrase ini sebenamya merupakan lembaga peradilan oleh 

hakim partikulir/swasta (particullere rechtspraak). Arbitrase menurut 

Subekti adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh 

seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan 

bahwa mereka akan tunduk kepada atau taat pada keputusan 

yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih 

atau tunjuk tersebut. Sedangkan  menurut  Frank  Elkouni  dan 

Edna Elkouni dalam How Arbitration  Work, menyebutkan bahwa 
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arbitrase adalah suatu acara sederhana yang dipilih secara  bebas 

Oleh   para  pihak yang menghendaki  masalahnya diselesaikan 

oleh hakim yang bebas atau tidak memihak, yang dipilih oleh 

mereka dan keputusannya didasarkan pada keputusan dan 

masalahnya yang para pihak telah menyetujui sebelumnya 

bahwa putusan   itu   adalah  final dan mengikat. 

Manfaat dan penyelesaian perkara/sengketa melalui 

Arbitrase ini adalah:  a) Hakim  (partikulir)  adalah pilihan  para 

pihak  dan sudah tentu merupakan  orang yang ahli dalam 

masalahnya,  b) Prosesnya cepat   apabila   dibandingkan dengan 

peradilan  negara,  karena umumnya merupakan  putusan  yang 

sudah final dan mengikat,  dan menurut  Pasal  620 Reglemeiz.t 

op de Burgerlijk  Rechts  Vordering (RV)  paling  lama  6 (enam) 

bulan harus  sudah diselesaikan, c)  Pengadilannya tidak  terbuka 

untuk umum karena itu masalahnya dapat dirahasiakan, d) 

Putusan Arbitrase ini dapat dilaksanakan (eksekusi) di luar  negeri 

lihat  New York Convention  1958, di mana Indonesia  ikut serta 

pada tahun  1981) 

Penyelesaian sengketa perbankan syariah ternyata telah ada 

diatur dalam Islam dan diatur dengan sebaik-baik aturan yang 

terdapat dalam sendi-sendi  kehidupan masyarakat secara baik 

dan menyeluruh. Penyelesaian sengketa perbankan syariah 

menurut agama Islam dibuat melalui tahapan-tahapan sebagai 

berikut: a) Al Sulh  (perdamaian), b) Tahkim (Arbitrase), c) Wilayat  

Al  Qadha (Kekuasaan  Kehakiman). 

Sebagai negara hukum Indonesia ternyata ada juga mengatur 

mengenai penyelesaian sengketa  ekonomi syariah berdasarkan 

hukum positif Indonesia. Dan sebagai negara yang  berpenduduk 

mayoritas beragama Islam maka tahapan-tahapan penyelesaian 

sengketa  itu  juga berpedoman  kepada hukum Islam yaitu: a) 

Pengadilan Agama,  b) Musyawarah, c) Mediasi perbankan, d) 

Melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau lembaga 

arbitrase lainnya danlatau, e) Melalui pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Umum. Jadi kalau dilihat tahapan-tahapan 

penyelesaian sengketa ekonomi  syariah ini, maka pilihan  yang 
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tepat dan bijaksana adalah dengan menggunakan Lembaga 

Peradilan Agama, karena  jangkauannya yang luas sehingga  

dapat digunakan  oleh yang bukan Islam. 

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk 

mengadili   sengketa  ekonomi  syariah adalah  hukum acara yang 

berlaku dan dipergunakan pada-lingkungan Peradilan Umum 

sesuai dengan  ketentuan Pasal  54 Undang-Undang  No 7 Tahun 

1989 jo. Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006  namun tidak 

terlepas juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(BW) khusus buku IV tentang pembuktian yang memuat dalam 

Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993. Disini  terlihat  semakin 

jelas bahwa penyelesaian sengketa syariah t etap menggunakan 

hukum Islam yang berarti tidak terlepas dari peraturan  Al Qur'an 

dan Sunnah. 

Dengan keluarnya Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006, 

maka Pengadilan Agama telah memiliki kewenangan untuk 

menangani perkara-perkara   yang  berhubungan  dengan  dunia 

bisnis  syari' ah. Sebaliknya dunia bisnis syari' ah telah tertolong 

dikarenakan memiliki tempat pilihan untuk menyelesaikan sernua 

persengketaannya selain dari pada lembaga arbitrase dan 

Pengadilan Negeri. 
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